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2.1. [bookmark: _Toc327810448]Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.1.1. [bookmark: _Toc327810449]Aspek Geografi dan Demografi
A.	Karateristik Lokasi dan Wilayah		
A.1.	Letak dan Kondisi  Geografi
Provinsi Sulawesi Utara dengan IbuKota Manado terletak pada 0°15’–5°34’ Lintang Utara dan 123°07’–127°10’ Bujur Timur. Batas wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut :
Sebelah  Utara 	: 	Laut Sulawesi, Republik Filipina, dan Lautan Pasifik.
Sebelah Timur	:	Laut Maluku
Sebelah Selatan	:	Teluk Tomini
Sebelah Barat 	: 	Provinsi Gorontalo
Sulawesi Utara memiliki 11 pulau terluar, yaitu  8 pulau yang berpenghuni yakni Mantehage (Minut), Makalehi (Sitaro), Kawaluso, Kawio, Marore (Sangihe), Miangas, Marampit, Kakorotan (Talaud) dan 3 pulau tidak berpenghuni yakni Bongkil (Bolmut), Batubawaikang (Sangihe) dan Intata (Talaud). 
Luas wilayah Sulawesi Utara adalah 15.273,560km2 dengan Bolaang Mongondow sebagai kabupaten terluas, yaitu 3.547,49km2 atau 23,22%. Luas wilayah hanya sebesar 0,72% dari luas wilayah Indonesia dengan jumlah desa dan kelurahan pada tahun 2011 sebanyak 1733 desa/kelurahan.  
Sulawesi Utara memiliki keunggulan dari segi geoposisi. Posisi strategis yang dimiliki dapat menciptakan lokasi suatu daerah semakin menarik dan aman untuk dapat dikunjungi para wisatawan, pelaku bisnis, dan investor domestik serta internasional. Semakin unggul lagi, lokasi suatu daerah jika terletak pada posisi strategis di sekitar pusat beredarnya perdagangan dunia dan pusat pertumbuhan ekonomi regional di Asia Timur (Cina, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan ASEAN) dan Pasifik, seperti posisi yang dimiliki Sulawesi Utara dan berhadapan langsung dengan wilayah Asia Timur dan Pasifik.
Posisi semenanjung wilayah Sulawesi Utara yang terletak di tepian samudra Pacific, diapit oleh dua Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI II) yang melewati Selat Makassar antara Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi, dan ALKI III yang melewati Laut Maluku antara Pulau Sulawesi dan Kepulauan Maluku Utara dan Maluku. Posisi strategis ini menciptakan keunikan dan keunggulan khusus bagi Sulawesi Utara. Kondisi ini yang membuat posisi Sulawesi Utara yang sangat dekat dengan pasar Asia Timur dan Pasifik, dan relatif sulit untuk ditandingi oleh provinsi lainnya di Indonesia.  Peta Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Peta Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014
[image: ]
Sumber: Badan Perencanaan pembangunan Daerah Sulawesi Utara, Tahun 2015
Posisi strategis dan keunggulan pelabuhan Bitung di kawasan Pasifik dapat dilihat pada Tabel 2.1, nampak perbedaan dari aspek jarak, jam, hari, dan biaya antara pelabuhan Bitung dibandingkan dengan Pelabuhan Tanjung Priok dan Singapore untuk pelabuhan tujuan Kaohsiung (Taiwan), Hongkong, Shanghai, Busan (Korsel), Tokyo, dan Los Angeles. Dari aspek jarak dan waktu, pelabuhan Bitung jauh lebih dekat dan lebih pendek waktunya untuk akses ke beberapa pelabuhan utama di Asia Timur dan Pacific. Demikian juga dari aspek biaya kapal akan jauh lebih murah dari pelabuhan Bitung dibandingkan dari pelabuhan Tanjung Priok dan Singapore. 


Gambar 2.2 Peta Posisi Sulawesi Utara Sebagai Gerbang Utara Indonesia
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          Sumber: BP. KAPET Manado-Bitung, 2012.
Dengan demikian, pelabuhan Bitung jauh lebih efisien untuk menjangkau beberapa pelabuhan utama di Asia Timur dan Pasifik dibandingkan dengan Tanjung Priok dan Singapore. Sulawesi Utara memiliki jaringan logistik laut dari pelabuhan Bitung yang efisien untuk menjangkau pasar dikawasan Pacifik termasuk Asia Timur, dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Pelayaran langsung dari pelabuhan Bitung ke pelabuhan luar wilayah Indonesia saat ini dalam bentuk tidak terjadwal atau tidak dilayari secara reguler. 
Pelayaran reguler kontainer dan penumpang dari pelabuhan Bitung yang tersedia saat ini, untuk pelabuhan tujuan Jakarta, Surabaya, Makasar, Ternate, Sorong, Jayapura, Luwuk, Kendari, Pantoloan, dan Balikpapan. Belum berkembangnya pelayaran langsung internasional dari pelabuhan Bitung, bukan disebabkan oleh tidak tersedianya barang yang akan dikirim. 

Umumnya yang menggunakan jasa pelayaran langsung ini adalah exportir kelas menengah dan kecil. Biaya pengiriman per kontainer bisa lebih murah antara US$250-US$300, dibandingkan dengan pengiriman dari Bitung melalui Jakarta atau Surabaya. Untuk memudahkan perusahaan pelayaran Swire beroperasi di pelabuhan Bitung, PT. Pelindo memberikan keringanan untuk pembayaran sewa container yard. Hanya saja insentif ini tidak berlangsung lama, hanya sekitar sekitar 3 bulan.
[image: ]Gambar 2.3   Peta Jaringan Pelayaran Dari Dan Ke Bitung









                         Sumber: BP. KAPET Manado-Bitung, 2012.
Insentif yang diberikan oleh PT. Pelindo tidak sebanding dengan biaya untuk mereposisi ocean going container dari Singapore ke Bitung. Pelayaran langsung ini akhirnya hanya berlangsung kurang dari 3 tahun, disebabkan pelayanan dan insentif diberikan pelabuhan Bitung kalah bersaing dengan pelabuhan Madang, dimana jalur pelayaran ini berawal dari Madang-Bitung-Singapore. Selain diberikan insentif yang memadai, jumlah konteiner berkembang semakin pesat dan ruang kosong yang tersedia dalam kapal semakin berkurang untuk menampung konteiner yang di muat dari pelabuhan Bitung. 
Indonesia melakukan pembangunan ekonomi dengan pendekatan growth centre di mulai dari Jakarta dan berkembang di pulau Jawa sejak pemerintahan kolonial Belanda dan dilanjutkan oleh pemerintah Orde Baru lebih dari 30 tahun, selanjutnya masih juga dilanjutkan oleh pemerintah Kabinet Bersatu I dan II sampai pada masa transisi dan reformasi yang terjadi saat ini. Contoh sederhana yang terjadi sampai sekarang adalah sebagian besar komoditas ekspor tradisional dari Indonesia Timur harus melalui pelabuhan Tanjung Perak dan Tanjung Priok yang sudah terbatas daya dukungnya dan terjadi penumpukan dan kemacetan (congested).  Jadi komoditas ekspor dari luar Jawa dapat diandaikan seperti harus melewati jaringan pipa kecil yang sudah mengecil dan kadang-kadang tersumbat dan terjadi apa yang disebut konsep bottleneck.
Menyadari peluang ini, ternyata “Sulawesi Utara Sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Timur dan Pasifik” bukanlah sebuah impian belaka, melainkan sebuah solusi bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat Sulawesi Utara pada khususnya dan Indonesia pada umumnya seperti yang telah diprediksi Dr. Sam Ratulangi pada beberapa puluh tahun lalu. Peningkatan peran aktif dalam kancah perdagangan dunia, oleh Pemerintah Daerah Sulawesi Utara secara langsung maupun melalui pemerintah nasional tidak dapat ditunda lagi. Kerjasama regional yang terintegrasi dan terpadu seperti BIMP-EAGA, ASEAN, EAST ASIA, dan APEC perlu dioptimalkan. Singkatnya, Sulawesi Utara berada pada posisi sangat strategis untuk memanfaatkan perdagangan bebas yang sedang terkosentrasi di kawasan Asia Timur dan Pasifik.
A.2.	Topografi
Sebagian besar wilayah dataran Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari pegunungan dan bukit-bukit diselingi oleh lembah yang membentuk dataran. Gunung-gunung terletak berantai dengan ketinggian di atas 1000m dari permukaan laut. Beberapa gunung yang terdapat  di provinsi Sulawesi Utara, yaitu Gunung Klabat (1895m) (wilayah Minahasa Utara), Gunung Lokon (1579m), Gunung Mahawu (1331m) (wilayah Tomohon), Gunung Soputan (1789m) (wilayah Minahasa), Gunung Dua Saudara (1468m) (wilayah Bitung), Gunung Awu (1784m), Gunung Ruang (1245m), Gunung Karangetan (1320 m), Gunung Dalage (1165m) (wilayah Sangihe dan Talaud), Gunung Ambang (1689m), Gunung Gambula (1954m), Gunung Batu-Balawan (1970) (wilayah Bolaang Mongondow).

A.3.	Geologi
Sulawesi Utara sangat kaya dengan Potenesi pertambangan batuan, diantaranya ada pada sebaran di semua Kabupaten/kota, yaitu
· Andesit terdapat di Kabupaten Minahasa Tenggara (Kecamatan Belang); Kabupaten Minahasa (Kecamatan Sonder, Pineleng dan Langowan); Kabupaten Kepulauan Talaud (Pulau Karakelang); Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Kecamatan Siau Tengah); Kabupaten Kepulauan Sangihe (Manganitu); Kabupaten Minahasa Utara (Kecamatan Kauditan); Kota Bitung (Bitung Utara); 
· Batu apung di Woloan dan Tara-tara, perkiraan luas sebaran kurang lebih 373,88 Ha dengan cadangan diperkirakan sebanyak kurang lebih 44.478.125 m3; 
· Perlit di Kasuang, perkiraan luas sebaran kurang lebih 100 Ha dengan cadangan diperkirakan sebanyak kurang lebih 1.000.000 m3; 
· Tras di Tomohon dan Enemawira (Kabupaten Kepulauan Sangihe); 
· Batu Belah, terdapat di lereng Gunung Tumpaan; Lempung, terdapat di daerah Radey, Tokin, Karimbow, Mangkit, Basaan, dan Ratatotok; 
· Pasir, terdapat di sebagian endapan sungai, pantai dan hasil endapan gunung api, terutama di sekitar kaki Gunung Soputan dengan ketebalan sekitar kurang lebih 30 meter; 
· Batu Gamping dan kapur, terdapat di Bolaang Mongondow (Lolak, Passi, Dumoga, Domisili – Pangi); Kabupaten Minahasa Tenggara; Kabupaten Talaud (Kecamaan Rainis); Basaan, Mangkit, Ratatotok, dan Blongko; 
· Basalt terdapat di Bebali (Siau), Pangulu – Manganitu, dengan cadangan diperkirakan sebanyak kurang lebih 10.250.600 m3; 
· Pasir Volkanis terdapat di Tabukan Utara dan Tagulandang (Pulau Ruang); 
· Zeolit terdapat di Lamango (Pulau Biaro); 
· Batu apung terdapat di Pulau Mahangetang, dengan cadangan diperkirakan sebanyak kurang lebih 240.000 m3; 
· Batu setengah permata terdapat di Tagulandang; 
· Lempung terdapat di Mengawa (Tamako), dengan cadangan diperkirakan sebanyak kurang lebih 2.200.000 m3; 
· Sirtu terdapat di Minahasa Selatan (Sinonsayang, Ranoyapo, Tenga, Amurang, Tumpaan, Tatapaan, Amurang Timur, Amurang Barat); dan sekitar Gunung Awu, Gunung Karangetang; 
· Barit, terdapat di Tabukan Selatan, dengan cadangan diperkirakan sebanyak kurang lebih 6.240 ton. 
· Semen, terdapat di Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. 
· Aluvial,Endapan Pantai Danau dan Sungai (Qal):  Terdiri dari batu Pasir,Lempung,kerikil dan kerakal.
· Batu Gamping Beo (Qb):  Terdiri dari batu Batu gamping Koral.
· Batuan Gunung Api Awu (Qha),karangetang (Qhkv) dan Ruang Qhrv):  Terdiri dari aglomerat,lava,tuf,timbunan awan panas,endapan jatuhan lahar.
· Batuan Gunung api Ambang (Qav) :
Tersusun dari batuan Tuf, aglomerat, lahar, lava dan endapan belerang didalam kawah.
· Batuan gamping  Terumbu  (Ql) :
Tersusun dari Batu gamping terumbu terangkat dan batu gamping klastik dengan komponen utama koral.
· Endapan Danau (Qpl):
	Satuan ini dikuasai oleh batu lempung kelabu setempat mengandung sisa tumbukan dan kerikil.
· Endapan Danau dan Sungai (Qs) : 
	Tersusun dari Pasir,lanau,konglomerat dan lempung napalan.
· Batu gamping Terumbu Koral (Ql) :
	Terdiri dari Batu gamping terumbu koral.
· Batuan Gunung api Muda (Qv) : 
	Tersusun dari batuan Lava,bom,lapili dan abu.
· Batuan Gunung api Sahendaruman (QTSV) :
	Terdiri dari Perulangan breksi  gunung api dan lava,bersisipan tuf lapili dan batu pasir. 
· Batuan Gunung api Kolama (QTkv): 
	Terdiri Perulangan breksi gunung api dan lava, bersisipan tuf berbatu apung.
· Batuan Gunung api Ternate (Qtkv) : 
	Tersusun dari Aglomerat ,lava, ignimbrite,tuf,timbunan awan panas.
· Batuan Gunung api Malingge (QTmv) : 
	Tersusun dari Breksi gunung api,lava,tuf dan timbunan awan panas.
· Batuan Terobosan (QTi-am,di) :
	Tersusun dari Diorit (di) dan andesit (am).
· Malasa Celebes (QTS):
	Merupakan endapan pasca orogen yang terbentuk di cekungan-cekungan kecil,terdiri atas konglomerat ,breksi, serta batu pasir,umunya termampatkan lemah. konglomerat dan bereksi tersusun oleh aneka bahan komponen berupa kepingan andesit , basalt ,granit , granodiorit batu gamping, batu pasir maupun kuarsa.
· Tufa Tondano (Qtv) :
	Tersusun dari Klastika kasar gunung api yang terutama berkomposisi andesit , tersusun dari komponen menyudut hingga menyudut tanggung , tercirikan oleh banyak pecahan batu apung , batu apung lapili , breksi 
	Ignimbrite sangat padat ,berstruktur  aliran.
· Batuan gunung api Pinogo (TQpv) :
	Tersusun dari Tuf,lapili, breksi dan lava.
· Breksi Wobudu (Tpwv) :
	Tersusun dari Breksi gunung api,aglomerat,tuf ,tuf lapili dan lava.
· Diorite Bone (TMB) : 
	Tersusun dari Diorite kuarsa,diorite ,granodiorit, granit.
· Formasi Awit (Tmpa) : 
	Tersusun dari Batu pasir, batu pasir tufoan ,tufa ,batu lanau,batu lempung ,dengan sisipan batu gamping ,napal , konglomerat dan breksi.
· Batu gunung api Miangas (Tmpm) :
	Tersusun dari Breksi, tufa dan lava.
· Formasi  Topadaka  (Tmls) :
	Tersusun dari Batu pasir, grewake, batu pasir terkerisikan dan serpih.
· Batuan gunung api Bilungala (Tmbv) :
	Tersusun dari Breksi, tuf dan lava bersusunan andesit, diorit dan riolit. Zeolit dan kalsit sering dijumpai pada kepingan batuan penyusun breksi.
· Batu gamping Ratatotok (Tml) :
	Tersusun dari Pasir dan batu gamping lempung.
· Batuan gunung api (Tmv) :
	Terutama terdiri dari breksi, lava dan tuf.
· Batuan Sedimen (Tms) :
	Tersusun dari Batu pasir kasar, grewake, batu gamping napalan dan batu gamping.
· Formasi Tifore (Tomt) :
	Tersusun dari Batu pasir berselingan dengan serpi merah, bersisipan batu gamping, breksi, grewake, tufa, batu lanau dan batu lempung.
· Batuan gunung api Pampini (Tomp) :
	Tersusun dari Breksi , tufa, lava dan diorit 
· Bancuh Cakakelang (m) :
	Tersusun dari Bongkah peridotit, serpertinit, gabro, basalt, sekis, marmer, sedimen meta, rijang merah, lempung bersirik.
· Batuan Ultramafik Kabaruang : 
	Tersusun dari  Peridotit, serpentinit, gabro dan basalt.

		Struktur Geologi yang ada di Sulawesi Utara terdiri dari
· Struktur sesar  yang  dominan berarah Barat Lauit – Tenggara, dan sebagian kecil berarah Timur Laut - Barat Daya.
· Struktur Lipatan berarah Timur Laut – Barat Daya, Barat Laut Tenggara dan Timur -Barat. Sulawesi Utara merupakan busur gunung api yang terbentuk karena adanya tunjaman ganda yaitu lajur tunjaman Sulawesi utara disebelah utara lengan utara Sulawesi dan lajur tunjaman sangihe timur di sebelah timur dan selatan lengan utara. Penunjaman tersebut mengakibatkan terjadinya kegiatan magmatisme dan kegunung apian yang tersebar di Sulawesi Utara.  . Struktur Lipatan yang ada di Sangihe diduga berasal dari Penunjaman Lempeng Maluku kearah Barat di bawah Busur Sangihe. Giatnya beberapa gunung api hingga sekarang menunjukan masi h berlangsungnya kegiatan Penunjaman dibawah busur Sangihe.

A.4.	Hidrologi	
[bookmark: _GoBack]Danau-danau didaerah ini secara potensial mempunyai nilai ekonomi bagi pengembangan bidang-bidang kepariwisataan, pengairan, dan energi. Danau-danau tersebut adalah danau Tondano luas 4.278 ha di Kabupaten Minahasa, danau Moat seluas 617 ha di Kabupaten Bolaang Mongondow. Pada umumnya sungai-sungai dimanfaatkan untuk berbagai keperluan antara lain untuk irigasi juga sebagai sumber tenaga listrik disamping dimanfaatkan sumber air minum. Sungai-sungai tersebut sungai Tondano (40 km), sungai Poigar (54,2 km), sungai Ranoyapo (51,9 km), sungai Talawaan (34,8 km), di kabupaten Minahasa. Sungai besar lainnya terdapat di daerah Bolaang Mongondow yaitu sungai Dumoga (87,2 km), sungai Sangkup (53,6 km), sungai Ongkaw (42,1 km), dan lainnya.

A.5.	Klimatologi
Iklim daerah Sulawesi Utara termasuk tropis yang dipengaruhi oleh angin muzon. Pada bulan-bulan November sampai dengan April bertiup angin barat yang membawa hujan di pantai utara, sedangkan dalam bulan Mei sampai Oktober terjadi perubahan angin selatan yang kering. Curah hujan tidak merata dengan angka tahunan berkisar antara 2.000-3.000mm, dan jumlah hari hujan antara 90-139 hari. Suhu udara berada pada setiap tingkat ketinggian makin ke atas makin sejuk seperti daerah kota Tomohon, Langowan di Minahasa, Modoinding di Kabupaten Minahasa Selatan, Kota Kotamobagu, Modayag, dan Pasi di Kabupaten Bolaang Mongondow. Daerah yang paling banyak menerima curah hujan adalah daerah Minahasa. Suhu udara rata-rata 25°C. Suhu udara maksimum rata-rata tercatat 30°C dan suhu udara minimum rata-rata 22,1°C.Kelembaban udara tercatat 73,4%.

B.	Aspek Demografi
B.1.	Penduduk
Penduduk Provinsi Sulawesi Utara tahun 2012 berjumlah 2.365.083 jiwa. Dikaitkan dengan luas wilayah yang ada, terlihat adanya ketimpangan penyebaran penduduk di mana penduduk Kota Manado yang merupakan 19,5% jumlah penduduk Sulawesi Utara hanya mendiami 1,04% luas wilayah Sulawesi Utara. Di sisi lain, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang memiliki penduduk sebesar 2,3%, mendiami 11,68% wilayah.


Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Sulawesi Utara, Tahun 2005-2015*
	No.
	Kabupaten/
Kota
	Tahun

	
	
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Bolaang Mongondow 
	474,908
	485,222
	298,271
	302,393
	196,263
	213.484
	215.904
	224.013

	2
	Minahasa 
	288,539
	293,081
	296,142
	298,179
	300,226
	310.384 
	313.892
	321.915

	3
	Kepulauan Sangihe 
	191,102
	191,631
	130,129
	130,290
	130,449
	126.100 
	127.520
	129.048

	4
	Kepulauan Talaud 
	74,512
	74,660
	74,786
	74,892
	74,997
	83.434 
	84.378
	86.642

	5
	Minahasa Selatan 
	275,997
	276,928
	182,017
	182,292
	182,818
	195.553 
	197.755
	201.798

	6
	Minahasa Utara 
	165,758
	170,340
	172,690
	174,455
	176,480
	188.904 
	191.036
	201.221

	7
	Bolaang Mongondow Utara 
	n.a
	n.a
	79,042
	80,134
	80,508
	70.693 
	71.564
	73.833

	8
	Kepulauan Sitaro 
	n.a
	n.a
	61,576
	61,652
	61,781
	63.801
	64.516
	65.296

	9
	Minahasa Tenggara 
	n.a
	n.a
	95,002
	95,145
	95,525
	100.443
	101.575
	103.301

	10
	Bolaang Mongondow Selatan
	n.a
	n.a
	n.a
	n.a
	52,122
	57.001
	57.648
	59.801

	11
	Bolaang Mongondow Timur
	n.a
	n.a
	n.a
	n.a
	59,401
	63.654
	64.370
	66.495

	12
	Manado 
	405,715
	417,654
	424,111
	429,149
	434,845
	410.481
	415.114
	421.187

	13
	Bitung 
	163,837
	169,243
	174,003
	178,266
	180,618
	187.652
	189.920
	200.523

	14
	Tomohon 
	80,649
	81,882
	82,684
	83,200
	83,718
	91.553
	92.583
	96.408

	15
	Kotamobagu 
	n.a
	n.a
	116,357
	117,965
	119,105
	107.459
	108.891
	113.602

	 
	Sulawesi Utara 
	2,121,017
	2,160,641
	2,186,810
	2,208,012
	2,228,856
	2.270.596
	2.296.666
	2.365.083


Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara, 2014.


	No.
	Kabupaten/
Kota
	Tahun
	

	
	
	2013
	2014
	2015*

	1
	Bolaang Mongondow 
	224.400
	227.172
	230.701

	2
	Minahasa 
	319.945
	322.935
	326.135

	3
	Kepulauan Sangihe 
	129.008
	129.562
	129.915

	4
	Kepulauan Talaud 
	85.984
	87.020
	87.920

	5
	Minahasa Selatan 
	200.072
	201.517
	203.011

	6
	Minahasa Utara 
	196.842
	202.883
	211.613

	7
	Bolaang Mongondow Utara 
	71.570
	74.548
	75.535

	8
	Kepulauan Sitaro 
	64.744
	64.918
	65.246

	9
	Minahasa Tenggara 
	102.226
	102.839
	103.434

	10
	Bolaang Mongondow Selatan
	59.908
	60.634
	61.571

	11
	Bolaang Mongondow Timur
	66.677
	67.159
	68.056

	12
	Manado 
	419.596
	423.118
	426.286

	13
	Bitung 
	198.257
	209.255
	215.007

	14
	Tomohon 
	95.157
	96.409
	98.075

	15
	Kotamobagu 
	109.141
	111.652
	113.801

	 
	Sulawesi Utara 
	2.343.527
	2.381.621
	2.416.306



Kota Manado merupakan wilayah yang terbanyak penduduknya dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sulawesi Utara dengan jumlah penduduk sebanyak 421.187 orang, disusul oleh Kabupaten Minahasa sebanyak 321.915 orang, dan Kabupaten Bolaang Mongondow sebanyak 224.013 orang. Selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 2.3.
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Sulawesi Utara Berdasarkan Sex Ratio Tahun 2013
	No.
	Kabupaten/ Kota
	Laki-Laki
	Perempuan
	Jumlah
	Sex Ratio

	1
	Bolaang Mongondow
	116.683
	107.717
	224.400
	108,32

	2
	Minahasa
	163.620
	156.325
	319.945
	104,67

	3
	Kepulauan Sangihe
	65.072
	63.936
	129.008
	101,78

	4
	Kepulauan Talaud
	43.908
	42.076
	85.984
	104.36

	5
	Minahasa Selatan
	103.272
	96.800
	200.072
	100,69

	6
	Minahasa Utara
	100.105
	96.737
	196.842
	103,48

	7
	Bolaang Mongondow Utara
	36.658
	34.912
	71.570
	105,00

	8
	Siau Tagulandang Biaro
	32.000
	32.744
	64.744
	97,73

	9
	Minahasa Tenggara
	52.849
	49.377
	102.226
	107,03

	10
	Bolaang Mongondow Selatan
	31.212
	28.696
	59.908
	108,77

	11
	Bolaang Mongondow Timur
	34.865
	31.812
	66.677
	109,60

	12
	Manado
	210.706
	208.890
	419.596
	100,87

	13
	Bitung
	101.222
	97.035
	198.257
	104,31

	14
	Tomohon
	47.898
	47.259
	95.157
	101,35

	15
	Kotamobagu
	55.605
	53.536
	109.141
	103,86

	
	Sulawesi Utara
	1.195.675
	1.147.852
	2.343.527
	104,17


Top of Form
Bottom of Form
Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara, 2014.
Tabel 2.3 juga memperlihatkan Penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan merupakan wilayah yang paling sedikit jumlah penduduknya dibandingkan dengan kabupaten/kota se-Sulawesi Utara yaitu sebanyak 59.801 orang. Sex Ratio Penduduk Provinsi Sulawesi Utara adalah sebesar 104,17 yang artinya jumlah penduduk laki-laki 4% lebih banyak dibanding jumlah penduduk perempuan. Jika dilihat per kabupaten/kota, sex ratio terbesar berada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang keduanya mencapai hingga 109,60. Hal ini berarti jumlah penduduk lak-laki di Bolaang Mongondow Selatan dan Bolaang Mongondow Timur lebih banyak 10% daripada penduduk perempuan.

B.2.	Ketenagakerjaan 
Struktur ketenagakerjaan di Sulawesi Utara pada Agustus 2014 menunjukkan adanya kenaikan jumlah angkatan kerja, jumlah penduduk bekerja, dan tingkat pengangguran. Jumlah angkatan kerja di banding Agustus 2013 bertambah sebanyak 25 ribu orang. Hal serupa terjadi pada penduduk yang bekerja, pada Agustus 2014 jika banding keadaan Agustus 2013 mengalami kenaikan sebanyak 15,3 ribu orang . Sementara jumlah penganggur pada Agustus 2014 mengalami kenaikan yaitu sebanyak 9,7 ribu orang jika dibanding keadaan Agustus 2013.
Jumlah angkatan kerja di Sulawesi Utara pada Agustus 2014 mencapai 1,06 juta orang, bertambah sebanyak 25 ribu orang dibanding Agustus 2013. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami kenaikan 0,58 poin dibandingkan keadaan agustus 2013 menjadi 59,99 persen Jumlah penduduk yang bekerja di Sulawesi Utara pada Agustus 2014 mencapai 980,8 ribu orang, bertambah 15,3 ribu orang dibanding keadaan Agustus 2013.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sulawesi Utara pada Agustus 2014 mencapai 7,54 persen, mengalami kenaikan dibanding TPT Agustus 2013 sebesar 6,79 persen. Selama setahun terakhir (Agustus 2013―Agustus 2014), jumlah penduduk yang bekerja mengalami kenaikan pada beberapa sektor, terutama di Sektor Industri  sebanyak 19,2 ribu orang (36,93 persen), Sektor Lainnya (Pertambangan, Listrik, Gas dan Air Minum, Konstruksi, Transportasi dan Lembaga Keuangan)) sebanyak 7,6 ribu orang (3,7 persen), serta Sektor Perdagangan sebanyak 5 ribu orang (2,6 persen). Sedangkan sektor yang mengalami penurunan adalah Sektor Pertanian dan Sektor Jasa Kemasyarakatan yang mengalami penurunan jumlah penduduk bekerja sebesar 3,64 dan 2,17 persen. 
Apabila dilihat dari jumlah jam kerja pada Agustus 2014, sebanyak 707,9 ribu orang (72,18 persen) bekerja diatas 35 jam perminggu, sedangkan 27,82 persen penduduk bekerja di bawah 35 jam kerja dan yang kurang dari 15 jam perminggu sebanyak 40,6 ribu orang (4,14 persen).  Pada Agustus 2014, penduduk  bekerja pada jenjang pendidikan SD kebawah masih tetap mendominasi yaitu sebanyak 353,3 ribu orang (36,02 persen), sedangkan penduduk bekerja dengan pendidikan Diploma sebanyak 23,3 ribu orang (2,37 persen) dan penduduk bekerja dengan pendidikan Universitas hanya sebanyak 85,5 ribu orang (8,71 persen).
Sementara itu struktur ketenagakerjaan pada bulan Agustus 2013 tidak banyak mengalami perubahan dibandingkan keadaan bulan Agustus 2012. Penduduk yang termasuk angkatan kerja masih lebih banyak dari bukan angkatan kerja. Demikian juga untuk penduduk yang termasuk angkatan kerja, penduduk yang bekerja masih lebih banyak dari yang menganggur. Sedangkan struktur penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja yaitu penduduk yang mengurus rumah tangga masih menduduki tempat teratas, kemudian bersekolah dan lainnya (kegiatan selain mengurus rumah tangga maupun bersekolah). Tetapi penurunan yang berarti terjadi pada tingkat partisipasi angkatan kerja keadaan Agustus 2013 jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2013. 
Penduduk usia kerja pada agustus 2013 yang termasuk angkatan kerja sekitar 59,76 persen dan sisanya sekitar 40,24 persen adalah bukan angkatan kerja, seperti diperlihatkan Tabel dibawah. Sedangkan dari total penduduk yang termasuk angkatan kerja sekitar 93,32 persen merupakan penduduk bekerja dan pengangguran sekitar 6,68 persen. Tabel berikut juga menunjukkan penurunan jumlah orang yang bekerja walaupun jumlah pengangguran juga menurun. Hal itu disebabkan oleh penurunan jumlah angkatan kerja dari sebesar 1,089 juta pada Februari 2013 menjadi sebesar 1,015 juta pada Agustus 2013. Penurunan jumlah angkatan kerja terjadi karena adanya perpindahan angkatan kerja menjadi bukan angkatan kerja.
Tabel 2.4  Penduduk Usia Kerja dan Indikator Ketenaga kerjaan Provinsi Sulawesi Utara 2012-2014 (000 jiwa)
[image: ]
Komposisi penduduk Sulawesi Utara yang bekerja menurut  sektor lapangan pekerjaan utama sedikit mengalami perubahan dibanding keadaan Februari 2013. Sektor pertanian (pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan) masih merupakan lapangan pekerjaan utama sebagian besar penduduk yang bekerja yaitu 34,23 persen. Disusul dua lapangan pekerjaan lain yang juga cukup dominan yakni berturut-turut perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi (19,78%) serta jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan (19,23%). Ketiga lapangan usaha utama tersebut menyerap lebih dari setengah lapangan pekerjaan di Sulawesi Utara. Lapangan usaha lain memiliki kontribusi penyerapan tenaga kerja kurang dari 10 persen.


Tabel 2.5 Penduduk Bekerja  Menurut Sektor Lapangan Pekerjaan Utama, Februari    2009 – Agustus 2013 (000 Jiwa)
	Lapangan Pekerjaan Utama
	Tahun 2009
	Tahun  2010
	Tahun 2011
	Tahun 2012
	Tahun 2013

	
	Februari
	Agustus
	Februari
	Agustus
	Februari
	Agustus
	Februari
	Agustus
	Februari
	Agustus

	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
	386,873
	345,595
	333,0
	357,5
	338,9
	321,1
	347,2
	312,2
	317,5
	324,1

	Pertambangan dan Penggalian 
	19,048
	18,301
	-
	-
	-
	-
	36,3
	30,0
	30,5
	23,2

	Industri Pengolahan
	57,094
	57,520
	57,4
	50,6
	69,2
	66,0
	73,6
	57,9
	66,3
	50,9

	Listrik, Gas, dan Air Minum 
	4,312
	4,08
	-
	-
	-
	-
	4,1
	3,8
	7,2
	3,5

	Konstruksi 
	53,091
	68,843
	57,3
	59,1
	61,3
	-
	63,4
	76,0
	80,1
	73,2

	Perdagangan, Hotel dan Restoran
	175,012
	173,432
	178,3
	172,7
	186,7
	196,2
	212,7
	189,5
	203,2
	187,3

	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi 
	102,115
	93,012
	97,5
	77,9
	69,6
	-
	85,3
	79,7
	81,3
	71,8

	Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan 
	14,496
	16,546
	19,3
	15,0
	19,7
	-
	30,0
	24,9
	26,6
	30,7

	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan 
	150,586
	162,876
	183,0
	182,3
	182,1
	199,6
	169,3
	183,3
	198,1
	182,1

	Lainnya
	-
	-
	35,8
	21,8
	42,7
	207,8
	-
	-
	-
	-

	T o t a l
	562,627
	540,173
	961,6
	936,9
	970,2
	990,7
	1.021,9
	957,3
	1.010,8
	946,9


Sumber : Badan Pusat Statistik  Sulawesi Utara, 2013
B.3.	Status Pekerjaan 
Dari seluruh penduduk bekerja pada Agustus 2013, status pekerjaan utama yang terbanyak sebagai buruh/karyawan (39,94%) dan diikuti berusaha sendiri (27,91%). Dalam periode satu semester terakhir (Februari 2013– Agustus 2013) penambahan jumlah tenaga kerja terjadi pada status pekerja berusaha sendiri, buruh/karyawan, dan pekerja bebas.
Tabel 2.6  Status Pekerjaan Penduduk yang Bekerja di Provinsi Sulawesi Utara  Februari 2010 – Agustus 2013 (000 Jiwa)
	Status Pekerjaan
	Tahun 2010
	Tahun 2011
	Tahun 2012
	Tahun 2013

	
	Februari
	Agustus
	Februari
	Agustus
	Februari
	Agustus
	Februari
	Agustus

	
Berusaha Sendiri
	
259,6
	
242,9
	
250,2
	
270,8
	
280,1
	
255,3
	273,6
	264,2

	Berusaha dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh tdk Dibayar
	128,0
	102,4
	131,9
	114,5
	127,3
	89,5
	110,8
	67,4

	Berusaha Dibantu Buruh Tetap
	41,0
	45,9
	47,0
	42,4
	39,1
	38,2
	51,3
	33,9

	
Buruh/Karyawan
	
322,3
	
332,7
	
335,9
	
347,7
	
349,3
	
374,0
	360,0
	378,2

	Pekerja Bebas di Pertanian
	52,0
	74,3
	43,3
	55,1
	47,5
	51,0
	42,2
	118,4

	Pekerja Bebas di Non Pertanian
	58,5
	40,4
	52,3
	60,3
	57,2
	53,0
	59,7
	*)

	Pekerja Tidak Dibayar / Pekerja Keluarga
	100,3
	98,6
	109,6
	99,9
	121,4
	96,3
	113,2
	84,6

	
T o t a l
	961,6
	936,9
	970,2
	990,7
	1,022,0
	957,3
	1.010,8
	946,9


	*) Tergabung pada Pekerja Bebas di Pertanian.


B.4.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Peningkatan jumlah penduduk Bukan Angkatan Kerja yang berarti mengurangi suplai tenaga kerja perlu dicermati lebih lanjut apakah dikarenakan lapangan pekerjaan yang terbatas sehingga mereka terpaksa beralih keaktivitas rumahtangga. Dari dekomposisi angkatan kerja seperti ditunjukkan pada Tabel 1 diatas rupanya peningkatan jumlah terjadi pada aktivitas Bukan Angkatan Kerja, yakni Mengurus Rumah tangga dan Lainnya (aktivitas pribadi sosial). Sedangkan pada aktivitas sekolah terjadi penurunan.  
Secara relatif angka pengangguran Sulawesi Utara menunjukkan penurunan dari 7,19 persen pada Februari 2013 menjadi 6,68 persen pada bulan Agustus 2013. Walaupun ada perbaikan, angka pengangguran Sulawesi Utara masih diatas angka pengangguran nasional. Pada Agustus 2013 Tingkat Pengangguran Terbuka nasional sebesar 6,25 persen. 
Jumlah pengangguran keadaan bulan Agustus 2013 sebesar 67,7 ribu orang, mengalami penurunan sebanyak 13,1 ribu orang dari Bulan Agustus 2012, begitu pula bila dibandingkan dengan keadaan Februari 2013 turun sebanyak 10,6 ribu orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sulawesi Utara selama 3 (tiga) tahun terakhir terus mengalami penurunan, yaitu  8,62 persen (Agustus 2011) turun menjadi 7,79 persen (Agustus 2012) dan menjadi 6,68 persen (Agustus 2013). Namun bila dibandingkan dengan TPT Nasional (6,25 persen), TPT Provinsi Sulawesi Utara keadaan Agustus 2013 termasuk tinggi. 
Dilihat perbandingan desa-kota, tingkat pengangguran lebih tinggi terjadi di wilayah perkotaan. Sebanyak 8,17 persen angkatan kerja di perkotaan berstatus sebagai penganggur terbuka (pencari kerja), setara dengan 38,2 ribu orang. Sedangkan di pedesaan (rural area) tingkat pengangguran 5,40 persen atau 29,5 ribu orang. Dibandingkan Februari 2013 di daerah perkotaan terjadi penurunan tingkat dan jumlah pengangguran. Sedangkan di daerah perdesaan, jumlah penganggur malah meningkat sebesar 1,5 ribu orang.
Disparitas jender pada pengangguran dan partisipasi angkatan kerja timpang. Tingkat pengangguran perempuan sebesar 9,81 persen hampir dua kali lipat tingkat pengangguran laki-laki yang hanya 5,28 persen. Pada satu sisi tingkat pengangguran perempuan yang tinggi bermakna positif karena berarti ada potensi yang tinggi pada partisipasi kerja perempuan. Jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2013, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan mengalami penurunan, sedangkan laki-laki mengalami peningkatan.
Sebaran jumlah pengangguran menurut kabupaten/kota, Kota Manado menempati peringkat pertama dengan jumlah terbanyak yakni 16,3 ribu. Kabupaten/kota lain tidak ada yang menembus angka 10 ribu, kecuali Kabupaten Minahasa dan Kota Bitung yang 9 ribu-an pencari kerja. Sedangkan secara persentase tingkat pengangguran Manado menurun jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2012. Sedangkan Kota Bitung mengalami kenaikan tingkat penganggur. Daerah kota umumnya memiliki tingkat pengangguran lebih tinggi dibandingkan kabupaten. Kabupaten Sitaro menempati peringkat terrendah dengan 1,63 persen tingkat pengangguran.  
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
A.	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Salah satu indikator yang menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah dapat ditunjukkan dengan Indikator Pendapatan Perkapita yang direfleksikan oleh pertumbuhan Produk Domestik regional Bruto.
A.1.	Pertumbuhan PDRB
Gambaran tentang nilai dan kontribusi masing-masing sektor terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulawesi Utara pada periode 2010-2013 Atas Dasar Harga Konstan dan harga berlaku, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 2.8.    Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2010-2013 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010-2013 Provinsi Sulawesi Utara (dalam jutaan)

	
	

Lapangan Usaha
	
Harga Berlaku
	
Harga Konstan 2010 = 100

	
	
	2013                          2014
	2013                         2014

	
	(1)
	(2)                              (3)
	(4)                             (5)

	
A
	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
	
15.791.285,89           17.797.650,04
	
13.754.379,98         14.230.584,94

	
B
	
Pertambangan dan Penggalian
	3.511.840,28             3.838.563,81
	3.022.999,05           3.234.153,91

	
C
	
Industri Pengolahan
	7.267.915,14             7.911.087,97
	6.904.806,55           7.140.672,03

	
D
	
Pengadaan Listrik, Gas & Produksi Es
	53.131,57                  57.639,42
	62.298,99                68.821,17

	
E
	
Pengadaan Air
	101.634,06                111.858,77
	91.760,67                94.748,87

	
F
	
Konstruksi
	8.445.921,86             9.235.718,65
	7.933.964,03           8.400.755,64

	
G
	
Perdagangan Besar dan Eceran, dan
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
	
8.836.845,33             9.906.925,36
	
7.811.064,24           8.528.450,98

	
H
	
Transportasi dan Pergudangan
	6.148.888,22             7.942.000,91
	5.059.981,30           5.585.990,16

	
I
	
Penyediaan Akomodasi dan Makan
Minum
	
1.458.840,05             1.683.148,42
	
1.285.410,61           1.425.029,47

	
J
	
Informasi dan Komunikasi
	2.755.362,85             3.044.601,48
	2.698.252,74           2.948.474,51

	
K
	
Jasa Keuangan dan Asuransi
	2.772.589,92             3.003.226,62
	2.354.899,09           2.421.542,12

	
L
	
Real Estate
	2.489.009,89             2.867.733,85
	2.225.737,01           2.421.971,93

	
M,N
	
Jasa Perusahaan
	57.998,59                  67.798,85
	49.533,95                53.568,88

	
O
	
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
	
5.690.047,53             6.790.703,35
	
4.258.466,35           4.639.202,31

	
P
	
Jasa Pendidikan
	1.983.496,68             2.309.083,98
	1.586.533,17           1.650.377,05

	
Q
	
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
	2.588.543,41             2.857.014,59
	2.338.158,30           2.485.135,34

	
R,S,T,U
	
Jasa Lainnya
	1.125.680,21             1.198.073,42
	984.386,66           1.029.285,45



Tabel 2.8.    Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2010-2013 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010-2013 Provinsi Sulawesi Utara (dalam jutaan)
	
S e k t o r
	Tahun 2010
	Tahun 2011
	Tahun 2012

	
	(Rp)
	(%)
	(Rp)
	(%)
	(Rp)
	(%)

	Pertanian
	3.243.371,70
	20,40
	3.310.516,45
	19,30
	3.780.279,70
	12 %

	Pertambangan & Penggalian
	852.228,48
	5,36
	899.070,28
	5,24
	1.053.203,16
	15%

	Industri Pengolahan
	1.241.766,07
	7,81
	1.328.958,78
	7,75
	1.626.095,37
	18%

	Listrik, Gas, & Air Bersih
	119.550,89
	0,75
	137.345,85
	0,80
	166.146,93
	17%

	Konstruksi
	2.607.061,25
	16,39
	2.766.025,90
	16,13
	3.461.041,57
	20%

	Perdagangan, Hotel & Restoran
	2.451.885,96
	15,42
	2.753.649,43
	16,06
	3.740.823,72
	26%

	Pengangkutan & Komunikasi
	1.907.022,00
	11,99
	2.229.104,35
	13,00
	2.753.011,69
	19%

	Keuangan, Sewa & Jasa Perusahaan
	1.048.649,81
	6,59
	1.128.037,44
	6,58
	1.464.301,07
	23%

	Jasa-Jasa
	2.430.537,10
	15,28
	2.596.916,02
	15,14
	3.241.675,16
	20%

	PDRB
	15.902.073,26
	100,00
	17.149.624,49
	100,00
	21.286.578,38
	19%


Sumber : Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara, 2012.
PDRB atas dasar harga konstan dengan tahun dasar 2000 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009, capaian PDRB tercatat sebesar Rp.15.902 triliun dan meningkat menjadi Rp.21,286 triliun pada tahun 2012.  
Sejak tahun 2009 sampai tahun 2012, sektor yang memberi kontribusi terbesar adalah sektor pertanian dan sampai pada tahun 2012 pun tidak terjadi pergeseran dimana sektor pertanian masih merupakan sektor yang memiliki kontribusi terbesar. 
PDB MENURUT LAPANGAN USAHA

A. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2014 (c-to-c)


[Type text]
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Grafik 1. Pertumbuhan dan Distribusi
Beberapa Lapangan Usaha 2014
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Perekonomian   Sulawesi   Utara   tahun   2014   tumbuh sebesar 6,31 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum  merupakan  lapangan  usaha  yang  mengalami
pertumbuhan tertinggi sebesar 10,86 persen, diikuti oleh


Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum


Pengadaan
Listrik, Gas


Transportasi dan
Pergudangan

Pengadaan  Listrik,  Gas  &  Produksi  Es  sebesar  10,47 persen dan Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,40


Pertumbuhan        Distribusi


persen.


B.         PDRB MENURUT PENGELUARAN


Pertumbuhan Kumulatif Triwulan IV-2014 (c-to-c)



Grafik 4. Pertumbuhan dan Distribusi
Beberapa Komponen 2014


[image: ]Dari sisi pengeluaran, di tahun 2014, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen impor luar negeri, yakni sebesar 114,74 persen, diikuti oleh komponen ekspor luar negeri yang tumbuh sebesar 27,74 persen, dan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah yang tumbuh sebesar
7,44 persen. Pertumbuhan komponen-komponen ini didorong oleh peningkatan impor lemak dan minyak hewan/nabati  yang  cukup  pesat  di  triwulan  IV, peningkatan ekspor berbagai produk kimia di triwulan IV,
dan penyerapan anggaran pemerintah di akhir tahun.



Struktur Ekonomi Sulawesi Utara tahun 2014 menurut pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran

Konsumsi Rumah Tangga (46,62 persen), diikuti   Pembentukan Modal Tetap Bruto   (33,95 persen)   dan

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (17,44 persen).





Grafik 5. Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran

Bila   dilihat    dari   penciptaan   sumber   pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara tahun 2014, Komponen Pengeluaran   Konsumsi   Rumah   Tangga   memberikan
[image: ]kontribusi terbesar , yakni 3,20 persen.











Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2014 Terhadap Triwulan IV-2013 (y-on-y)

Pada triwulan IV-2014 Ekonomi Sulawesi Utara tumbuh 6,12 persen bila dibandingkan triwulan IV- 2013 (y-on-y). Di samping Impor Luar Negeri, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah merupakan komponen yang  memiliki  pertumbuhan  tertinggi  sebesar  14,16  persen,  diikuti  PMTB  sebesar  6,50  persen  dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 6,47 persen.



A.2.	Perkembangan APBD
Perkembangan APBD Provinsi Sulawesi Utara tahun 2009 - 2012 dapat dilihat pada Tabel 2.10 berikut ini :
Tabel 2.10.  Perkembangan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010-2013
	U r a i a n
	Tahun 2010
	Tahun 2011
	Tahun 2013
	Tahun 2014

	Pendapatan
	1.158.671.349.178
	1.365.705.443.665
	1.791.334.741.250
	

	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	418.737.660.717
	535.087.974
	599.269.276.250
	

	Dana Perinbangan
	650.530.096.329
	729.361.142.173
	1.101,99
	

	Lain-Lian Pendapatan Yang Sah
	89.403.592.132
	101.256.327.000
	500.000.000
	

	Belanja
	1.137.423.444.598
	1.285.864.832.396
	1.960.448.831.535
	

	Belanja Tidak Langsung
	632.041.038.970
	626.908.175.514
	1.038.759.753.250
	

	Belanja Langsung
	505.382.405.628
	658.965.656.882
	779.209.289.146
	


Sumber : Buku Realisasi APBD, 2012

Secara total penerimaan daerah sejak tahun 2010 terjadi peningkatan yang sangat berarti dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 25,83%/tahun, yakni dari 1,16 triliun rupiah di tahun 2010 menjadi 1,37 triliun rupiah pada 2011 dan 1,83 triliun rupiah pada tahun 2012. Proporsi pendapatan asli daeran (PAD) terhadap penerimaan daerah tampanya berfluktuasi dari tahun ketahun sempat  mencapai 39,18 % ditahun 2011, namun ditahun 2012 turun menjadi sekitar 34,52 %, bahkan lebih kecil dari yang sekitar 36,14%. PAD jumlahnya dinominasi oleh pajak daerah, dimana untuk pajak daerah besarnya bertumpuh pada bea balik nama kendaraan (BBN-KB), pajak kendaraan bermotor (PKB), dan Pajak bahan bakar  kendaraan bermotor (PBB-KB). Pertumbuhan PAD rata-rata/tahun selang 2010  -2012 sekitar 22,98 %; dari nilai 418,76 milyar Rupiah 2010 menjadi 536,09 milyar rupiah 2011 dan mencapai 633,31 milyar rupiah pada 2012.
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)Tabel 2.11.  Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 Tahun 2014 (Persen)


	
Triw III- 2014
Lapangan Usaha                                      terhadap
Triw II-2014
	
Triw IV-2014 terhadap Triw III-2014
	
Triw IV-2014 terhadap Triw IV-2013
	
Laju
Pertumbuhan
2014
	
Sumber
Pertumbuhan
2014

	(1)                                                        (2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	
A
	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
	
6,08
	
4,08
	
3,75
	
3,46
	
0,76

	
B
	
Pertambangan dan Penggalian
	
4,14
	
11,13
	
9,10
	
6,98
	
0,34

	
C
	
Industri Pengolahan
	
2,92
	
6,35
	
3,15
	
3,42
	
0,38

	
D
	
Pengadaan Listrik, Gas & Produksi Es
	
3,81
	
35,68
	
30,21
	
10,47
	
0,01

	
E
	
Pengadaan Air
	
5,40
	
3,59
	
6,47
	3,26
	0,00

	
F
	
Konstruksi
	
3,83
	
11,24
	
5,15
	5,88
	0,75

	
G
	
Perdagangan Besar dan Eceran, dan
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
	
4,92
	
8,72
	
7,56
	
9,18
	
1,15

	
H
	
Transportasi dan Pergudangan
	
4,91
	
7,68
	
10,52
	
10,40
	
0,84

	
I
	
Penyediaan Akomodasi dan Makan
Minum
	
5,91
	
6,15
	
9,94
	
10,86
	
0,22

	
J
	
Informasi dan Komunikasi
	
6,44
	
7,33
	
9,64
	
9,27
	
0,40

	
K
	
Jasa Keuangan dan Asuransi
	
0,47
	
10,21
	
8,78
	
2,83
	
0,11

	
L
	
Real Estate
	
3,72
	
6,32
	8,56
	8,82
	0,31

	
M,N
	
Jasa Perusahaan
	4,81
	6,51
	7,82
	8,15
	0,01

	
O
	
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
	
10,02
	
12,71
	
9,52
	
8,94
	
0,61

	
P
	
Jasa Pendidikan
	4,55
	(8,18)
	0,97
	4,02
	0,10


PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO                      4,77                      7,57                    6,12                   6,31                     



Tabel 2.12 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2010  Tahun 2014 (Persen)



	

Triw III- 2014
Komponen                                     Terhadap  Triw
II-2014
	

Triw IV-2014 terhadap Triw III-2014
	

Triw IV-2014 terhadap Triw IV-2013
	

Laju
Pertumbuhan
2014
	

Sumber
Pertumbuhan
2014

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	
1
	
Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga
	
3,83
	
5,11
	
6,47
	
6,66
	
3,20

	
2
	
Pengeluaran Konsumsi LNPRT
	(3,13)
	4,30
	2,50
	4,23
	0,09

	
3
	
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
	
4,79
	
14,00
	
14,16
	
7,44
	
1,03

	
4
	
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto
	3,69
	11,02
	6,50
	1,69
	0,63

	
5
	
Perubahan Inventori
	
2,92
	
5,98
	
3,10
	
(3,86)
	
(0,00)

	
6
	
Ekspor Luar Negeri Barang dan Jasa
	(14,82)
	(33,32)
	(18,65)
	27,74
	4,13

	
7
	Dikurangi Impor Luar Negeri Barang dan
Jasa
	
(26,45)
	
573,34
	
459,86
	
114,74
	
4,08

	
8
	
Net Ekspor Antar Pulau
	(18,08)
	(141,89)
	(159,55)
	(10,04)
	1,30

	
	
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
	
4,77
	
7,57
	
6,12
	
6,31
	
6,31



Tabel 2.13. PDRB menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Tahun 2013-2014 (Juta Rupiah)


	
	

Lapangan Usaha
	
Harga Berlaku
	
Harga Konstan 2010 = 100

	
	
	2013                          2014
	2013                         2014

	
	(1)
	(2)                              (3)
	(4)                             (5)

	
A
	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
	
15.791.285,89           17.797.650,04
	
13.754.379,98         14.230.584,94

	
B
	
Pertambangan dan Penggalian
	3.511.840,28             3.838.563,81
	3.022.999,05           3.234.153,91

	
C
	
Industri Pengolahan
	7.267.915,14             7.911.087,97
	6.904.806,55           7.140.672,03

	
D
	
Pengadaan Listrik, Gas & Produksi Es
	53.131,57                  57.639,42
	62.298,99                68.821,17

	
E
	
Pengadaan Air
	101.634,06                111.858,77
	91.760,67                94.748,87

	
F
	
Konstruksi
	8.445.921,86             9.235.718,65
	7.933.964,03           8.400.755,64

	
G
	
Perdagangan Besar dan Eceran, dan
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
	
8.836.845,33             9.906.925,36
	
7.811.064,24           8.528.450,98

	
H
	
Transportasi dan Pergudangan
	6.148.888,22             7.942.000,91
	5.059.981,30           5.585.990,16

	
I
	
Penyediaan Akomodasi dan Makan
Minum
	
1.458.840,05             1.683.148,42
	
1.285.410,61           1.425.029,47

	
J
	
Informasi dan Komunikasi
	2.755.362,85             3.044.601,48
	2.698.252,74           2.948.474,51

	
K
	
Jasa Keuangan dan Asuransi
	2.772.589,92             3.003.226,62
	2.354.899,09           2.421.542,12

	
L
	
Real Estate
	2.489.009,89             2.867.733,85
	2.225.737,01           2.421.971,93

	
M,N
	
Jasa Perusahaan
	57.998,59                  67.798,85
	49.533,95                53.568,88

	
O
	
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
	
5.690.047,53             6.790.703,35
	
4.258.466,35           4.639.202,31

	
P
	
Jasa Pendidikan
	1.983.496,68             2.309.083,98
	1.586.533,17           1.650.377,05

	
Q
	
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
	2.588.543,41             2.857.014,59
	2.338.158,30           2.485.135,34

	
R,S,T,U
	
Jasa Lainnya
	1.125.680,21             1.198.073,42
	984.386,66           1.029.285,45




PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO                      71.079.031,48           80.622.829,50           62.422.632,69         66.358.764,76

Tabel 2.14 . Struktur Ekonomi dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 Tahun 2013-2014 (Persen)
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Struktur Ekonomi                                     L

Tabel 2.15. PDRB Perkapita Sulawesi UtaraTahu Dasar 2010 Tahun 2013-2014

	
Uraian
	
2013
	
2014

	(1)
	(3)
	(4)

	PDRB Per kapita Atas Dasar Harga Berlaku
	
	

	-       Nilai (Juta rupiah)
	30,07
	33,74

	-       Nilai (US$)
	2.874,02
	2.842,64

	
	
	





Tabel 6. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2010 Tahun 2013-2014 (Persen)



Komponen                                                                    2013                                 2014


	
	(1)
	(2)
	(3)

	1
	Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga
	6,25
	6,66

	2
	Pengeluaran Konsumsi LNPRT
	2,81
	4,23

	3
	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
	2,87
	7,44

	4
	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto
	4,33
	1,69

	5
	Perubahan Inventori
	(41,56)
	(3,86)

	.6
	Ekspor Luar Negeri Barang dan Jasa
	(21,39)
	27,74

	7
	Dikurangi Impor Luar Negeri Barang dan Jasa
	3,73
	114,74

	8
	Net Ekspor Antar Pulau
	(29,42)
	(10,04)

	
	
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
	
6,38
	
6,31







Tabel 2.16 . PDRB menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2000 Tahun 2013-2014 (Juta Rupiah)
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)Lapangan Usaha

Harga Berlaku                                   Harga Konstan 2000 = 100
























	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
	53.393.001,43
	61.829.067,68
	22.872.562,72
	24.519.203,43



Tabel2.17. Struktur Ekonomi dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2000 Tahun 2013-2014 (Persen)
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Struktur Ekonomi                                      Laju Pertumbuhan
























	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
	100,00
	100,00
	7,45
	7,20





Tabel 2.18. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 Tahun 2013-2014 (Persen)




Komponen                                                                           2013                                 2014


	
	(1)
	(2)
	(3)

	1
	Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga
	6,79
	6,53

	2
	Pengeluaran Konsumsi LNPRT
	2,96
	21,27

	3
	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
	6,74
	5,65

	4
	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto
	3,42
	7,84

	5
	Perubahan Inventori
	15,69
	2,11

	6
	Ekspor
	-1,84
	0,73

	7
	Dikurangi Impor
	-8,41
	-2,21

	
	
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
	
7,45
	
7,20




A.3.	Laju Inflasi
Salah satu indikator utama keberhasilan pemerintah dalam mengatur perekonomiannya dapat terlihat dari kemampuan pemerintah dalam mengendalikan kenaikan harga barang dan jasa di wilayahnya. Tabel 2.12 memperlihatkan perkembangan laju Inflasi di Sulawesi Utara  menunjukkan pola yang dinamis dan fluktuatif dari tahun 2008 sampai 2012, dengan angka inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 6.28%, hal ini terjadi karena adanya kenaikan harga bahan bakar minyak sehingga memicu kenaikan harga-harga barang dan jasa di pasar. Angka inflasi Sulawesi Utara tahun 2012 menyentuh level terendahnya yaitu pada angka 5,23%. 
Tabel 2.11. Inflasi Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2009 s.d 2014
	Tahun
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	Inflasi
	2.31
	6.28
	0.96
	5.23
	8.12
	9,67


Sumber : Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara, 2014
Relatif rendahnya inflasi di Manado yang adalah ibukota provinsi Sulawesi Utara mengindikasikan adanya kestabilan harga yang relatif lebih baik dibanding dua kota lainnya, dan bahkan nasional. Kestabilan harga dalam bebarapa tahun terakhir terutama disebabkan semakin banyaknya pelaku bisnis dalam bidang perdagangan di Sulawesi Utara yang memicu persaingan harga sehingga harga bisa terkendali. Selain itu, perbaikan dan penambahan infrastruktur perhubungan telah memperlancar distribusi barang dan jasa. Rendahnya inflasi di Sulawesi Utara menyebabkan inflasi tidak terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat setempat.  Namun, tantangan dihadapi oleh Sulawesi Utara di masa depan adalah bagaimana menekan harga barang dan jasa di wilayah kepulauan terkait masih adanya masalah infrastruktur perhubungan di daerah-daerah terpencil.
A.4.	Perkembangan Investasi
Perkembangan investasi Sulawesi Utara dapat dilihat dari Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang pada tahun 2009 sebesar 8,69 triliun dan meningkat menjadi 11,30 triliun pada tahun 2012.
Tabel 2.12. 	Pertambahan Modal Tetap Bruto  (PMTB) Provinsi Sulawesi Utara   Tahun 2009-2014
	Tahun
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	PMTB (Trilyun)
	8.69
	9.45
	11.30
	11.30
	12,56
	13,52


Sumber : Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara, 2014

A.5.	Pertumbuhan Ekonomi
Perkembangan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara tahun 2009-2012,  menunjukkan trend peningkatan dari tahun ke tahun.  Tahun 2009, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara berada pada kisaran angka 7.85%, yang kemudian tahun 2010 sedikit mengalami penurunan menjadi 7,12% dan pada tahun 2012 naik lagi menjadi 7,86%.
Tabel 2.13. 	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Utara  Tahun 2009-2014
	Tahun
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	Pertumbuhan Ekonomi
	7.85
	7.12
	7.39
	7.86
	7,35
	6,31
(thn dasar 2010)


Sumber : Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara, 2014
Pertumbuhan infrastruktur dasar dan perdagangan yang cukup signifikan menjadi modal utama untuk pembangunan ekonomi Sulawesi Utara. Hal ini menjadi daya tarik investasi Sulawesi Utara di masa mendatang. Namun demikian, tantangan terbesar dalam pembangunan infrastruktur adalah penyediaan listrik secara memadai untuk mengantisipasi peningkatan investasi di masa mendatang. Tantangan lainnya muncul sebagai konsekuensi Sulawesi Utara sebagai provinsi kepulauan, yaitu pembangunan infrastruktur di pulau terpencil yang sulit untuk memperoleh skala keekonomian yang diharapkan. 

A.6.	Ketimpangan Regional
Proses distribusi perlu dicermati mengingat kegagalan proses ini akan berdampak pada gejolak sosial karena ketimpangan tersebut akan direspon sebagai ketidakadilan pada masyarakat golongan bawah. Untuk melihat ketimpangan/pemerataan pendapatan penduduk, salah satu indikator yang sering dipakai adalah koefisien Gini. Nilai koefisien ini berkisar antara 0 (nol) hingga 1 (satu). Semakin mendekati angka nol maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin merata atau sebaliknya. Koefisien Gini penduduk Sulawesi Utara pada Tahun 2009-2012 seperti terlihat pada Tabel 2.14.

Tabel 2.14. Kooefisien Gini Ratio  Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2009-2013
	Tahun
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Koefisien Gini
	0.35
	0.32
	0.32
	0.35
	0,41


Sumber : Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara, 2014
erdasarkan Tabel 2.14 koefisien gini Sulawesi Utara dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 berada pada kisaran angka 0,32–0,35. Hal ini memperlihatkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan penduduk berfluktuatif di rentang angka indeks yang tidak jauh. 
Untuk melihat tingkat pemerataan/ketimpangan antara kabupaten/kota dapat digunakan nilai Indeks Wiliamson (IW). Nilai Indeks Wiliamson berkisar antara 0(nol) hingga 1(satu). Semakin mendekati angka satu artinya distribusi antar kabupaten/kota semakin tidak merata/semakin timpang atau sebaliknya. 

Tabel 2.15. 	Indeks Williamson Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2009-2013
	Tahun
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Indeks Williamson
	0.7618
	0.7688
	0.775
	0.775
	0,46


Sumber : Bank Indonesia Manado, 2014

Berdasarkan Tabel 2.15 menunjukkan bahwa nilai indeks Williamson berkisar pada angka indeks sebesar 0,7  hal ini memperlihatkan bahwa  ketimpangan antar daerah di Sulawesi Utara cukup tinggi. 
Secara keseluruhan selama periode tahun 2009-2012 terlihat indeks Williamson meningkat secara perlahan sehingga dapat dikatakan bahwa ketimpangan antar daerah juga cenderung semakin membesar tiap tahunnya. Hal ini perlu diperhatikan agar pembangunan antar daerah perlu disinergikan sehingga dapat menekan dan mengurangi ketimpangan antar daerah dimasa yang akan datang.

A.7.	Kemiskinan
Ada tahun 2014 tingkat kemiskinan Su;awesi Utra mencapai 8,26% atau sedikit menurun dibandingkan pada tahun 2013 yang mncapai 8,50%. Berdasarkan hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan pada Bulan Maret 2012 diketahui Tingkat Kemiskinan di Sulawesi Utara sebesar 8,18 % atau sebanyak 189,12 ribu jiwa. Dari data tahun sebelumnya Tingkat Kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara sebesar 8,51% atau sebanyak 194,9 ribu jiwa. Dengan kata lain selama periode Maret 2011- Maret 2012 terjadi pengurangan jumlah penduduk miskin sebesar 5,80 ribu jiwa atau 0,33 persen. 

Penurunan angka kemiskinan pada tahun 2012 ini merupakan lanjutan dari tren yang terjadi sejak tahun 2007. Tahun tersebut adalah titik balik setelah terjadi peningkatan pada beberapa periode sebelumnya. Penurunan ini juga sejalan dengan tren perkembangan tingkat kemiskinan pada tingkat nasional. Tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara selalu dibawah angka nasional, misalnya di Maret 2011 angka kemiskinan nasional mencapai 12,49 persen, Sulawesi Utara sebesar 8,51 persen. 


Tabel 	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Utara                 Maret 2009 – Maret 2012
	TAHUN
	JUMLAH PENDUDUK MISKIN (000 ORANG)
	PERSENTASE PENDUUDK MISKIN (000 ORANG)

	
	KOTA
	DESA
	KOTA + DESA
	KOTA
	DESA
	KOTA + DESA

	Maret 2009
Sulut
Indonesia
	

79,25 
11.910,5
	

140,31
20.619,4
	

219,57
32.529,9
	

8,14
10,72
	

11,05
17,35
	

9,79
14,15

	Maret 2010
Sulut
Indonesia
	

77,25
11.097,8
	

130,35
19.925,5
	

206,72
31.023,39
	

7,75
9,87
	

10,14
16,56
	

9,10
13,33

	Maret 2011
Sulut
Indonesia
	

77,25
11.046,11
	

117,65
18.972,18
	

194,90
30.018,93
	

7,46
9,23
	

9,37
15,72
	

8,51
12,49

	Maret 2012
Sulut
Indonesia
	

74,38
	

114,74
	

189,12
	

7,11
	

9,05
	

8,18



Penduduk miskin masih didominasi penduduk perdesaan. Dari 189,12 ribu jiwa penduduk miskin, 114,74 ribu jiwa tinggal di daerah perdesaan (9,05 %), dan di perkotaaan hanya 74,38 ribu jiwa (7,11 persen). Penurunan tingkat kemiskinan selama periode Maret 2011-Maret 2012 relatif sama antara daerah rural (perdesaan) dengan urban (perkotaan). Daerah perdesaan mengalami penurunan sebesar 0,32 persen (2,9 ribu jiwa), sedangkan di daerah perkotaan menurun 0,35 persen (2,9 ribu jiwa). Hal ini mengindikasikan bahwa laju peningkatan kesejahteraan penduduk miskin relatif sama antara daerah perdesaan dengan daerah perkotaan. Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan per kapita per bulan pada Maret 2012 menjadi Rp.222.697,- naik pada September 2012 menjadi Rp. 231.794 

Tabel 2.17. Gambaran Kondisi Garis Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaaan Provinsi Sulawesi Utara Bulan Maret dan September Tahun 2012
	
U ra ia n 
	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)

	
	Makanan
	Non Makanan
	Total

	Perkotaan
Maret 2012
September 2012
	
167.780
172.526
	
54.917
59.268
	
222.697
231.794

	Perdesaan
Maret 2012
September 2012
	
165.993
172.061
	
43.131
45.294
	
209.123
217.355

	Kota + Desa
Maret 2012
September 2012
	
166.801 (77.51%)
172.271 977,45%)
	
48.460 (22.49%)
51.612 (22.55%)
	
215.260
223.883



Walaupun terjadi peningkatan nilai Garis Kemiskinan, faktanya tingkat kemiskinan mengalami penurunan  mengindikasikan bhw tingkat pendapatan penduduk miskin mengalami peningkatan dgn laju yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan Garis Kemiskinan shg beberapa pendudukdapat keluar dari kemiskinan dan mengkonsumsi komoditi makanan dan non makanan dgn kualitas atau volume yang lebih tinggi.                           
Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada bulan September 2012, sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan 8,18% menurun dibanding Maret 2012 yang sebesar 7,64%. Naiknya Garis Kemiskinan lebih disumbangkan oleh kenaikan harga pada komoditi non makanan .
Pengurangan angka kemiskinan perlu adanya kebijakan yang berkelanjutan dengan pendekatan dari sisi keluarga miskin itu sendiri yaitu dengan terlebih dahulu melakukan pemetaan sosial (social mapping) masyarakat di wilayah pemerintahan yang paling rendah minimal di tingkat kecamatan sehingga akan mendapatkan data riil keadaan keluarga miskin, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan program-program penanggulangan keluarga miskin.
A.8.	Indeks Pembangunan Manusia
Berdasarkan pertumbuhan angka IPM sejak tahun 2008 sampai 2013, Provinsi Sulawesi Utara mengalami peningkatan yang cukup signifikan meskipun dibandingkan dengan Provinsi Yogyakarta yang delta pertumbuhannya sedikit lebih tinggidibandingkan Sulawesi Utara. IPM Sulawesi Utara menduduki peringkat III nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada table dibawah ini.
Tabel 2.18.  IPM Sulawesi Utara, Tahun 2008-2013

	KABUPATEN/KOTA 
	2008 
	2009 
	2010 
	2011 
	2012 
	2013 

	Bolaang Mongondow 
	72,11 
	72,52 
	72,99 
	73,47 
	73,83 
	74,22 

	 Minahasa 
	74,86 
	75,28 
	75,74 
	76,12 
	76,69 
	77,06 

	 Kepulauan Sangihe 
	74,67 
	75,21 
	75,58 
	76,07 
	76,42 
	76,79 

	 Kepulauan Talaud 
	74,34 
	74,83 
	75,30 
	75,76 
	76,14 
	76,47 

	 Minahasa Selatan 
	73,79 
	74,18 
	74,68 
	75,10 
	75,46 
	75,82 

	 Minahasa Utara 
	75,33 
	75,57 
	76,08 
	76,54 
	76,91 
	77,23 

	 Bolaang Mongondow Utara 
	71,84 
	72,27 
	72,63 
	73,08 
	73,48 
	73,94 

	 Kepulauan Sitaro 
	72,58 
	72,86 
	73,30 
	73,70 
	74,06 
	74,56 

	 Minahasa Tenggara 
	71,87 
	72,31 
	72,71 
	73,09 
	73,42 
	73,79 

	Bolaang Mongondow Selatan 
	69,65 
	70,03 
	70,63 
	70,87 
	71,63 
	72,27 

	 Bolaang Mongondow Timur 
	71,49 
	71,85 
	72,27 
	72,97 
	73,82 
	73,75 

	Manado 
	77,28 
	77,79 
	78,02 
	78,57 
	78,92 
	79,34 

	 Bitung 
	74,61 
	75,00 
	75,52 
	75,96 
	76,30 
	76,66 

	 Tomohon 
	75,65 
	76,09 
	76,39 
	76,92 
	77,40 
	77,82 

	 Kotamobagu 
	74,46 
	75,03 
	75,53 
	76,03 
	76,68 
	77,05 

	SULAWESI UTARA 
	75,16 
	75,68 
	76,09 
	76,54 
	76,95 
	77,36 



Komponen pembentuk IPM per kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 2.19.
Tabel 2.19.  Komponen Penyusun IPM Sulawesi Utara, Tahun 2012
	Kabupaten/Kota
	Angka Harapan Hidup
	Angka Melek Huruf
	Rata-rata Lama sekolah
	Pengeluaran per Kapita (000 Rp)

	Kab.Bolaang Mongondow
	71.70
	98.29
	7.39
	621.25

	Kab.Minahasa
	72.54
	99.71
	9.22
	628.37

	Kab.Kep.Sangihe
	73.19
	98.7
	7.72
	640.04

	Kab.Kep.Talaud
	72.12
	99.53
	8.75
	631.23

	Kab.Minahasa Selatan
	72.41
	99.78
	8.75
	619.90

	Kab.Minahasa Utara
	72.73
	99.74
	9.37
	630.43

	Kab.Bolaang Mongondow Utara
	70.06
	98.39
	7.31
	628.18

	Kab.Kep.Siau Tagulandang Biaro
	70.10
	99.76
	8.45
	632.04

	Kab.Minahasa Tenggara
	68.71
	99.48
	8.39
	615.60

	Kab.Bolaang Mongondow Selatan
	71.34
	98.32
	6.66
	598.36

	Kab.Bolaang Mongondow Timur
	71.42
	99.52
	6.72
	614.62

	Kota Manado
	72.70
	99.87
	10.6
	643.01

	Kota Bitung
	70.59
	99.38
	9.42
	639.35

	Kota Tomohon
	72.78
	99.84
	9.89
	629.18

	Kota Kotamobagu
	71.96
	99.62
	9.12
	632.32

	Sulawesi Utara
	72.33
	99.45
	8.89
	639.47


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, 2012.
	
Berdasarkan komponen penyusun IPM, angka harapan hidup rata-rata masyarakat provinsi Sulawesi Utara pada Tahun 2012 adalah 72,22 % tahun, angka melek huruf rata-rata adalah 99,60%, angka rata-rata lama sekolah adalah 8,89% tahun, dan pengeluaran per kapita rata-rata adalah Rp.634.88%. 
Keberhasilan di bidang pendidikan dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu Angka Melek Huruf, Angka Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar SD, SMP dan SMA serta Angka Partisipasi Murni SD, SMP, dan SMA. Angka melek huruf di Sulawesi Utara pada Tahun 2012 sebesar 99,60% yang berarti bahwa proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang tidak bisa baca tulis hanya sebesar 0,60%.
A.9.	Kepemilikan Tanah
Kepemilikan tanah dalam kurun waktu Tahun 1960-2010 diperlihatkan melalui Rekapitulasi Tanah Terdaftar di Provinsi Sulawesi Utara seperti tersaji dalam Tabel 2.19. Dari tabel 2.19 menjelaskan bahwa luas tanah yang belum terdaftar(bersertifikat) jauh lebih luas.
Tabel 2.19. Rekapitulasi Tanah Terdaftar
	No.
	Ktr. Pertanahan Kab/Kota
	Jumlah Semua
	Tanah Terdaftar
	Tanah Belum Terdaftar

	
	
	Bidang
	Luas (Ha)
	Bidang
	Luas (Ha)
	Bidang
	Luas (Ha)

	1. 
	Kota Manado
	200,000
	14,876.00
	90,422
	1,808.70
	109,578
	13,067.30

	2. 
	Kota Bitung
	91,000
	18,202.00
	43,078
	7,281.00
	47,922
	10,921.00

	3. 
	Kota Tomohon
	41,218
	14,710.80
	8,376
	1,897.20
	32,842
	12,813.60

	4. 
	Kota Kotamobagu
	24,394
	2,949.00
	18,761
	2,268.78
	5,633
	680.22

	5. 
	Kab. Bolaang Mongondow
	303,798
	146,266.00
	36,252
	17,756.76
	267,546
	128,509.24

	6. 
	Kab. Bolaang Mongondow Utara
	64,906
	34,754.00
	7,739
	4,147.87
	57,167
	30,606.13

	7. 
	Kab. Bolaang Mongondow Selatan
	31,982
	43,027.00
	4,811
	6,337.26
	27,171
	36,689.74

	8. 
	Kab. Bolaang Mongondow Timur
	96,216
	43,806.00
	7,004
	3,675.09
	89,212
	40,130.91

	9. 
	Kab. Minahasa**
	96,460
	116,299.12
	-
	-
	96,460
	116,299.12

	10. 
	Kab. Minahasa Utara
	79,906
	99,883.00
	20,357
	58,795.50
	59,549
	41,087.50

	11. 
	Kab. Minahasa Selatan
	75,262
	148,943.86
	300
	69,081.37
	74,962
	79,862.49

	12. 
	Kab. Minahasa Tenggara**
	52,117
	73,062.88
	-
	-
	52,117
	73,062.88

	13. 
	Kab. Kepulauan Talaud
	52,946
	125,092.00
	198
	4,675.87
	52,748
	120,416.13

	14. 
	Kab. Kepulauan Sangihe
	47,686
	73,697.00
	688
	47,943.50
	46,998
	25,753.50

	15. 
	Kab. Kepulauan Siau-Tagulandang-Biaro*
	
	
	
	
	
	

	
	JUMLAH
	1,257,891
	955,568.66
	237,986
	225,668.90
	1,019,905
	729,899.76


Sumber : Kantor BPN Provinsi Sulawesi Utara, Tahun 2012.
*   Masih tergabung dengan Kab. Kepl. Sangihe
** Data belum masuk ( tanah terdaftar )

A.10.		Seni Budaya
Budaya masyarakat Sulawesi Utara sangat dipengaruhi oleh karakter masyarakat yang terdiri dari: Suku Minahasa, Suku Sangihe, Suku Talaud, Suku Bolaang, dan Suku Mongondow. Masing-masing kelompok etnis tersebut masih terbagi pula dalam sub etnis yang memiliki bahasa daerah, tradisi, dan norma-norma kemasyarakatan yang khas serta diperkuat semangat Mapalus, Mapaluse, dan Moposad. 
Dilihat dari unsur budaya bahasa, maka Sulawesi Utara memiliki tiga jenis bahasa daerah yaitu: 
- 	Bahasa Minahasa (Toulour, Tombulu, Tonsea, Tontemboan, Tonsawang, Pasan, Ponosakan, dan Bantik). 
-	Bahasa Sangihe dan Talaud (Sangir Besar, Siau, dan Talaud).
-	Bahasa Bolaang dan Mongondow (Boroko, Bolangitang, Bolaang, Mongondow, Bintauna, Kaidipang, Bolango, dan Bantik Mongondow). 
Namun demikian Bahasa Indonesia adalah Bahasa Nasional yang digunakan dan dimengerti dengan baik oleh sebagian besar penduduk Sulawesi Utara. Agama yang dianut oleh penduduk di Propinsi Sulawesi Utara adalah Protestan, Katolik, Islam, Hindu, Budha, dan Konghucu. 

Tabel 2.20.  Indikator Perkembangan Seni dan Budaya Tahun 2007 s.d 2013
	Indikator
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Benda Cagar Budaya
	52
	52
	52
	53
	55
	55
	

	Juru Pelihara
	57
	57
	57
	57
	57
	57
	

	Museum
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	

	Organisasi Kesenian
	120
	120
	120
	122
	123
	123
	

	Seniman
	310
	310
	310
	312
	312
	312
	

	Jenis Kesenian
	14
	20
	20
	20
	22
	22
	22


Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara, 2012

Seni Budaya di Sulawesi Utara cukup berkembang yang tersebar di masyarakat luas. Hal ini dikembangkan melalui program menggali, menginventarisasi keunggulan, dan keragaman seni budaya yang dikemas dalam pelaksanaan festival seni budaya berskala nasional dan internasional. Dikembangkan dengan kerjasama sektor terkait dan organisasi masyarakat. Indikator dari perkembangan seni budaya diperlihatkan pada Tabel 2.20.
Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI telah menetapkan Sulawesi Utara sebagai salah satu dari lima destinasi wisata unggulan di Indonesia. Salah satu yang menjadi unggulan Sulawesi Utara adalah keunikan seni dan budaya daerah yang dimiliki, seperti Musik Kolintang, Musik Bambu, Tari Maengket, Tari Kabasaran, Tari Tuitan, Tari Wella, Tulude, Masamper, dsb. Dalam rangka melestarikan seni budaya daerah dan mengembangkannya sebagai daya tarik wisata, maka pemerintah membuat paket-paket wisata ataupun pergelaran-pergelaran seni budaya, seperti Festival Bunaken, pemilihan Nyong-Noni Sulut, dan lain-lain.Pelestarian seni budaya dan pengembangannya dilakukan bekerjasama dengan pihak-pihak swasta atau organisasi masyarakat yang bergerak di bidang kepariwisataan.
Selain hal hal tersebut,  dilakukan perencanaan dan pembangunan museum atau pusat seni budaya daerah. Demikian pula peran tenaga-tenaga ahli dan kaum profesional di bidang kebudayaan dan pariwisata sangat diperlukan dimana mereka membutuhkan peningkatan kemampuan SDM dan penguasaan IPTEK. Hal ini akan menjadi sangat penting untuk pelestarian, pengembangan dan promosi seni budaya daerah. 
Adapun beberapa upaya pemerintah dalam mempromosikan pariwisata daerah Sulawesi Utarameliputi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah Sulut pada Tahun 2009, berdasarkan Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, kerjasama berupa Memorandum of Understanding dengan Provinsi Bali (paket wisata, promosi pariwisata), pembuatan paket-paket wisata lokal, promosi seni budaya ke mancanegara berupa pergelaran-pergelaran lokal daerah yang dibawa ke pentas internasional, dan pembuatan Branding Sulawesi Utara yang representatif untuk diusung ke dunia Internasional.
A.11.		Olah Raga
Salah satu bagian dari Pembinaan Pemuda yaitu melalui olahraga. Prestasi olahraga dalam berbagai event sudah cukup baik, namun masih perlu peningkatan kesadaran berolahraga dikalangan masyarakat luas, pembibitan olahraga dan peningkatan jumlah ruang publik untuk olahraga yang bisa dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan dan masyarakat luas. Diharapkan dengan peningkatan ruang publik untuk olahraga, pembibitan, dan penemuan bibit unggul daerah di bidang olahraga bisa membudayakan olah raga di masyarakat.
Adapun permasalahan yang masih dihadapi di bidang olahraga adalah masih rendahnya budaya berolahraga di kalangan masyarakat, serta kurangnya pembibitan olahraga dan penyediaan ruang publik untuk berolahraga.

2.1.4.	Aspek Pelayanan Umum
2.1.4.1.	Layanan Urusan Wajib
A.1.	Pendidikan
Pendidikan tertinggi masyarakat Sulawesi Utara yang ditamatkan menurut tingkat pendidikan sampai Tahun 2012, tamatan SD adalah yang terbanyak di Sulawesi Utara sebesar 41.040%, diikuti oleh tamatan SMP sebesar 36,833% dan SMA sebesar 16,290%. Untuk meningkatkan angka-angka ini maka perlunya satu pemikiran bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab semua pihak meski secara khusus pemerintah mendapatkan mandat untuk menyelenggarakan pendidikan. Karena itu, peran institusi swasta baik BUMN, pihak swasta, maupun organisasi sosial sangat dibutuhkan untuk memajukan pendidikan di Sulawesi Utara. 
Dengan peran serta lembaga-lembaga terkait, diharapkan dapat membantu meringankan beban pemerintah guna memajukan pendidikan di wilayah ini. Saat ini, tidak sedikit institusi yang berperan aktif memajukan pendidikan melalui kegiatan corporate social resposibilitiy (CSR). Sebagai contoh: pihak Pertamina telah membangun satu unit gedung di Universitas Sam Ratulangi untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, pihak pengembangan property PT Citraland yang membangun Sekolah Citra Kasih Citraland, dan Pengusaha Sulawesi Utara yang mendirikan Sekolah Internasional Lokon di Tomohon dan  Manado Internasional School.
Kemampuan berbahasa inggris di tingkat pendidikan dasar, menengah dan tinggi di hampir semua sekolah pada dasarnya masih perlu dikembangkan. Hal ini diakibatkan oleh beberapa hal diantaranya kemampuan guru yang seringkali kurang memadai untuk memenuhi tuntutan siswa terutama siswa-siswa yang punya kemampuan tinggi dalam berbahasa dan punya sarana belajar yang lebih canggih dari pada gurunya sendiri. 
Sistim belajar mengajar sering bersifat monoton, kurang variasi dan kurang menarik sehingga siswa menjadi bosan, tidak tertarik untuk belajar. Di kelas, siswa seringkali hanya diberi teori-teori, kaidah-kaidah dan hukum-hukum bahasa, bukannya aplikasi kaidah-kaidah dan hukum-hukum itu dalam penggunaan praktisnya sehingga siswa tidak merasakan manfaatnya belajar bahasa Inggris. Beberapa sekolah bertaraf internasional seperti Sekolah Citra Kasih Citraland-Manado,  SMA Lokon Tomohon dan Manado International School sudah menunjukkan standar internasional dalam hal kemampuan berbahasa Inggris. Sebagian guru pengajar di sekolah ini adalah native speaker yang didatangkan dari Inggris, Amerika atau Australia.
Selanjutnya, pola perilaku anak yang mencerminkan karakter masyarakat yang berbudaya pada dasarnya dibangun dari dalam keluarga sebagai lingkungan pertama yang mendapat kesempatan membentuk karakter anak. Dalam hal ini diantaranya melalui perhatian, kasih sayang serta penerapan budi pekerti yang baik dari orang tua terhadap anaknya. Peran sekolah sebagai sarana pengajaran dan pendidikan turut mempengaruhi pula tingkat perkembangan budi pekerti seorang anak.
Pengajaran budi pekerti di Sulawesi Utara  belum diberikan secara mandiri, dalam arti masih terintegrasi dengan mata pelajaran lain. Mata pelajaran yang dimaksud adalah Pendidikan Agama ataupun Pendidikan Pancasila, namun pada umumnya para pendidik jarang sekali menyentuh mengenai pendidikan budi pekertinya, karena dalam mata pelajaran tersebut yang lebih sering diajarkan  pada materi yang sifatnya kontekstual saja. Tahun 2012, kurikulum di tingkat sekolah dasar seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Utara mengadopsi program membangun tanpa korupsi sebagai bagian dari upaya membangun budi pekerti yang jujur, disiplin dan transparan. Program ini sudah mulai dilaksanakan di beberapa sekolah dalam bentuk kantin kejujuran.
Tenaga pendidik dan kependidikan seperti guru merupakan ujung tombak untuk hal tersebut, ironisnya nasib para guru kurang mendapat perhatian dari penyelenggara negara secara signifikan khususnya tenaga guru yang ditempatkan di daerah terpencil, daerah kepulauan dan daerah perbatasan. Hal tersebut dapat diamati dari rendahnya kesejahteraan guru dan keluarganya.  Di lain pihak, untuk meningkatkan profesionalisme guru melalui pendidikan formal saat ini relative sulit karena meningkatnya biaya pendidikan yang kian mahal. 

A.2.	Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni
Kualitas pendidikan suatu daerah dapat dilihat salah satunya dari tingkat buta huruf atau melek huruf penduduk daerah tersebut. Data menunjukkan di Provinsi Sulawesi Utara, terdapat beberapa kabupaten dan kota memiliki tingkat buta huruf di atas angka provinsi, diataranya Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Tabel 2.21. Indikator Pembangunan Pendidikan Tahun 2009 - 2013
	Indikator
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Angka Partisipasi Kasar SD (%)
	116.5 
	116.15 
	106.63
	107.67
	

	Angka Partisipasi Kasar SMP (%)
	98.70 
	99 
	101.93
	103.79
	

	Angka Partisipasi Kasar SMA (%)
	70.16 
	83 
	69.55
	73.93
	

	Angka Partisipasi Murni SD (%)
	95.67 
	99.15 
	91.93
	92.85
	

	Angka Partisipasi Murni SMP 
	91.01 
	93 
	73.68
	75.86
	

	Angka Partisipasi Murni SMA 
	44.59 
	50.00 
	42.50
	46.86
	


                            Sumber: Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara, 2012.

Pada Tahun 2012 Angka partisipasi kasar (APK) pada jenjang pendidikan SD/MI mencapai 107,67%, jenjang pendidikan SMP/MTs mencapai 103.79%, jenjang pendidikan SMA/MA/sederajat mencapai 73.93%. Sedangkan untuk Angka partisipasi Murni (APM) pada Tahun 2012 bagi jenjang pendidikan SD/MI/sederajat mencapai 92,85%, jenjang pendidikan SMP/MTs mencapai 75.86%, jenjang pendidikan SMA/MA/sederajat mencapai 46.86%. 
Meskipun demikian, pemerintah melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, antara lain adanya rintisan sekolah standar nasional (SSN) dengan jumlah 245 Sekolah dan sekolah bertaraf internasional (SBI) dengan jumlah 22 Sekolah. Saat ini Sulawesi Utara telah memiliki 4 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bersertifikasi ISO (9001:2000) dan 1 SMK bersertifikasi ISO (9001:2008). Demikian juga dengan Politeknik Negeri Manado yang telah bersertifikasi ISO (9001:200I), Politeknik Kesehatan di Manado, dan Politeknik Nusa Utara yang bertempat di Sangihe.

Tabel 2.22. Banyak Siswa Putus Sekolah Provinsi Sulawesi Utara 2008 - 2013
	
Tahun
	SD
	SMP
	SMU
	Kejuruan
	MadrasahIbtidaiyah
	Madrasah Tsanawiyah
	Madrasah Aliyah

	2008/2009
	556
	1.088
	1.223
	558
	16
	67
	33

	2009/2010
	525
	1.127
	1.345
	542
	18
	72
	39

	2010/2011
	512
	1.112
	1.289
	533
	13
	68
	41

	2011/2012
	2.59%
	3.865
	1.475
	2.553
	0.27%
	1.61%
	0.26%

	2012/2013
	
	
	
	
	
	
	


Sumber: Dinas Pendidikan, 2012

Jika dilihat dari angka melek huruf, prosentase penduduk buta huruf di Sulawesi Utara jumlahnya sangat kecil, yaitu hanya sekitar 0,55 persen saja.  Menurut penjelasan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara, penduduk buta huruf yang ditemukan di Sualwesi Utara pada dasarnya berada pada kelompok umur tua, yaitu pada kisaran umur diatas 65 tahun. Hal ini berarti, dalam hal pencapaian angka melek huruf, provinsi Sulawesi Utara sudah berhasil dengan baik. Meskipun demikian,jika kita lihat angka kontribusi rerata bersekolah bagi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih rendah yaitu 8,88 %, artinya rerata bersekolah di Provinsi Sulawesi Utara belum lulus SMP. Hal ini mengisyaratkan untuk memacu dan memicu kesadaran masyarakat untuk melanjutkan kependidikan jenjang berikutnya sampai meraih program Doktoral.Ketersediaan dan keterjangkauan bagi seluruh warga untuk layanan pendidikan masih belum optimal, dengan ditandai belum semua wilayah tersedia lembaga pendidikan yang terjangkau dengan mudah dan murah.  Hal ini memberi isyarat masih perlunya bantuan sarana/prasarana dan fasilitas pendidikan untuk disebarkan secara merata diseluruh wilayah Provinsi Sulut, terutama daerah sulit,  terpencil dan perbatasan serta wilayah dengan transportasi yang masih sulit.


A.3.	Rasio Siswa, Guru, dan Sekolah
Rasio guru terhadap siswa tidak melebihi 1:20, demikian pula dengan rasio guru terhadap sekolah dan rasio siswa terhadap sekolah yang masih tergolong ideal.
Rasio Murid terhadap Guru untuk masing-masing jenjang pendidikan disajikan pada Tabel 2.23 berikut ini.

Tabel 2.23. Rasio Murid Terhadap Guru Tahun 2008-2012
	Tahun
	SD/MI
	SMP/MTs
	SMA/MA

	2007/2008
	19,17 / 23,79
	17,72 / 13,16
	    17,45 / 8,64

	2008/2009
	19,17
	17,72
	    17,45

	2009/2010
	18,22
	16,13
	    15,01

	2010/2011
	16,36
	14,02
	    11,42

	2011/2012
	
	
	

	2012/2013
	
	
	


Sumber: BPS, Sulawesi Utara Dalam Angka, Tahun 2012.

Untuk kualifikasi guru berdasarkan pendidikan sampai Tahun 2012 berpendidikan SMA, Diploma,dan Sarjana. Untuk kualifikasi guru bergelar magister masih kurang, apalagi untuk klasifikasi Doktor. (Tabel 2.24).


Tabel 2.24. Kualifikasi Pendidikan Guru Sulawesi Utara Tahun 2012
	No
	Daerah
	SMA
	Diploma
	S1
	S2
	S3

	1
	Sulawesi Utara
	13.792
	9.814
	11.592
	192
	1

	2
	Bolaang  Mongondow
	1.542
	1.276
	820
	10
	-

	3
	Minahasa
	2.176
	1.508
	1.884
	22
	-

	4
	Sangihe
	782
	848
	533
	5
	-

	5
	Talaud
	714
	898
	431
	1
	-

	6
	Minahasa Selatan
	1.832
	855
	1.239
	8
	-

	7
	Minahasa Utara
	1.305
	617
	743
	16
	-

	8
	Sitaro
	3.76
	413
	224
	-
	-

	9
	Minahasa Tenggara
	650
	572
	408
	3
	-

	10
	Bolmong Utara
	381
	345
	164
	-
	-

	11
	Manado
	2.203
	1.029
	2.968
	87
	-

	12
	Bitung
	772
	582
	912
	17
	-

	13
	Tomohon
	558
	410
	558
	14
	1

	14
	Kotamobagu
	501
	462
	708
	9
	-


Sumber: Susenas Sulawesi Utara, 2012


Daerah Kepulauan Talaud memiliki Kualifikasi Guru bergelar S2 sebanyak 1 guru, dibandingkan Kepulauan Sitaro dan Bolaang Mongondow Utara yang tidak ada, hal ini disebabkan karena kurangnya minat dan kesejahteraan untuk mengabdi didaerah kepulauan. 

B.	Kesehatan
B.1.	Imunisasi dan Status Balita Kurang Gizi
Indikator kesehatan antara lain cakupan imunisasi bayi dan persentase kelahiran yang dibantu tenaga medis profesional di Sulawesi Utara lebih baik dari beberapa daerah di kawasan Timur Indonesia bahkan di atas angka rata-rata Nasional. Kurang lebih 85% anak balita di Sulawesi Utara mendapatkan akses terhadap imunisasi, mengingat layanan imunisasi telah diperkuat sampai ke tingkat posyandu atau poskesdes. Sebagai contoh, untuk imunisasi campak, pada tahun 2012 sebanyak 88,5% balita mendapatkan imunisasi campak, kemudian meningkat pada tahun 2013 menjadi 92,6% balita yang mendapatkan imunisasi campak.
Jika dilihat dari indikator prevalensi balita dengan berat badan rendah /kekurangan gizi (BGM) pada saat ini sudah jauh melebihi target nasional yang ditetapkan sebesar 15,5%. Pada tahun 2013 sudah mencapai 2,51%. 
Untuk indikator prevalensi balita gizi buruk pada saat ini provinsi Sulawesi Utara telah melampaui kondisi nasional tahun 2010 yang ditargetkan 4,9%, dimana pada tahun 2013 sudah dapat ditekan sampai 0,035%. Bolaang Mongondow Selatan 0,182 %, Bolaang Mongondow Timur 0,115%, Kabupaten Kepulauan Sangihe 0,069% dan Kabupaten Kepualaun Talaud 0,051%, mengoleksi persentasi prevalensi gizi buruk yang paling tinggi dibandingkan rata-rata provinsi. 
Jika dilihat dari indikator prevalensi balita gizi kurang pada saat ini provinsi Sulawesi Utara telah melampaui kondisi nasional tahun 2010 yang ditargetkan 13,0% dimana pada tahun 2010 sudah dapat ditekan sampai 10,6%, Tahun 2011 mencapai 7% dan  di tahun 2012 Provinsi Sulawesi Utara mencapai 5,8%, dan pada Tahun 2013 mencapai 2,54%. Untuk indikator ini, target pemerintah daerah Sulawesi Utara pada tahun 2015 diupayakan untuk dapat ditekan sampai 3 %. Kondisi balita gizi kurang paling banyak ditemukan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 11,194%, Kab. Bolaang Mongondow Selatan 9,304% dan Kabupaten Kepulauan Talaud 8,184%.
[image: ]
Gambar 2.4. Prevalensi Balita BGM di Sulawesi Utara Tahun 2013

B.2.	Penularan HIV/AIDS
Di Provinsi Sulawesi Utara pertama kali kasus HIV/AIDS ditemukan pada tahun 1997. Sejak penemuan kasus tersebut jumlah kasus HIV/AIDS di Provinsi Sulawesi Utara terus bertambah dan sampai dengan tahun 2013, tercatat 1442 kasus HIV/AIDS, 923 diantaranya penderita AIDS, sementara kasus yang meninggal berjumlah 155 orang. Data ini menggambarkan “Fenomena Gunung Es” karena kenyataan dilapangan, masih banyak kasus HIV/AIDS yang masih terselubung (belum diketahui). Dengan berbagai faktor penyebab seperti takut mendapat stigma bahkan di diskriminasi jika status HIVnya diketahui orang lain. Hal ini tentunya menimbulkan kekawatiran bagi masyarakat umum yang belum mengetahui tentang HIV/AIDS.
Tujuan teknis kunci yang ingn dicapai dalam pengendalian program HIV/AIDS melalui Millenium Development Goals (MDG’s) yakni prevalensi HIV/AIDS menurun dari target <0,2%, penggunaan kondom pada hubungan seks beresiko tinggi >12,8%, proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS meningkat dari target 12 %, proporsi penduduk terinfeksi HIV/AIDS lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan Antiretroviral (ARV) meningkat dari target 38,4%. Tetapi tujuan indikator teknis ini ada banyak juga harapan lain yang ingin dicapai seperti berkurangnya stigma dan diskriminasi terhadap ODHA, sehingga rehabilitasi sosial ekonomi dari pada ODHA ini akan lebih mudah dilakukan.
Masalah penanggulangan HIV/AIDS masih memerlukan perhatian dalam peningkatan upaya pengendaliannya. Target pengendalian HIV/AIDS di Sulawesi Utara adalah menurunkan angka prevalensi dibawah 0,5% pada tahun 2015. Prevalensi HIV/AIDS di Sulawesi Utara sampai saat ini berada dibawah 0,2 % diantara populasi umum, dengan penyumbang kasus terbanyak berasal dari kota Manado, Bitung, dan Tomohon. Penemuan kasus baru rata-rata sebanyak 13-15 kasus (Gambar 2.5) 
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Gambar 2.5. Distribusi HIV/AIDS Sulawesi Utara  Tahun 1997 - 2013
Selanjutnya gambaran distribusi penyebaran HIV/AIDS di Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Utara dapat dilihat pada Gambar 2.6 di bawah ini :
[image: ]
Gambar 2.6. Distribusi HIV/AIDS Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara Tahun 2013
Upaya yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dalam upaya pengendalian HIV/AIDS yaitu  menerbitkan :
· Perda Nomor 1 Tahun 2009 tentang penanggulangan HIV/AIDS 
· Pergub Nomor 6 Tahun 2010 tentang Juknis penanggulangan HIV/AIDS.
dengan melibatkan beberapa sektor terkait antara lain Komisi Penanggulangan Aids Daerah, Dinas Kesehatan, Bappeda, Dinas pendidikan Nasional, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan dan Kominfo, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Pemberdayaan Pemerintah dan Masyarakat Desa, Dinas Pemuda dan Olahraga, Biro KESRA Sekretariat Daerah, Kanwil Hukum dan HAM dan  peduli AIDS.
Jika dtinjau dari capaian indikator penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir untuk perempuan provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2010 mencapai 30%. Jika dibandingkan dengan kondisi nasional yang masih pada kisaran 10,3% maka  angka ini jauh melebihi  angka nasional. Pada tahun 2015  ditetapkan target capaian pada angka 70%. Jika dilihat dari capaian indikator Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir untuk laki-laki provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2010 mencapai 30%. Jika dibandingkan dengan kondisi nasional yang masih pada kisaran 10,3% maka  angka ini jauh melebihi  angka nasional. Pada tahun 2015  ditetapkan target capaian pada angka 60%.
Merujuk pada capaian indikator Proporsi jumlah penduduk usia 15‐24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDs provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2012 menunjukkan sebagian besar generasi muda (usia 15- 24 tahun) di Provinsi Sulawesi Utara pernah mendengar tentang HIV/AIDS ternyata hanya 9,8% yang telah menikah memiliki pengetahuan komprehensif dan benar mengenai AIDS. Sedangkan pada kelompok yang belum menikah, yaitu 12%. Pengetahuan tentang HIV dan pencegahannya merupakan prasyarat penting untuk menerapkan perilaku sehat.
Adapun upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian indikator antara lain : melakukan sosialisasi dan penyuluhan pada tingkat SLTA dan masyarakat khususnya kelompok remaja, melakukan kampanye Aku Bangga Aku Tahu(ABAT), kemudian melakukan sistem surveilance (SSP) pada SLTA sederajat bekerja sama dengan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Manado, dan Dinas Pendidikan melalui pimpinan sekolah.
Upaya pencegahan dan penanggulangan terus dilakukan dengan mengoptimalkan dan mempertahankan angka 0,2% jangan sampai angka ini mengalami kecenderungan naik. Jika hal ini terjadi, maka daerah Sulawesi Utara akan mengalami pergeseran kearah generalized epidemic, seperti Provinsi Papua dan Papua Barat. 
Untuk mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV/AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2010, jika dilihat dari capaian indikator Proporsi penduduk terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat‐obatan antiretroviral Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2010 mencapai 64%, dan pada Tahun 2012 sudah mencapai 100%. Jika dibandingkan dengan kondisi nasional yang masih pada kisaran 38,4% (data 2009) maka  angka ini memang jauh melebihi  angka nasional. Pada tahun 2015  pemerintah Sulawesi Utara menetapkan target capaian pada angka 95%.
B.3.	Sumber Daya Manusia Bidang  Kesehatan
Kondisi SDM Kesehatan di Sulawesi Utara belum mencukupi secara keseluruhan baik jenis maupun pendistribusiannya. Tenaga dokter umum, dokter spesialis dan tenaga keperawatan merupakan tenaga kesehatan yang jumlahnya lebih, namun pendistribusiannnya belum merata karena mereka hanya terpusat di beberapa Kabupaten Kota sekitar kota Manado. Hal ini bisa dimaklumi, sebab di Kota Manado terdapat beberapa rumah sakit pemerintah dan swasta. Salah satu rumah sakit pemerintah yang merupakan rumah sakit pusat rujukan yaitu BLU RSU Prof. Dr. R.D. Kandou yang menyerap relative lebih banyak tenaga kesehatan. Sedangkan tenaga dokter gigi, bidan, dan tenaga teknis lainnya masih sangat kurang. Berikut ini Gambar 2.7, menunjukkan  ratio tenaga dokter Sulawesi Utara Tahun 2013 :
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Gambar 2.7. Ratio Tenaga Dokter Sulawesi Utara Tahun 2013
Selanjutnya Gambar 2.8 menujukkan ratio tenaga dokter spesialis Sulawesi Utara Tahun 2013

[image: ]

Gambar 2.8. Ratio Dokter Spesialis Sulawesi Utara Tahun 2013

Selain  ratio tenaga dokter  dan dokter spesialis, SDM kesehatan dapat dilihat dari ratio tenaga perawat per 100.000 penduduk di Sulawesi Utara, hal ini terlihat pada Gambar 2.9 berikut ini : 

[image: ]
Gambar 2.9. Ratio Tenaga Perawat Sulawesi Utara Tahun 2013
Penyebaran tenaga medis khususnya dokter gigi di kabupaten/kota juga penyebarannnya tidak merata, sepeti terlihat pada Gambar 2.10 ternyata ada 2 (dua) kabupaten yaitu Bolmong Selatan dan Talaud yang paling sedikit memiliki tenaga dokter gigi.  
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Gambar 2.10. Ratio Dokter Gigi per Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara Tahun 2013



Penyebaran tenaga bidan di kabupaten/kota se-Sulawesi Utara sudah cukup merata, hanya pada Kota Kotamobgu yang masih kurang tenaga bidannya, hal ini terlihat pada Gambar 2.11 di bawah ini :


[image: ]
Gambar 2.11. Ratio Tenaga Bidan per Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara Tahun 2013
Untuk mangantisipasi hal ini, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menempatkan teanga dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT).  Sedangkan khusus daerah Perbatasan Terpencil dan Kepulauan (DTPK) juga ditempatkan tenaga D3 Kesehatan yaitu Perawat, Kesehatan Lingkungan dan Analisis Kesehatan.
Di Sulawesi Utara terdapat sistem pembiayaan kesehatan selain Jamkesmas yaitu Jamkesda. Sistem pelaksanaan dilaksanakan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawes Utara,  Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara dengan PT Askes (Persero) sebagai Badan Penyelenggara Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan dengan sistim Jamkesda di Provinsi Sulawesi Utara.
Dana Jamkesda Pemerintah Kabupaten/Kota membiayai pelayanan kesehatan di Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) yang ditunjuk untuk memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama yaitu Puskesmas dan PPK tingkat lanjutan setingkat RSUD Kabupaten/Kota atau Rumah Sakit Swasta yang ditunjuk.

Dana Jamkesda Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara membiayai :
·  Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan dan rawat inap tingkat lanjutan di RS Rujukan RSUP Prof. Kandou
·  Rujukan luar daerah untuk kasus-kasus khusus yang tidak bisa ditangani di RSUP Prof. Kandou
Sampai dengan tahun 2013 total jumlah jiwa yang akan dijamin oleh Jamkesda di Sulawesi Utara, sejumlah 457.285 jiwa (data sementara). Sinergisme Jamkesmas dan Jamkesda adalah Jamkesda menjamin peserta yang tidak dijamin oleh Jamkesmas, sehingga tidak terjadi tumpang tindih.
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Gambar 2.5. Distribusi HIV/AIDS Sulawesi Utara  Tahun 1997 - 2012


Selanjutnya gambaran distribusi penyebaran HIV/AIDS di Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Utara dapat dilihat pada Gambar 2.6 di bawah ini :
 (
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Gambar 2.6. Distribusi HIV/AIDS Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara Tahun 2012

Upaya yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dalam upaya pengendalian HIV/AIDS yaitu  menerbitkan :
· Perda Nomor 1 Tahun 2009 tentang penanggulangan HIV/AIDS 
· Pergub Nomor 6 Tahun 2010 tentang Juknis penanggulangan HIV/AIDS.
dengan melibatkan beberapa sektor terkait antara lain Komisi Penanggulangan Aids Daerah, Dinas Kesehatan, Bappeda, Dinas pendidikan Nasional, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan dan Kominfo, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Pemberdayaan Pemerintah dan Masyarakat Desa, Dinas Pemuda dan Olahraga, Biro KESRA Sekretariat Daerah, Kanwil Hukum dan HAM dan  peduli AIDS.
Jika dtinjau dari capaian indikator penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir untuk perempuan provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2010 mencapai 30%. Jika dibandingkan dengan kondisi nasional yang masih pada kisaran 10,3% maka  angka ini jauh melebihi  angka nasional. Pada tahun 2015  ditetapkan target capaian pada angka 70%. Jika dilihat dari capaian indikator Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir untuk laki-laki provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2010 mencapai 30%. Jika dibandingkan dengan kondisi nasional yang masih pada kisaran 10,3% maka  angka ini jauh melebihi  angka nasional. Pada tahun 2015  ditetapkan target capaian pada angka 60%.
Merujuk pada capaian indikator Proporsi jumlah penduduk usia 15‐24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDs provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2012 menunjukkan sebagian besar generasi muda (usia 15- 24 tahun) di Provinsi Sulawesi Utar pernah mendengar tentang HIV/AIDS ternyata hanya 9,8% yang telah menikah memiliki pengetahuan komprehensif dan benar mengenai AIDS. Sedangkan pada kelompok yang belum menikah, yaitu 12%. Pengetahuan tentang HIV dan pencegahannya merupakan prasyarat penting untuk menerapkan perilaku sehat.
Adapun upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian indikator antara lain : melakukan sosialisasi dan penyuluhan pada tingkat SLTA dan masyarakat khususnya kelompok remaja, melakukan kampanye Aku Bangga Aku Tahu(ABAT), kemudian melakukan sistem surveilance (SSP) pada SLTA sederajat bekerja sama dengan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Manado, dan Dinas Pendidikan melalui pimpinan sekolah.
Upaya pencegahan dan penanggulangan terus dilakukan dengan mengoptimalkan dan mempertahankan angka 0,2% jangan sampai angka ini mengalami kecenderungan naik. Jika hal ini terjadi, maka daerah Sulawesi Utara akan mengalami pergeseran kearah generalized epidemic, seperti Provinsi Papua dan Papua Barat. 
Untuk mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV/AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2010, jika dilihat dari capaian indikator Proporsi penduduk terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat‐obatan antiretroviral Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2010 mencapai 64%, dan pada Tahun 2012 sudah mencapai 100%. Jika dibandingkan dengan kondisi nasional yang masih pada kisaran 38,4% (data 2009) maka  angka ini memang jauh melebihi  angka nasional. Pada tahun 2015  pemerintah Sulawesi Utara menetapkan target capaian pada angka 95%.

B.3.	Sumber Daya Manusia Bidang  Kesehatan
Kondisi SDM Kesehatan di Sulawesi Utara belum mencukupi secara keseluruhan baik jenis maupun pendistribusiannya. Tenaga dokter umum, dokter spesialis dan tenaga keperawatan merupakan tenaga kesehatan yang jumlahnya lebih, namun pendistribusiannnya belum merata karena mereka hanya terpusat di beberapa Kabupaten Kota sekitar kota Manado. Hal ini bisa dimaklumi, sebab di Kota Manadoterdapat beberapa sakit pemerintah dan swasta. Salah satu rumah sakit pemerintah yang merupakan rumah sakit pusat rujukan yaitu BLU RSU Prof. Dr. R.D. Kandou yang menyerap relative lebih banyak tenaga kesehatan. Sedangkan tenaga dokter gigi, bidan, dan tenaga teknis lainnya masih sangat kurang. Berikut ini Gambar 2.7, menunjukkan  ratio tenaga dokter Sulawesi Utara Tahun 2012 :
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Gambar 2.7. Ratio Tenaga Dokter Sulawesi Utara Tahun 2012


Selanjutnya Gambar 2.8 menujukkan ratio tenaga dokter spesialis Sulawesi Utara Tahun 2012
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Gambar 2.8. Ratio Dokter Spesialis Sulawesi Utara Tahun 2012

Selain  ratio tenaga dokter  dan dokter spesialis, SDm bidang kesehatan juga dapat dilihat dari ratio tenaga perawat per 100.000 penduduk di Sulawesi Utara, hal ini terlihat pada Gambar 2.9 berikut ini : 
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Gambar 2.9. Ratio Tenaga Perawat Sulawesi Utara Tahun 2012
Penyebaran tenaga medis khususnya dokter gigi di kabupaten/kota juga penyebarannnya tidak merata, sepeti terlihat pada Gambar 2.10 ternyata ada 2 (dua) kabupaten yaitu Bolmong Selatan dan Talaud yang paling sedikit memiliki tenaga dokter gigi.  
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Gambar 2.10. Ratio Dokter Gigi per Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara Tahun 2012
Penyebaran tenaga bidang di kabupaten/kota se-Sulawesi Utara sudah cukup merata, hanya pada Kabupaten Bolmong Selatan yang masih kurang tenaga bidannya, hal ini terlihat pada Gambar 2.11 di bawah ini :
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Gambar 2.11. Ratio Tenaga Bidang per Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara Tahun 2012
Di Sulawesi Utara terdapat sistem pembiayaan kesehatan selain Jamkesmas yaitu Jamkesda. Sistem pelaksanaan dilaksanakan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawes Utara,  Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara dengan PT Askes (Persero) sebagai Badan Penyelenggara Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan dengan sistim Jamkesda di Provinsi Sulawesi Utara.
Dana Jamkesda Pemerintah Kabupaten/Kota membiayai pelayanan kesehatan di Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) yang ditunjuk untuk memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama yaitu Puskesmas dan PPK tingkat lanjutan setingkat RSUD Kabupaten/Kota atau Rumah Sakit Swasta yang ditunjuk.
Dana Jamkesda Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara membiayai :
·        Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan dan rawat inap tingkat lanjutan di RS Rujukan RSUP Prof. Kandou.
·        Rujukan luar daerah untuk kasus-kasus khusus yang tidak bisa ditangani di RSUP Prof. Kandou
Sampai dengan tahun 2013 total jumlah jiwa yang akan dijamin oleh Jamkesda di Sulawesi Utara, sejumlah 457.285 jiwa (data sementara). Sinergisme Jamkesmas dan Jamkesda adalah Jamkesda menjamin peserta yang tidak dijamin oleh Jamkesmas, sehingga tidak terjadi tumpang tindih.

B.4.	Persalinan oleh Tenaga Kesehatan 
Ditangani oleh tenaga kesehatan profesional menunjukkan Sulawesi Utara lebih baik bila dibandingkan dengan bebebrapa daerah lainnya di KTI, dan di atas dari angka nasional (Gambar 2.12).
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Gambar 2.12. Persalinan oleh Tenaga Medis, Sulawesi Utara Tahun 2013



B.5.	Kondisi Gizi Masyarakat 
Dalam mengevaluasi program sektor kesehatan, indikator yang digunakan adalah status kesehatan dan gizi masyarakat Indonesia yang diukur dari Angka Harapan Hidup (LifeExpectancyRate), Angka Kematian Ibu Yang Melahirkan (Maternal Mortality Rate), Angka Kematian Bayi (InfantMortalityRate), dan Prevalensi Kekurangan Gizi Pada Balita. Pada Tahun 2013, rata-rata Angka Harapan Hidup mencapai 72,33 tahun. Angka Kematian Ibu mencapai 191/100.000 dan Angka Kematian Bayi mencapai 9 bayi/1000 kelahiran hidup. Prevalensi Gizi Kurang pada Balita Tahun 2012 mencapai 5,8 %, mengalami perbaikan  secara signifikan pada tahun 2013 yang mencapai 2,51%. 
B.6.	Angka Kesakitan dan Kematian
Gambaran perkembangan derajat kesehatan masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat dari kesakitan dan kematian pada masyarakat dari waktu ke waktu, dimana angka kesakitan dan kematian digunakan sebagai indikator dalam penilaian keberhasilan pembangunan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan lainnya. Perkembangan angka kematian dan penyakit-penyakit penyebab utama kematian yang terjadi pada Tahun 2013 akan diuraikan dibawah ini

Tabel 2.25. Indikator Pembangunan Kesehatan Tahun 2010 - 2013

	Indikator
	2010
	2011
	2012
	2013

	Usia Harapan Hidup
	72,22
	72,33
	72,33
	72,33

	Angka Kematian Ibu
	183/100000
	186/100000
	125/100000
	191/100000

	Angka Kematian Bayi
	29/1000
	9/1000
	6/1000
	9/1000

	Angka Kematian Balita
	42/1000
	10/1000
	7/1000
	10/1000



Keberhasilan indikator pembangunan kesehatan, ditunjang oleh cakupan rumah tangga yang memiliki akses kepada air bersih 63,54% dan rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak sebesar 77,79%. Sampai dengan 2013 terdapat 17 rumah sakit pemerintah , 18 rumah sakit swasta dan 4 rumah sakit TNI/Polri dengan total ketersediaan sarana rumah sakit sebanyak 39 rumah sakit. Jumlah puskesmas sebanyak 186 unit, puskesmas rawat inap sebanyak 82 unit rawat jalan 104 unit , poskesdes sebanyak 515 unit, dan posyandu sebanyak 2570 unit.
 
B.7.	Penyakit Menular dan Tidak Menular
Masih tingginya angka penyakit menular utamanya AIDS, Malaria, TBC, Sementara penyakit tidak menular atau degenerative mulai meningkat, disamping itu telah timbul pula berbagai penyakit baru (new and re-emerging diseases). Penaggulangan penyakit Malaria, HIV/AIDS dan TB masih perlu mendapat perhatian dan penanganan. Penyakit TB dan HIV/AIDS merupakan fenomena gunung es (Iceberg Fhenomen) hingga saat ini. Total kasus HIV/AIDS di Provinsi Sulawesi Utara adalah sampai Tahun 2013  adalah 1442 kasus dengan perincian 519 kasus HIV dan AIDS 923 kasus. Adapun dari 923 penderita yang sudah meninggal sebanyak 155 kasus.
Tuberkulosis /TB menjadi salah satu penyakit yang pengendaliannya menjadi komitmen global dalam MDG’s. Berdasarkan estimasi WHO dalam TB Global Report 2012, pada tahun 2011 secara nasional capaian target MDG’s program pengendalian TB telah ‘on the tract’. Indikator upaya pengendalian TB di Sulawesi Utara memperlihatkan hasil yang mengembirakan dimana terlihat proporsi jumlah kasus TB yang terdeteksi mencapai angka 99,2% (Case Detection Rate/CDR) tahun 2013, dengan succses rate tahun 2013 adalah 94%.  Sedangkan proporsi kesembuhan (cure rate) TB Paru Tahun 2013 mencapai 90%.
Angka Penemuan Penderita (CDR)
TB Paru Kab/Kota Tahun 2013
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Gambar 2.13. Angka Penemuan Penderita (CDR) TB Paru
Kabupaten/Kota Se- Sulawesi Utara Tahun 2013

Selanjutnya angka kesembuhan (Cure rate) TB Paru dapat dilihat pada Gambar 2.14 berikut ini :
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Gambar 2.14. Angka Kesembuhan (Cure Rate) TB Paru Kabupaten/Kota se- Sulawesi Utara Tahun 2013


Provinsi Sulawesi Utara dengan Annual Blood Examination Rate (ABER) Tahun 2012 sebesar 2,2 %. Persentase ABER ini menentukan besarnya cakupan penduduk yang diambil dan diperiksa darahnya. Kasus Malaria di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2012-2013 cenderung menurun yaitu pada Tahun 2012 angka Annual Paracite incidence (API) sebesar 2,06/1000 menjadi 1,79/1000. Angka ini cukup bermakna karena diikuti dengan intensifikasi upaya pengendalian malaria yang salah satunya adalah peningkatan cakupan pemeriksaan sediaan darah atau konfirmasi laboratorium. Kasus Malaria di Sulawesi Utara Tahun 2013 dengan angka Annual Paracite Incidence (API) di Kabupaten/Kota seperti pada Gambar 2.15 berikut ini :
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Gambar 2.15. Situasi Malaria Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara API Tahun 2013
Dari Grafik diatas, masih terdapat 2 Kabupaten yang angka kesakitan malaria (API) tinggi, yaitu : Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Pola perkembangan DBD pada tahun 2013 di Provinsi Sulawesi pada bulan Januari – Maret 2013 terjadi peningkatan kasus karena curah hujan yang sangat ekstrim (hujan panas yang tidak menentu) sehingga berdampak pada tingginya populasi vektor nyamuk . Kondisi yang dicapai pada tahun 2013 angka kesakitan penderita DBD per 100.000 penduduk diperoleh angka Insidens Rate (IR) DBD sebesar 52,91/100.000 penduduk, kondisi ini masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan standard nasional sebesar IR = 40/100.000 penduduk.
Upaya – upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam memberantas DBD mencakup upaya penanggulangan kasus, pengendalian vektor dan upaya upaya pemutusan rantai penularan penyakit terus ditingkatkan dan dioptimalkan dengan mengedepankan upaya promotif dan preventif antara lain dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN). Disamping itu Pengembangan sistim surveilans vektor secara berkala terus dilakukan, terutama dalam kaitannya dengan perubahan iklim dan pola penyebaran kasus.

C.	Kondisi Pekerjaan umum
C.1.	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik
Pada Tahun 2010 tingkat pelayanan Jalan Provinsi sepanjang 940,33 km adalah dengan kondisi jalan Baik 439,956 km (46,79%), Sedang 140,011 km (14,89%), Rusak Ringan 205,775 km (21,88%) dan Rusak Berat 134,226 km (14,27%). Perkembangan lima tahun terakhir ini dapat dilihat pada Gambar 2.16.

	KONDISI
	2010
	2011
	2012
	2013

	
	Km
	%
	Km
	%
	Km
	%
	Km
	%

	Baik
	439,956
	         46,79 
	471,564
	    50,15 
	503,173
	  53,51 
	534,781
	  56,87 

	Sedang
	140,011
	         14,89 
	138,632
	    14,74 
	137,253
	  14,60 
	135,874
	  14,45 

	Rusak Ringan
	205,775
	         21,88 
	174,992
	    18,61 
	144,208
	  15,34 
	113,425
	  12,06 

	Rusak Berat
	134,226
	         14,27 
	114,418
	    12,17 
	94,609
	  10,06 
	      74,800 
	   7,95 


Gambar 2.16. Perkembangan Kondisi Jalan Sulawesi Utara Tahun 2010-2013          (Sumber Dinas PU)

C.2.	Jaringan irigasi
Luas Daerah Irigasi potensial sesuai kewenangan provinsi adalah 19.428 Ha, di antaranya 14.183 Ha (72,80%) merupakan lahan fungsional. Ditargetkan jumlah produksi padi dari lahan fungsional adalah 85 .000 ton/tahun.
Ratio jaringan irigasi/persentasi daerah irigasi yang terairi air irigasi (%), Tahun 2011 target  81,31%, realisasi 75 % dan capaian 92, 24%.

C.3.	Aksesibilitas  Daerah
Panjang jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Utara selang lima tahun terakhir ini sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 360/KPTS/Men-PU/2007 adalah selanjang 1.319,231 km dan panjang jalan Provinsi sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara adalah sepanjang 940,33 km, jumlah kendaraan pada lima tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang sangat tinggi dimana pada 2009 mengalami peningkatan sebesar 37%. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan ke pusat-pusat kegiatan, mengadakan pembangunan jalan baru dan peningkatan-jalan yang ada ke sentra-sentra produksi dan pusat kegiatan 

C.4.	Penataan ruang
Perlunya tataruang dan wilayah yang dapat mengakomodasi kondisi saat ini, dan kebutuhan masa depan dengan memperhatikan kepentingan pihak yang terlibat tetapi memanfaatkan ruang untuk sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. 
C.5. 	Perhubungan
Pembanguan air strip di Miangas, pembangunan bandara di Sitaro, peningkatan bandara Melonguane dan Tahuna serta peningkatan kapasitas dan perpanjangan  Runway Bandara Sam Ratulangi.

-	Perhubungan Darat
Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Utara menempati posisi strategis sebagai urat nadi pembangunan ekonomi, sosial dan budaya karena fungsinya menghubungkan wilayah daratan Sulawesi Utara dengan wilayah daratan provinsi lainnya di pulau Sulawesi.
Untuk dapat memberikan dan meningkatkan pelayanan angkutan darat yang lancar, tertib dan aman di Sulawesi Utara tersedia 9 buah terminal dan 17 buah pelataran. Pengujian kendaraan bermotor secara mekanik terdapat di lokasi Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Kairagi Manado untuk menguji kelaikan kendaraan bermotor yang berdomisili di Kota Manado, Bitung dan Kab. Minahasa. Pengujian kendaraan bermotor yang ditempatkan di Tahuna untuk menguji kelaikan kendaraan bermotor yang berdomisili di Kabupaten Sangihe dan Talaud. Untuk daerah lainnya, pengujian kendaraan bermotor dilakukan secara manual yang kurang terjamin kehandalannya. Unit Pelaksana Penimbangan (Jembatan Timbang) yang terdapat di Sulawesi Utara sebanyak 4 unit. Jembatan timbang tersebut terletak di Wangurer (Bitung), Pineleng (Minahasa) dan Inobonto (Bolaang Mongondow).
Perusahaan angkutan penumpang (bus) yang ada di Sulawesi Utara sampai akhir tahun 2013 sebanyak 73 perusahaan. Untuk armada angkutan pada akhir tahun 2013 armada taksi yang beroperasi di Provinsi Sulawesi Utara sejumlah 270 unit terdiri dari Taksi Trust 52 unit, Celebrity 48 unit, Kokapura 50 unit dan Blue Bird 200 unit.  Dan Dian Taxi 20 Unit Jumlah kendaraan yang terdaftar pada trayek AKDP sebanyak 1.330 unit dan trayek AKAP sebanyak 106 unit.
Angkutan Penyeberangan di Provinsi Sulawesi Utara baru  terlaksana pada tahun 1993, sampai saat ini telah memiliki sepuluh Pelabuhan Penyeberangan di Kota Bitung, Kab. Minahasa Utara, Kab. Kep. Sitaro, Kab. Kep. Sangihe, Kab. Kep. Talaud dan Kab. Minahasa Selatan serta lima dermaga plengsengan yaitu di Kota Bitung, Kab. Kep. Sitaro, Kab. Kep. Talaud dan Kota Manado untuk melayani lintas penyeberangan yaitu Bitung-Lembeh, Bitung-Siau, Siau Tahuna, Likupang-Biaro, Biaro-Tagulandang, Tagulandang-Siau, Siau-Makalehi, Makalehi-Tagulandang, Melonguane-Musi, Musi-Mangaran, Melonguane-Pananaru, Melonguane-Marampit, Marampit-Miangas, Melonguane-Likupang, Likupang-Pananaru, Bitung-Melonguane, Bitung-Ternate, Bitung-Petta, Amurang-Melonguane, Amurang-Boroko, Boroko-Toli-toli, Likupang-Tobelo dan Tobelo-Siau. Untuk melayani jasa angkutan penyeberangan di Provinsi Sulawesi Utara, pada Tahun 2013 telah tersedia sarana angkutan penyeberangan sebanyak 12 unit Kapal Motor Penyeberangan (KMP), yaitu : 
1. KMP. Tude untuk melayani Lintas Penyeberangan Bitung-Lembeh.
2. KMP. Lokongbanua untuk melayani lintas penyeberangan Bitung-Siau dan Siau-Tahuna.
3. KMP. Lohoraung untuk melayani lintas penyeberangan Likupang-Biaro, Biaro-Tagulandang, Tagulandang-Siau, Siau-Makalehi dan Makalehi-Tagulandang.
4. KMP. Berkat Porodisa untuk melayani lintas Melonguane-Musi, Musi-Mangaran dan Melonguane-Pananaru.
5. KMP. Watunapato untuk melayani lintas Melonguane-Marampit, Marampit-Miangas dan Melonguane-Likupang.
6. KMP. Pulau Sagori untuk melayani lintas Likupang-Pananaru.
7. KMP. Porodisa untuk melayani lintas Bitung-Melonguane.
8. KMP. Bawal untuk melayani lintas Bitung-Ternate.
9. KMP. Tarusi untuk melayani lintas Amurang-Melonguane.
10. KMP. Julung-Julung untuk melayani lintas Amurang-Boroko dan Boroko-Toli-toli.
11. KMP. Moinit.
12. KMP. Coelecanth.
KMP. Pulau Sagori, KMP. Porodisa, KMP. Bawal, KMP. Tarusi, KMP. Julung-Julung dan KMP. Moinit adalah kapal motor penyeberangan milik pemerintah yang dioperasikan oleh PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero).
Produksi angkutan penyeberangan. Volume produksi angkutan penyeberangan di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2013 untuk arus kunjungan kapal bolak-balik di pelabuhan penyeberangan Bitung sebanyak 1.759 pp, penumpang yang diangkut  sebanyak 18.590 orang. Angkutan barang sebanyak 99.050 ton. Untuk angkutan kendaraan roda 2 sebanyak 3.324 unit dan roda 4 sebanyak 6.165 unit.
-	Perhubungan Laut
Dalam tatanan kepelabuhan nasioanal di Provinsi Sulawesi Utara terdapat 1 pelabuhan internasional, 8 pelabuhan nasional dan 18 pelabuhan local.Kunjungan kapal pada Tahun 2013, untuk kapal luar negeri pada Pelabuhan Bitung, sebanyak 111 unit. Kunjungan kapal dalam negeri pada 7 pelabuhan di Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 9.854 unit bila dibandingkan dengan tahun lalu mengalami penurunan sebesar 33.39%. 
Angkutan penumpang pada Tahun 2013 jumlah yang diangkut pada 7 pelabuhan di Provinsi Sulawesi Utara 920.149 orang yang terdiri dari; penumpang turun sebanyak 436.856 orang dan penumpang naik sebanyak 483.293 orang bila dibandingkan dengan tahun lalu mengalami penurunan sebesar 5,85 %.Bongkar muat pada Tahun 2013 volume bongkar muat barang pada 7 pelabuhan di Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 3.952.852,81 ton yang terdiri dari volume bongkar sebanyak 3.313.885,84 ton dan volume muat sebanyak 6.38.966,97 ton. Pada Tahun 2013 volume impor dan ekspor barang sebanyak 591.084 ton, yang terdiri dari volume impor sebanyak 461.097 ton dan volume ekspor sebanyak 129.987 ton.
Angkutan peti kemas Pada tahun 2013 volume bongkar muat barang sebanyak 1.163.374 box yang terdiri dari volume bongkar sebanyak 763.738 box dan volume muat sebanyak 399.636 box bila dibandingkan dengan tahun yang lalu mengalami peningkatan sebesar 827,02%.Pelayaran perintis. Pada tahun 2013, pelayaran kapal perintis di Provinsi Sulawesi Utara mengoperasikan 3 unit kapal yaitu 2 unit berpangkalan di Pelabuhan Bitung dan 1 unit lainnya berpangkalan di Pelabuhan Tahuna. Kapal-kapal perintis tersebut melayani angkutan di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud yang selama ini belum ada angkutan yang melayani secara komersial. Dengan demikian kapal perintis merupakan satu-satunya alat transportasi yang melayani Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud
-	Perhubungan Udara
Prasarana Bandar Udara yang terdapat diwilayah Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 3  buah  yang terdiri dari Bandar Udara Sam Ratulangi Manado yang merupakan pusat penyebaran dengan panjang landasan 2.650 m, Bandar udara Naha yang berada diwilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan Bandar Udara Melonguane yang berada di Kabupaten Kepulauan Talaud yang bukan merupakan pusat penyebaran dengan panjang landasan masing-masing 1.600m dan 1.480m.
Bandar Udara Sam Ratulangi Manado merupakan Bandar Udara yang pengusahaannya dilaksanakan oleh PT (Persero) Angkasa Pura I Cabang Manado. Sedangkan Bandar Udara Naha dan Melonguane merupakan unit Pelaksana Teknis Dirjen Perhubungan Udara Departemen Perhubungan.
Sarana Fasilitas sisi darat bandar udara, fasilitas landasan, fasilitas bangunan operasional, fasilitas  navigasi udara, fasilitas listrik, fasilitas komunikasi dan fasilitas security equipment dan audio visual telah tersedia dalam kondisi cukup memadai untuk menunjang operasional penerbangan pada masing-masing bandar udara, namun perlu penambahan dan peningkatan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada.
Adapun perusahaan angkutan udara yang beroperasi di Sulawesi Utara untuk melayani penerbangan dalam negeri adalah PT. Garuda Indonesia Airlines,  PT. Merpati Nusantara Airlines, PT. Batavia  Air,  PT. Lion Air, PT. Wings, Ekspres, Kartika dan Sriwijaya. Sedangkan untuk penerbangan Luar Negeri berjadwal dilayani oleh Silk Air ke Singapura dan Air Asia ke Kualalumpur.
Jumlah pergerakan pesawat pada Bandar Udara Sam Ratulangi di provinsi sulawesi utara untuk tahun 2013 sebanyak 6.000 unit pada penerbangan dalam negeri, sedangkan pergerakan pesawat luar negeri sebanyak 194 unit. Angkutan penumpang dalam negeri pada tahun 2013 sebanyak 664.802 orang yang terdiri dari penumpang turun sejumlah 325.102 orang dan penumpang naik sejumlah 339.700 orang, sedangkan angkutan penerbangan luar negeri sebanyak 16.440 orang yang terdiri dari penumpang turun sejumlah 8.746 orang dan penumpang naik sejumlah 7.694 orang. 
Angkutan cargo/barang pada penerbangan dalam negeri tahun 2013 untuk Bandar Udara Sam Ratulangi sebanyak 3.621.386 kg yang terdiri dari bongkar barang sebanyak 2.324.053 kg dan muat barang sebanyak 1.297.333 kg sedangkan angkutan barang penerbangan internasional sebanyak 79.139 kg yang terdiri dari bongkar barang sebanyak 20.934 kg dan muat barang sebanyak 58.205 kg. 
Angkutan bagasi pada penerbangan dalam negeri tahun 2013 untuk Bandar Udara Sam Ratulangi sebanyak 6.332.213 kg yang terdiri dari bongkar sebanyak  3.164.060 kg dan muat sebayak 3.168.153 kg, sedangkan angkutan bagasi penerbangan internasional sebanyak   301.433 kg yang terdiri dari bongkar sebanyak 168.394 kg dan muat sebanyak 133.039 kg. 
Angkutan pos pada tahun 2013 hanya melalui Bandara Sam Ratulangi Manado untuk penerbangan dalam negeri sebanyak 238.785 kg yang terdiri dari bongkar sejumlah 124.490 kg dan muat sebanyak 114.295 kg, sedangkan angkutan pos penerbangan international sebanyak 550 kg yang terdiri dari muat sebanyak 550 kg.
Memperhatikan daya dukung serta pelayanan perhubungan udara yang cenderung terus meningkat, maka sejalan dengan RTRW Provinsi Sulawesi Utara telah direncanakan Pembangunan Bandar Udara Internasional di Kawasan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan.
C.6.	Lingkungan Hidup
Dalam mengukur capaian target kinerja perlindungan dan penggelolaan lingkungan hidup yang merupakan urusan wajib Badan Lingkungan Hidup, indikator yang digunakan adalah Persentase Penanganan Sampah, Pengendalian pencemaran kualitas air (% penduduk berakses air minum), persentase pelaku usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL, Pengelolaan Limbah B3 (Jumlah Binwas di Kab/Kota), Persentase Pengendalian pencemaran kualitas udara, Persentase Penegakan Hukum Lingkungan, Persentase Penanggulangan perubahan iklim dan perlindungan atmosfir, Jumlah Laboratorium yang ditetapkan sebagai laboratorium lingkungan, dan Persentase Konservasi Sumberdaya Alam (KEHATI).
Persentase penanganan sampah di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2013 dilakukan melalui program Adipura yang melakukan penilaian pada 8 (delapan) kota yang telah memenuhi syarat jumlah penduduknya, dimana pengelolaan sampahnya melalui proses sistem reduce, reuse, recycle (3R), pengembangan bank sampah dan pemanfaatan sampah organik menjadi kompos. Selain itu 2 (dua) Kabupaten telah tersedia fasilitas TPA sampah dengan sistem sanitary/control landfil. Perolehan capaian pengelolaan sampah tahun 2013 mencapai 60% dari target capaian 73,3%. Hal ini disebabkan oleh beberapa Kabupaten/Kota rencana pembangunan TPA dengan sistem  sanitary/control landfil akan terealisasi pada Tahun 2014 dan 2015.
	Indikator
	Target/
Realisasi
	2011
(%)
	2012
(%)
	2013
(%)
	Status

	Penanganan Sampah
	Target
	40
	53,33
	73,33
	Kurang berhasil

	
	Realisasi
	57,91
	62,07
	60
	



Pengendalian pencemaran kualitas air dalam rangka ketersediaan air bersih untuk air minum bagi penduduk ditinjau dari jumlah target sungai yang dipantau dan dilakukan pengendalian pencemarannya, maka pada tahun 2013 telah dilakukan pemantauan kualitas air permukaan/ air sungai pada 9 (sembilan) sungai dari 6 sungai yang ditargetkan dan tersebar di 8 (delapan) Kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Utara dengan hasil capaian sebesar 150%. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan air baku bagi penduduk Sulawesi Utara maka sampai pada tahun 2013 telah dilakukan penanaman pohon pada sumber-sumber mata air sebanyak 50 lokasi yang tersebar di 15 Kabupaten/kota untuk menjaga kuntitas dan kualitas ketersediaan air.  
	Indikator
	Target/
Realisasi
	2011
(%)
	2012
(%)
	2013
(%)
	Status

	Pengendalian pencemaran kualitas air
	Target
	65
	66
	67
	Berhasil

	
	Realisasi
	81
	82
	150
	



Persentase AMDAL ditinjau berdasarkan jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL) terhadap jumlah pemantauan yang dilakukan. Pada tahun 2013 terdapat 48 (empat puluh delapan) usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki dokumen lingkungan dan 32 (tiga puluh dua) diantaranya telah dilakukan pemantauan sehingga target capaian mencapai 66,67%.  

	Indikator
	Target/
Realisasi
	2011
(%)
	2012
(%)
	2013
(%)
	Status

	AMDAL
	Target
	14,58
	31,25
	52,08
	Berhasil

	
	Realisasi
	50
	50
	66,67
	



Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) di Provinsi Sulawesi Utara dilakukan berdasarkan karakteristik limbah yaitu limbah cair oli bekas dan non oli bekas. Sampai dengan tahun 2013 ditargetkan 3 (tiga) perusahan pengelola LB3 yang berizin dari Kementerian Lingkungan Hidup RI, yaitu PT. Sagraha Sawahita, PT. Primanru Jaya dan CV. Sari Buana Sulut. Dalam pelaksanaan kegiatan pengolahan LB3 tersebut pada tahun 2013 telah dilakukan pembinan dan pengawasan terhadap 3 (tiga) perusahaan tersebut sehingga pelaksanaan binwas pada tahun 2013 mencapai 100%. 
	Indikator
	Target/
Realisasi
	2011
(%)
	2012
(%)
	2013
(%)
	Status

	Pengelolaan Limbah B3
	Target
	3
	3
	3
	berhasil

	
	Realisasi
	3
	-
	3
	


Rencana pengendalian pencemaran udara pada tahun 2013 di Provinsi Sulawesi Utara ditargetkan akan melakukan pemantauan pada 6 (enam) kota dengan realisasi pelaksanaan pemantauan pada 7 (tujuh) kota atau dengan capaian 116%  yaitu pada kota Manado, Bitung, Tomohon, Kotamobagu, Amurang, Tondano dan Airmadidi dengan hasil pemantauan kualitas udara masih berada dibawah baku mutu berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara. 
	Indikator
	Target/
Realisasi
	2011
(%)
	2012
(%)
	2013
(%)
	Status

	Pengendalian pencemaran udara
	Target
	27
	40
	46,67
	berhasil

	
	Realisasi
	27
	40
	116
	



Pelayanan pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup dilihat dari jumlah kasus yang masuk pada Pos Pengadun dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (P3SLH) Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2013 sebanyak 11 (sebelas) kasus, dimana 11 (sebelas) kasus tersebut dapat tertangani melalui verifikasi lapangan dan mediasi antara masyarakat yang mengadu dengan pihak perusahaan. Untuk menjamin tidak terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup maka pihak perusahaan membuat komitmen bersama untuk pengelolaan lingkungan hidup yang diawasi oleh BLH Kabupaten dan Kota yang bersangkutan.
	Indikator
	Target/
Realisasi
	2011
(%)
	2012
(%)
	2013
(%)
	Status

	Penegakan hukum lingkungan
	Target
	33,33
	46,67
	60
	berhasil

	
	Realisasi
	100
	100
	100
	



Penanggulangan perubahan iklim dan perlindungan atmosfir ditinjau dari pengurangan penggunaan bahan perusak ozon (BPO) bagi usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan BPO. Dalam rangka pengurangan pemakaian BPO telah dilakukan kegiatan inventarisasi dan pemantauan di bengkel-bengkel service air conditioner (AC) dan perusahaan cold storage serta bantuan alat. Dari hasil inventarisasi terdapat 14 usaha/kegiatan berupa bengkel service AC yang telah menggunakan alat refrigerant 3R (recovery, recycle dan recharge) dari 6 usaha/kegiatan yang telah di targetkan.
	Indikator
	Target/
Realisasi
	2011
(%)
	2012
(%)
	2013
(%)
	Status

	Penanggulangan perubahan iklim dan perlindungan atmosfir
	Target
	50
	55
	70
	berhasil

	
	Realisasi
	78,95
	-
	233
	


Dalam pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan hidup dibutuhkan Laboratorium yang memenuhi persyaratan untuk dapat menguji kualitas lingkungan melalui air, udara dan tanah. Tahun 2013 ditargetkan 1 Laboratorium lingkungan yang memenuhi syarat dengan mendapatkan legalitas dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) sehingga hasil uji laboratorium tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan digunakan untuk permasalahan kasus lingkungan. Pada tahun 2013 Provinsi Sulawesi Utara telah tersedia 2 laboratorium lingkungan yaitu Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL) Manado dan PT. Water Laboratory Nusantra (WLN) Manado. Capaian ketersediaan laboratorium di Sulawesi Utara telah melampaui target 100%. 
	Indikator
	Target/
Realisasi
	2011
(%)
	2012
(%)
	2013
(%)
	Status

	Laboratorium yang ditetapkan sebagai laboratorium lingkungan
	Target
	1 lab
	1 lab
	1 lab
	berhasil

	
	Realisasi
	1 lab
	1 lab
	2 lab
	



Pelaksanaan Konservasi Sumber Daya Alam (KEHATI) dalam bentuk kegiatan Pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati Provinsi Sulawesi Utara pada Tahun 2013 belum bisa dikatakan berhasil 100 % dikarenakan dalam pelaksanaan terdapat kendala yaitu lahan yang digunakan untuk penanaman pohon khas/endemik/langka di Sulawesi Utara dimanfaatkan juga oleh beberapa masyarakat dengan kegiatan perkebunan sehingga mengganggu kegiatan penanaman yang dilaksanakan dilokasi tersebut, dan dari hasil monitoring dan evaluasi tingkat pertumbuhan dari pohon yang ditanam hanya berkisar 10 % dari keseluruhan pohon yang ditanam. 

C.7.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional menyatakan bahwa seluruh departemen maupun lembaga pemerintah non departemen di pemerintahan nasional, provinsi, kabupaten/kota harus memasukkan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pada kebijakan program dalam pembangunan. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai salah satu tujuan MDGs (Millennium Development Goals) Tahun 2015 yaitu mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
Upaya untuk mencapai pembangunan yang berwawasan gender memerlukan gambaran kondisi jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Utara. Tahun 2013 oleh Badan Pusat Statistik berjumlah penduduk di Sulawesi Utara tercatat ±2.319.916 jiwa, yang terdiri dari laki-laki berjumlah 1.183.268 orang atau 51,09% sedangkan perempuan berjumlah 1.136.648 orang atau 49%, populasi jumlah penduduk laki-laki dan perempuan berimbang. Namun dari segi kualitas kehidupan masih terjadi kesenjangan peran antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan baik secara nasional maupun daerah. 
	Kondisi ini terjadi karena  pembangunan belum mempertimbangkan manfaat pembangunan secara adil antara laki-laki dan perempuan. Hal ini memberi kontribusi timbulnya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender yang termanifestasi dalam persoalan marginalisasi, subordinasi, beban ganda, stereotype, kekerasan, diskriminasi dan kemiskinan. Selain itu dampak dari berbagai produk peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan bias gender turut memberi andil terpuruknya kualitas hidup kaum perempuan. Rendahnya kualitas hidup perempuan berimbas pada kesejahteraan dan perlindungan anak yang masih jauh dari harapan. 
	Partisipasi perempuan Sulawesi Utara di lembaga politik pada Tahun 2004 sebesar 24% dan pada Tahun 2009 sebesar 25%. Dan diperkirakan pada tahun 2014-2019 sebesar 33 % keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi, dan keterwakilan di tingkat DPR-RI sebesar tahun 2009-2014 sebesar 33%, demikian juga perkiraan pada tahun 2014-2019 sebesar 33%.
	Peran parpol berkaitan dengan pemihakan terhadap peningkatan partisipasi masyarakat akan terlihat pada mekanisme pencalonan anggota legislative. Ketentuan kuota seperti termuat dalam undang-undang mesti disikapi hati-hati. Kuota 30% bagi perempuan tidak bersifat mutlak dan mengikat sehingga tetap terbuka peluang bagi parpol menempatkan calon perempuan sekadar pengumpul suara (vote getter) atau alat legitimasi. Selain itu, parpol juga mungkin secara sepihak menempatkan wakil-wakil perempuan yang tidak memiliki perspektif dan keberpihakan terhadap nilai, prinsip, dan aspirasi masyarakat.
	Perempuan Sulawesi Utara pada kenyataannya menjadi penentu kebijakan dan kini saatnya perempuan diperhitungkan di kancah politik. DPRD Sulawesi Utara yang dipimpin perempuan  termasuk 11 anggota dewan perempuan dari total 45 anggota DPRD Sulawesi Utara. Dewan provinsi yang dihuni banyak legislator perempuan menjadi bukti kapasitas perempuan di dunia politik. Di lembaga pemerintah sekitar 15% perempuan menduduki posisi strategis sebagai pemimpin daerah di kabupaten/kota dimana 3 Bupati perempuan, 2 wakil bupati perempuan. 
	Diantara berbagai keberhasilan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus diakui bahwa Pemerintah Sulawesi Utara masih perlu memberikan perlindungan terhadap anggota masyarakat yang berusia 60 tahun keatas, karena adalah tanggung jawab dan kewajiban bagi pemerintah, masyarakat dan keluarga. Berdasarkan Data Dinas Sosial Provnsi Sulut Tahun 2011 jumlah penduduk Lanjut usia di Sulawesi Utara Tahun 2006–2011 sebanyak 24.742  orang dan yang saat ini ditangani oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sepanjang Tahun 2006 sampai 2011 adalah sebanyak 300 orang lanjut usia.
C.8.	Ketenagakerjaan 
Jumlah angkatan kerja di Provinsi Sulawesi Utara pada Agustus 2013 sebesar 1,014 juta orang, berkurang sebesar 23,5 ribu orang atau 2,27 persen dibanding keadaan Agustus 2012. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami penurunan 2,17 point dibandingkan keadaan Agustus 2012 menjadi 59,76 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) keadaan Agustus 2013 sebesar 6,68 persen, mengalami penurunan sekitar 1,11 poin dibanding keadaan Agustus 2012. Penurunan ini disebabkan oleh terserapnya pencari kerja pada periode Agustus 2012 sampai dengan Agustus 2013 (penganggur) yang ditunjukkan oleh menurunnya jumlah penganggur pada Agustus 2013 menjadi 67,7 ribu. Daerah perkotaan masih menjadi kantong pengangguran  ditunjukkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka yang mencapai 8,17 persen dibanding  pedesaan yang 5,40 persen, atau secara absolut 38,2 ribu orang pengangguran di perkotaan dibanding 29,5 ribu di pedesaan.
Keadaan Agustus 2013, sektor pertanian tetap mendominasi lapangan pekerjaan utama penduduk di Provinsi Sulawesi Utara yaitu sekitar 34,23 persen dari seluruh penduduk yang bekerja. Kemudian diikuti oleh sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi sebesar 17,78 persen.
Status pekerjaan utama sebagian besar penduduk yang bekerja di Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai buruh/pegawai/karyawan yaitu sebesar 39,94 persen. Status pekerjaan terbanyak kedua di Sulawesi Utara adalah pekerja yang berusaha sendiri yaitu sebesar 27,91 persen. 
Untuk penjaminan hak-hak tenaga kerja, setiap perusahaan di daerah Sulawesi Utara diwajibkan untuk mengikuti Asuransi Jamsostek, dan tunduk pada peraturan pemerintah daerah termasuk penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP). Upah minimum provinsi adalah standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di Sulawesi Utara. Pada tahun 2011 UMP Sulawesi Utara sebesar Rp. 1.050.000,- yang meningkat menjadi Rp. 1.250.000,- pada tahun 2012. Pada Tahun 2013 UMP dinaikkan menjadi Rp. 1.550.000,-. Sehingga menjadi provinsi yang UMP-nya tertinggi di wilayah kepulauan Sulawesi.

C.9.	Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah 
	Jumlah koperasi dan UMKM di Provinsi Sulawesi Utara terus mengalami peningkatan baik kuantitas maupun kualitas dari tahun ke tahun, hal ini antara lain ditandai dengan perkembangan Jumlah koperasi aktif. Pada tahun 2012 jumlah Koperasi aktif sebanyak 3.428 dan tahun 2013 mengalami peningkatan sejumlah 46 unit koperasi atau 1,35% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Dengan demikian jumlah Koperasi aktif di di provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2013 adalah sebanyak 3.444 unit Koperasi.
Secara umum masalah yang dihadapi Koperasi adalah persoalan kelembagaan, dengan diberlakukannya Undang – Undang Perkoperasian yang baru yaitu UU No. 17 Tahun 2012, memberikan pengaruh signifikan terhadap eksistansi Koperasi. Sebagai contoh, penerapan UU ini mewajibkan terjadinya Perubahan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah tangga (AD/ART), sementara di sisi lain untuk menyesuaikan dengan UU yang baru ini memerlukan waktu dan anggaran yang tidak semua koperasi secara serta merta dapat memenuhinya. Selain itu, persoalan yang terjadi pada Koperasi di Sulawesi Utara dapat diukur/dilihat dari eksistensi usaha koperasi yang tidak lagi berjalan sebagaimana yang diharapkan, hal mana kemudian menyebabkan banyak koperasi yang tidak lagi beroperasi/melakukan aktivitas usaha seperti biasanya sehingga manfaat adanya koperasi tidak lagi bisa dirasakan oleh masyarakat secara luas. 
Berbanding terbalik dengan sektor koperasi, sektor UMKM terus mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya (2012). Data tahun 2013 mengindikasikan pertumbuhan jumlah UMKM sebesar 1,47% atau terjadi peningkatan sebanyak 1.110 unit UMKM,  dengan demikian jumlah UMKM yang pada tahun 2012 berjumlah 75.175 unit menjadi 76.285 unit pada tahun 2013.
Keberhasilan pemberdayaan koperasi dan UMKM berkontribusi secara langsung pada penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2013 jumlah tenaga kerja yang diserap melalui sektor ini adalah 183.791 orang atau bertambah sebanyak 2.081 orang dibanding data tahun 2012 atau tumbuh 1,14%. 
Pertumbuhan sektor koperasi dan UMKM berimplikasi secara langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat (pro poor) pertumbuhan ekonomi (pro growth) dan menekan angka pengangguran (pro job).
Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus penumbuhan wirausaha baru antara lain dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bagi koperasi dan UMKM. Jumlah kegiatan kediklatan yang dilaksanakan sebanyak 28 Angkatan kepada 1140 orang. 
Di tahun 2013,  telah terfasilitasi pemberian bantuan kepada koperasi dan UMKM berupa:
· Program Koperasi Wanita/Perkasa serta Koperasi perkotaan dan perdesaan sebanyak 62 Koperasi @Rp.50.000.000,- di 15 Kab/kota, Total dana sebesar Rp. 3.100.000.000,-
· Pembangunan 7 Unit Pasar Tradisional masing-masing sebesar Rp. 900.000.000,- dengan total nilai bantuan Rp.6.300.000.000,- di Kabupaten Boltim (KOPTAN MOOAT INDAH), Kab. Bolmut (KOPERIK KRAMAT JAYA), Kab. Minut (KSU THERESIA), KAB. Kepl. Sangihe (KUD KORMA), Kab. Bolmong (KUD PERINTIS), Kab. Kepl. Sitaro (KSU DULAG KANSIL) dan Kab. Kepl. Talaud (KSU PELANGI).
· Program bantuan di Bidang Produksi kepada 3 Koperasi di 3 Kab/Kota, yaitu : 1) Kab. MITRA, Arang Aktif dengan bantuan senilai Rp.250.000.000,; 2) Kab. Kepl. Sangihe, Sarana Penangkapan Ikan dengan bantuan senilai Rp.200.000.000,- dan 3) Kab. MINSEL, Biogas dengan bantuan senilai Rp.130.000.000,- Total Nilai bantuan Rp.580.000.000,- 

· Bantuan Bagi KUMKM melalui Program Bantuan ”UKM Mart” dengan nilai bantuan masing-masing Rp.65.000.000,- kepada 4 Koperasi Total bantuan senilai Rp. 260.000.000,- di Kota Bitung 2 Koperasi yaitu KSU ANNISA dan KSU RARON, di Kota Kotamobagu 2 Koperasi yaitu KUD INATON dan KSU KOBANG.
· Bantuan ”Penataan PKL” untuk 2 Koperasi, masing-masing di Kota Tomohon 1 Koperasi (KOPPAS KOBAR) dan 1 Koperasi di Kab. Kepl. Sitaro (KUD SITIM), dengan nilai bantuan masing-masing sebesar Rp.375.000.000,- total nilai bantuan Rp.750.000.000.
· Jika ditotalkan maka Jumlah Bantuan yang fasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UMKM melalui Program Bantuan Sosial dari Kementerian Koperasi dan UMKM sepanjang tahun 2013 yang diserahkan kepada Koperasi dan UMKM adalah senilai Rp.11.120.000.000,-
· Sertifikasi Hak Atas Tanah sebanyak 300 Bidang Tanah/400 Usaha Mikro Kecil di 3 Kabupaten, yaitu 100 UMK di Kabupaten Minahasa, 100 UMK di Kab. Kepl. Sitaro, dan 100 UMK di Kota Kotamobagu. 
· Fasilitasi Bantuan KUR kepada 97.164 KUMKM dengan total nilai Rp.1.410.791.000.000,-
· Fasilitasi Bantuan Tempat Praktek Ketrampilan Usaha (TPKU) kepada 2 Sekolah (SMA/SMK) di Kota Manado (SMA ANTONIUS)  dan Kabupaten Kepulauan Sangihe (SMK Perikanan BARAMULI), masing-masing senilai Rp.100.000.000 dengan total bantuan senilai Rp. 200.000.000,- 
Sebagai solusi terhadap persoalan pemasaran bagi koperasi dan UMKM, telah dilakukan upaya promosi melalui kegiatan pameran dan misi dagang sebanyak 5 kegiatan di dalam dan luar negeri.
Pada dasarnya, perkembangan kuantitas UMKM belum dibarengi dengan perkembangan kualitas yang dapat memberi nilai tambah yang besar bagi daerah. Hal ini disebabkan UMKM Sulawesi Utara  belum didukung sepenuhnya dengan permodalan yang memadai, teknologi tepat guna, dan promosi produk untuk pemasaran yang efektif serta belum adanya kemitraan dalam bentuk inti-plasma, subkontrak, waralaba (franchise), distribusi dan keagenan, perdagangan umum, dan bentuk-bentuk kemitraan lainnya, seperti usaha patungan (joint venture), bagi hasil, dan penyumberluaran (outsourcing), pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Disamping itu masih kurangnya minat wiraswasta muda lokal (local and young entrepreneur). Adapun fungsi kelembagaan koperasi masih belum optimal karena banyak permasalahan internal. Salah satu upaya untuk mengembangkan perekonomian daerah adalah ekonomi kreatif lokal yang sampai saat ini masih sangat terbatas pengembangannya.
Dalam membantu pelaku-pelaku ekonomi didaerah (termasuk UMKM) mempromosikan produk-produk mereka kepada pihak-pihak investor baik di dalam maupun di luar negeri maka perusahaan daerah memegang peran yang sangat penting. Untuk itu  Pemerintah Provinsi harus mendorong adanya peningkatan peran dan fungsi perusahaan daerah yang  telah ada.
 Perkembangan perusahaan daerah di Sulawesi Utara tidak mengalami peningkatan baik pengelolaan organisasi maupun usaha-usaha yang dijalankan selama ini di sektor jasa dan perdagangan. Selain itu untuk menarik minat investor menanamkan modalnya diberbagai bidang di Provinsi Sulawesi Utara maka perlu adanya  data base dan pusat informasi bisnis yang memadai dan up to date, karena sampai saat ini belum tersedia di Sulawesi Utara.
C.10.	Kebudayaan
Masyarakat Sulawesi Utara dikenal oleh orang luar dengan masyarakat yang terbuka (open minded). Mudah menerima dan menyapa siapa saja yang datang ke daerah. Di tanah Sulawesi Utara tidak mengenal perbedaan warna kulit, ras, suku, etnik, dan agama, semua diperlakukan sama. Perbedaaan yang beragam dari segala aspek yang dimiliki Sulawesi Utara dijadikan kekayaan dan pemersatu yang tak ternilai dan modal dasar untuk membangun daerah kedepan yang lebih cemerlang dan sejahtera.
Semua agama (Islam, Kristen, Budha, Hindu, Konghuchu, dan aliran kepercayaan lainnya) yang ada di Indonesia berkembang dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Semua masyarakat hidup berdampingan tanpa memperdulikan agama yang dianut. Hidup bersama dalam falsafah hidup orang Sulawesi Utara adalah “Torang Samua Basudara” atau “Semua Bersaudara”. Jadi kehidupan semua umat beragama di Sulawesi Utara, hidup dan berkembang dalam suatu suasana yang harmonis dan tidak mengenal perbedaan.
Kondisi itulah yang banyak dibicarakan orang dari luar Sulawesi Utara bahwa bagaimana dapat tercipta kehidupan yang damai dan aman walaupun dengan banyak perbedaan. Kehidupan harmonis seperti ini telah berkembang ratusan tahun di Sulawesi Utara sejak masuknya Kyai Modjo dan pengikutnya tinggal dan menetap di Tondano Minahasa bersama dengan masyarakat setempat. Kemudian keturunan mereka berkembang dan menyebar ke seluruh wilayah Sulawesi Utara yang dikenal dengan “Orang Kampung Jawa Tondano”. Inilah suatu contoh yang berkembang di Sulawesi Utara bahwa kami hidup berdampingan  dalam suasana harmoni walaupun berbeda agama.
Kehidupan harmonis, aman, dan damai inilah yang dijadikan modal dasar lain untuk membangun daerah. Bagi pelaku bisnis, investor, dan wisatawan, keamanan dan kenyamanan menjadi syarat mutlak harus disiapkan daerah bagi mereka. Itulah yang menjadi pendorong bagi pemerintah daerah untuk tetap menciptakan daerah yang aman dan damai. Keamanan menjadi fokus utama bagi pemda dan petugas keamanan untuk tetap dipertahankan dan ditingkatkan. Kerjasama dan komunikasi yang dibangun institusi terkait bidang keamanan dan tokoh agama yang tergabung dalam Muspida dan Badan Kerjasama Antar Umat Beragama menjadi kunci utama membangun perdamaian melalui dialog-dialog terbuka antar institusi.  
C.11.	Kepemudaan dan Olah Raga 
Kondisi yang ada sekarang lapangan Olah Raga Sparta Tikala, lapanga Koni Sario, Stadion Maesa Tondano serta beberapa stadion kecil  belum memadai untuk menunjang rencana penyiapan Sulawesi Utara sebagai tempat penyelenggaraan kejuaaraan nasional maupun internasional sehinnga perlu peningkatan fasilitas dan kualitas berstandar nasional dan internasional.
C.12.	Kesatuan Bangsa dan politik dalam negeri 
Pemantapan sinkronisasi aparat penegak hukum dan jajarannya berkaitan dengan posisi Sulawesi Utara berbatasan langsung dgn Filipina yang rawan terhadap infiltrasi/penyusupan teroris, masih adanya kriminalitas. Dalam rangka memantapkan kerukunan umat beragama di Sulawesi utara, maka daerah membentuk Badan Kerja Sama Antar Umat Beragama (BKSAUA)  ditingkat provinsi maupun di kabupaten kota,selain itu pemerintah juga membentuk Forum Kerja Sama Umat Beragama (FKUB).

C.13.	Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa
	Upaya pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dilaksanakan dalam bentuk pemberdayaan lembaga organisasi masyarakat pedesaan/kelurahan yang dijabarkan dalam kegiatan seperti lomba desa dan kelurahan dimana tahun 2010, prestasi yang membanggakan diraih oleh desa Makalehi  kecamatan Sitaro Kabupaten Siau Tagulandang Biaro  2011 untuk kategori desa terbaik se-Indonesia. Tahun 2011 untuk desa terbaik I diraih oleh desa Lesa Kabupaten Sitaro, terbaik II oleh desa Walewangko Kabupaten Minahasa dan terbaik III desa Basauh Kabupaten Sangihe. Untuk kategori kelurahan, terbaik I diraih oleh kelurahan Sendangan kabupaten Minahasa, terbaik II oleh kelurahan Tatorane Kabupaten Sitaro dan terbaik III oleh desa Airmadidi Bawah kabupaten Minahasa Utara.
Pada tahun 2011 telah dilaksanakan pelatihan Peningkatan Kapasitas Sekretaris Desa dengan jumlah peserta 40 orang Sekretaris Desa yang telah diangkat menjadi PNS dari 12 Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara. Selain itu telah dilakukan fasilitasi Penanganan Kemiskinan dengan Terbentuknya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di kabupaten/Kota masing-masing : Kabupaten Bolmong, Bolsel, Bolmut, Minsel, Minut, Mitra, Minahasa, Sangihe, Talaud, Boltim, Kota Manado, Bitung, Tomohon.
Pelatihan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat tertinggal dilaksanakan dengan bentuk Pelatihan  Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif masyarakat tertinggal bagi 30 orang terdiri dari Pokmas Anugerah Desa Wawontulap Kec Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan dan Pokmas Mawar A Desa Sawangan Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. Selain itu diselenggarakan juga  pelatihan keterampilan usaha industri kerajinan  dengan jumlah peserta 30 orang terdiri dari Pokmas Matuari Desa Pondos Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan, Pokmas Pinasungkulan Desa Munte Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan, dan utusan Pokmas dari Kabupaten Minahasa Utara.
Untuk memperkuat  aparatur pemerintahan desa dilakuakn program peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa yang terdiri dari Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan (Profil Desa/Kelurahan) dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sekretaris Desa.Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif dilaksanakan dengan Pelatihan Keterampilan bagi Perempuan desa Lokasi P2W-KSS dengan peserta berjumlah 30 orang terdiri dari  utusan Kota Bitung, Manado, Tomohon,Kota Kotamobagu Kabupaten Minahasa, Minsel, Mitra, Bolsel, Boltim, Bolmut, Bolmong dengan hasil pelaksana P2WKSS terbaik sebagai berikut:Pelaksana Terbaik I	: Desa Inomunga Utara Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolmut, Pelaksana Terbaik II	:Desa Warisa Kecamatan Talawaan Kabupaten Minut,  Pelaksana Terbaik III: Kelurahan Lowu I Kecamatan RatahanKabupaten Minahasa Tenggara, Pelaksana Terbaik Harapan I: Kelurahan Kima Atas Kecamatan MapangetKota Manado, 	Pelaksana terbaik harapan II: Kelurahan Batu Putih Atas Kecamatan Ranowulu Kota Bitung.

C.14.	Ketahanan Pangan
	Neraca Bahan Makanan (NBM) Sulawesi Utara tahun 2011 menunjukkan total energi yang tersedia untuk dikonsumsi rumah tangga mencapai 4.398 kilokalori/kapita/hari dan protein 115,25 gram/kapita/hari. Keadaan ini telah melebihi Standar Ketersediaan Kalori yang direkomendasikan yaitu 2.200 kilokalori/kapita/hari dan 57 gram/kapita/hari untuk protein. Selanjutnya berdasarkan data hasil olahan Susenas 2010, konsumsi energi masyarakat Sulawesi Utara mencapai 2.015 kilokalori/ kapita/hari atau 100,75% dari total kecukupan energi/gizi ideal yaitu sebesar 2.000 kilokalori/kapita/hari. Sedangkan konsumsi protein mencapai 56,01 gram/kapita/hari dan konsumsi protein ideal yaitu 52 gram/kapita/hari,  (Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2004).
	Kondisi distribusi pangan di Sulawesi Utara cukup stabil dan terkendali, walaupun pada kondisi-kondisi tertentu misalnya menjelang hari-hari besar keagamaan dan musim paceklik sering terjadi lonjakan harga pangan pokok yang mempengaruhi aksesibilitas masyarakat terhadap pangan, namun kemampuan daya beli masyarakat masih terjangkau. Untuk itu telah dilakukan langkah-langkah yang terkait dengan stabilitasi harga, antara lain melalui Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM), dan pengembangan sistem informasi harga (panel harga), analisis harga dan akses pangan. 
Hasil analisis Sistim Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) tahun 2011 Sulawesi Utara dari 156 dengan tingkat resiko : resiko ringan/aman terdapat89 Kecamatan (57,05%); resiko sedang/waspada terdapat 30 Kecamatan (19,23%); dan resiko tinggi/rawan 37 Kecamatan (23,72%). Pada tahun 2011, jumlah kecamatan yang beresiko tinggi/rawan mengalami penurunan dibanding pada tahun 2010. 
Selain ketersediaan pangan maka keamanan pangan (food and bio security) juga perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah, karena keamanan pangan merupakan syarat penting yang harus melekat pada pangan yang hendak dikonsumsi oleh masyarakat. Oleh karena itu industri pangan yang berperan sebagai pengedar pangan ke konsumen harus memenuhi standar mutu dan keamanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Beberapa tahun terakhir  ini keamanan pangan selalu menjadi pertimbangan pokok dalam perdagangan, baik perdagangan nasional maupun perdagangan internasional. Di seluruh dunia kesadaran dalam hal keamanan pangan semakin meningkat. Pangan semakin penting dan vital peranannya dalam perdagangan dunia.  Berkaitan dengan keamanan pangan  sampai saat ini belum ada sinergitas yang mantap antara pemerintah daerah dengan lembaga-lembaga internasional (Coral Triangel Initiative), regional, sub regional, dan antar daerah guna memperkuat ketahanan pangan serta masih terbatasnya pusat-pusat riset untuk mendukung food and bio-security. 

Dalam mendukung keamanan pangan di Sulawesi Utara telah ditempuh upaya antara lain telah terbentuknya Otoritas Kompentensi Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor : 268 Tahun 2007, dimana lembaga ini berwenang dalam pemberian sertifikasi keamanan pangan segar, namun kewenangan kelembagaan ini belum berjalan optimal karena belum diverifikasi oleh OKKP Kementerian Pertanian RI. Namun fungsi pengawasaan dan pembinaan keamanan pangan segar tetap dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Utara sesuai tugas pokok dan fungsi yang bekerjasama dengan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan.

C.15.	Komunikasi dan Informatika 
Database perekonomian dan pusat informasi bisnis merupakan prasyarat pengembangan ekonomi di Sulawesi Utara namun kebanyakan database tersebut bersifat parsial dan tersebar pada satuan kerja pemerintah daerah dan instansi-instansi lainnya. Sampai saat ini Sulawesi Utara belum memiliki pusat informasi bisnis yang representatif untuk menyediakan data secara lengkap, akurat dan terbaru.
Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah belum dilaksanakan secara terpadu masih bersifat parsial dan tersebar pada satuan kerja pemerintah daerah. Pada saat ini banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah membangun situs web internet, namun belum menunjukkan arah pengembangan situs web sebagai aplikasi E-Government. Pembangunan situs web masih bersifat statis, dimana belum tersedianya fasilitas transaksi pelayanan publik, belum adanya jaringan interaktif dengan dunia usaha, serta  masih terbatasnya fasilitas dialog publik.

C.16.	Perpustakaan dan Arsip 
Perpustakaan sebagai sarana pembelajaran dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun kepribadian melalui penyediaan bahan pustaka yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam pelaksanaan pembinaan perpustakaan di Sulawesi Utara telah terjadi peningkatan jumlah buku dan judul buku dari Tahun 2008 sampai Tahun 2012, hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.26.
Tabel 2.26. Jumlah Buku dan Judul Buku di Sulawesi Utara Tahun 2008 – 2013
	No.
	Tahun
	Jumlah Buku(Eksemplar)
	Judul Buku

	1.
	2008
	167.731
	54.270

	2.
	2009
	177.311
	56.463

	3.
	2010
	183.879
	57.605

	4
	2011
	199.567
	58.201

	5.
	2012
	201.00
	59.421


Sumber : Badan Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi Provinsi Sulut, 2012.

Jumlah perpustakaan di Sulawesi Utara peningkatan selang Tahun 2008 sampai Tahun 2012, hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.27. Jumlah judul buku mencapai lima puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh satu judul buku yang terdiri dari berbagai topic, sementara jumlah eksemplar dari judul buku tersebut diatas pada tahun 2012 mencapai 201.00 eksemplar.

Tabel 2.27. Jumlah Perpustakaan Di Sulawesi Utara Tahun 2008-2013
	No.
	Tahun
	Jumlah

	1.
	2008
	3.71

	2.
	2009
	4.12

	3.
	2010
	4.53

	4
	2011
	5.12

	5.
	2012
	1.163


Sumber : Badan Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi Provinsi Sulut, 2012
Jumlah perpustakaan di Sulawesi Utara dari tahun ke tahun semakin meningkat. Angka pada table 2.27 diatas hanya merupakan angka jumlah perpustakaan yang melapor di Badan Perpustakaan dan arsip daerah. Hal ini berarti perpustakaan yang memperoleh pembinaan dari provinsi berjumlah 1163 perpustakaan, tidak termasuk didalamnya perpustakaan pribadi yang dikelola oleh swasta maupun rumahtangga atau orang tertentu.

Jumlah pengunjung perpustakaan yang tercatat setiap bulannya dapat dilihat pada Tabel  2.28 dimana jumlah pengunjung perpustakaan meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah kunjungan perpustakaan sangat nyata terjadi pada tahun 2012 dimana jumlahpengunjung mencapai 2.962 orang. Selenkapnya dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 2.28.  Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Bulan di Provinsi Sulawesi Utara                                  Tahun 2008-2013
	No.
	Tahun
	Jumlah Pengunjung per Bulan

	1.
	2008
	2208

	2.
	2009
	2308

	3.
	2010
	2622

	4
	2011
	2812

	5.
	2012
	2962


Sumber : Badan Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi Provinsi Sulut, 2012

2.1.4.2.  Layanan Urusan Plihan

A.	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sejak tahun 2007 telah membentuk Kantor Pelayanan Satu Pintu di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pada tahun 2010 dari 15 Kabupaten/Kota,  sudah 13 (tigabelas) kabupaten/kota yang telah membentuk Kantor/Badan Pelayanan Satu Pintu yaitu Kabupaten  Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow  Selatan, Bolaang Mongondow Utara, Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Sangihe, Talaud, Kota Manado, Bitung, Tomohon dan Kotamobagu. Namun sampai  saat ini tugas dan fungsi kantor/badan belum optimal karena peran dan kewenangannya belum sepenuhnya diberikan seperti pelimpahan ijin-ijin serta masih diberlakukannya beberapa peraturan daerah yang menghambat investasi di daerah serta masih terbatasnya peraturan daerah yang mendorong akselerasi perekonomian di daerah. 
Ada beberapa peraturan daerah yang telah dihapus dibidang retribusi daerah yaitu : Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan; Perda Nomor 2 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengawasan Mutu dan Pengembangan Produksi Cengkeh, dan Pala dalam Provinsi Sulawesi Utara; Perda Nomor 2 Tahun 2003 tentang Ijin Pengoperasian Mobil Barang Lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara; Perda Nomor 6  Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Perda Provinsi Sulawesi Utara Nomor 15 Tahun 2000 tentang Retribusi Penimbangan.
Jumlah proyek yang terealisasi di Sulawesi Utara selang tahun 2006-2010 yang bersumber dari Penanaman Modal Asing (PMA) berjumlah 13 proyek dan yang bersumber dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berjumlah 5 proyek.

B.	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)
Jumlah investor penanaman modal asing yang menanamkan modal di Sulawesi Utara dari tahun 2008-2012 mengalami peningkatan yaitu dari 16 pada tahun 2008 menjadi 19 investor pada tahun 2012. Demikian juga dengan jumlah investor penanaman modal dalam negeri terjadi peningkatan dari tahun 2008-2012 yaitu dari 5 investor pada tahun 2008 menjadi 12 investor pada tahun 2012. Hal ini terlihat pada Tabel 2.29 berikut ini :

Tabel 2.29. Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2008-2013  Provinsi Sulawesi Utara
	TAHUN
	U R A I A N
	PMDN
	PMA
	TOTAL

	2008
	JUMLAH INVESTOR
	5
	16
	21

	2009
	JUMLAH INVESTOR
	4
	12
	16

	2010
	JUMLAH INVESTOR
	2
	7
	9

	2011
	JUMLAH INVESTOR
	12
	19
	31

	2012
	JUMLAH INVESTOR
	12
	19
	31



C.	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (Pmdn/Pma)
Selanjutnya Tabel 2.30 berikut ini menunjukkan hasil analisis nilai PMDN/PMA di Provinsi dan Kabupaten/Kota  se-Sulawesi Utara :
Tabel 2.30. Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun2008 – 2013 Provinsi Sulawesi Utara
	Tahun
	Persetujuan
	Realisasi

	
	Jumlah Proyek
	Nilai Investasi
	JumlahProyek
	Nilai Investasi

	2008
	21
	647.499.088.542
	6
	120.224.828.582

	2009
	18
	1.001.984.835.000
	8
	58.934.835.045

	2010
	9
	1.579.343.150.000
	4
	263.278.615.000

	2011
	31
	7.599.847.194.726
	7
	466.138.782.000

	2012
	31
	7.599.847.194.726
	7
	466.138.782.000

	2013
	
	
	
	



D.	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
Hasil analisis rasio daya serap tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Utara dapat disajikan dalam Tabel 2.31 sebagai berikut :

Tabel. 2.31. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2012 Provinsi Sulawesi Utara
	No
	U r a i a n
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	1
	Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN
	795
	4.592
	1697
	11.256
	11.256
	

	2
	Jumlah seluruh PMA/PMDN
	21
	18
	9
	31
	31
	

	
	Rasio daya serap tenaga kerja 
	385
	4.092
	537
	10.156
	10.156
	



E.	Pengembangan Kawasan Strategis
Selanjutnya salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan investasi adalah dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Lokasi KEK di Sulawesi Utara terletak di Kota  Bitung. Dipilihnya Bitung sebagai lokasi pengembangan KEK dikarenakan posisinya yang dekat dengan jalur perdagangan internasional, dekat dengan jalur pelayaran internasional di Indonesia dan terletak pada wilayah dengan potensi sumberdaya unggulan. Untuk menunjang KEK Bitung maka pemerintah telah mengembangkan beberapa kawasan pendukung KEK seperti : Kawasan  Lolak-Labuhan Uki (Perikanan); Kawasan Ratatotok-Lakban (Perikanan dan WisataBahari);Kawasan Amurang (Perikanan dan Kelapa);Kawasan Tomohon  (Florikultur dan Agrowisata) dan Kawasan Likupang (Perikanan dan Wisata Bahari).

F.	Pertanian
Provinsi Sulawesi Utara memiliki potensi lahan sawah yang ditanami padi seluas ± 61.134 ha yang terdiri dari sawah irigasi ± 50.130 ha dan sawah non irigasi seluas 11.004 ha. Selain itu terdapat lahan bukan sawah seluas 205.543 ha, ladang/huma 114.04 ha, lahan yang sementara tidak digunakan 48.195 ha, lainnya (perkebunan, hutan rakyat, tambak, kolam/ltebat/empang, dan lain-lain seluas 541.152 ha.
Indeks pertanaman padi sawah di Sulawesi Utara belum mencapai 200, sehingga masih memiliki potensi untuk meningkatkan produksi padi sawah bilamana dalam satu tahun lahan sawah dapat ditanami lebih dari dua kali (IP>200). Demikian halnya dengan lahan yang sementara tidak diusahakan seluas 48.195 ha dapat dimanfaatkan untuk pengembangan padi ladang maupun komoditi pertanian lainnya.  Disamping itu pada lahan perkebunan kelapa dapat dimanfaatkan untuk pengembangan komoditi tanaman pangan seperti jagung, kacang-kacangan dan umbi-umbian.
Tabel 2.32, menunjukkan bahwa produksi padi sawah meningkat dari 28.012 ton tahun 2008 menjadi 190.413 ton tahun 2012; jagung meningkat dari 466.041 ton pada tahun 2008 menjadi 467.380 ton tahun 2012; kedele meningkat dari 7.217 ton pada tahun 2008 menjadi 3.070 ton tahun 2012 atau mengalami penurunan. 
Tabel 2.32.  Produksi Tanaman Pangan Sulawesi Utara  Tahun 2009-2013

	
Komoditi
	Produksi (Ton)

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Padi
	549,087 
	584,030
	596,223
	615,062
	638,373 

	Jagung
	450,989 
	446,144
	438,504
	440,308
	448,002

	Kedele
	7,667 
	7,627
	6,319
			2,973
	5,781

	Kacang Tanah
	8,493 
	8,671
	9,049
	8.247
	8,804

	Kacang Hijau
	2,680 
	2,184
	1,825
	2,045
	1,541

	Ubi Kayu
	77,206 
	84.084
	70,147
	63,187
	55,207

	Ubi Jalar
	53,121 
	51,838
	46,266
	41,227
	39,800


Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara, 2012
Komoditi tanaman perkebunan yang potensial di Sulawesi Utara adalah padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar. Realisasi capaian produksi tahun 2012 berdasarkan angka sementara dibandingkan produksi tahun 2011 untuk beberapa komoditi seperti Padi, Jagung dan Kacang hijau mengalami kenaikan antara  3,18 s/d 6,59%, sementara realisasi capaian Kedelai, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar masih lebih rendah. . 
Keberhasilan sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan tidak lepas dari peran penyuluh  sebagai fasilitator bagi petani, peternak dan nelayan. Jumlah penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan yang ada di Sulawesi Utara saat ini berjumlah 1.022 orang yang tersebar diseluruh Kabupaten/Kota, yang terdiri dari 838 orang penyuluh pertanian, perkebunan dan peternakan; 126 orang penyuluh perikanan dan 58 orang penyuluh kehutanan; THL-TB Penyuluh Pertanian 203; Honor 47 Orang. 
Dilihat dari jumlah desa yang ada di Sulawesi Utara maka jumlah penyuluh masih kurang, karena sesuai dengan kebutuhan setiap desa seharusnya dilayani oleh satu orang penyuluh. Selanjutnya untuk meningkatkan produktivitas, mutu dan nilai tambah produk-produk pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan maka perlu adanya pembangunan pusat-pusat riset dan pengembangan di daerah bekerjasama dengan perguruan tinggi. Demikian pula jumlah kelompok tani dan gabungan kelompok tani mengalami peningkatan yakni dari jumlah kelompok tani 7.241 dan gabungan kelompok tani 887 dan untuk Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan berjumlah 148 Unit (BP3K). 
Komoditi tanaman perkebunan yang potensial di Sulawesi Utara adalah kelapa, cengkeh, pala, kopi, coklat, vanili dan aren. Tanaman kelapa yang dulunya merupakan komoditi unggulan masyarakat Sulawesi Utara dari tahun ke tahun tidak mengalami peningkatan yang signifikan, baik dari segi luas tanam maupun produksi. Penyebab terjadinya penurunan produksi tanaman kelapa adalah sebagian besar tanaman kelapa yang ada sudah tidak produktif lagi (sudah tua) sehingga perlu peremajaan, selain itu sejak tahun 2009 tanaman kelapa di Sulawesi Utara terkena penyakit busuk pucuk. Produksi cengkeh juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Khusus untuk tanaman ini sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga jual, baik ditingkat petani maupun pedagang. Banyak petani menebang tanaman ini dan mengantinya dengan tanaman lain dikarenakan hasil panen hanya cukup untuk menutupi biaya produksi dan panen. 
Keberhasilan sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan tidak lepas dari peran penyuluh  sebagai fasilitator bagi petani, peternak dan nelayan. Jumlah penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan yang ada di Sulawesi Utara saat ini berjumlah 1.022 orang yang tersebar diseluruh Kabupaten/Kota, yang terdiri dari 825 orang penyuluh pertanian, perkebunan dan peternakan; 121 orang penyuluh perikanan dan 76 orang penyuluh kehutanan. 
Dilihat dari jumlah desa yang ada di Sulawesi Utara maka jumlah penyuluh masih kurang, karena sesuai dengan kebutuhan setiap desa seharusnya dilayani oleh satu orang penyuluh. Selanjutnya untuk meningkatkan produktivitas, mutu dan nilai tambah produk-produk pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan maka perlu adanya pembangunan pusat-pusat riset dan pengembangan di daerah bekerjasama dengan perguruan tinggi.

G.	Perkebunan
Komoditi tanaman perkebunan yang potensial di Sulawesi Utara adalah kelapa, cengkeh, pala,  kakao dan komoditi penunjang adalah kopi, vanili, jambu mete, cassiavera, lada, kemiri, aren, jarak pagar dan abaca. Tanaman kelapa yang dulunya merupakan komoditi unggulan masyarakat Sulawesi Utara dari tahun ke tahun tidak mengalami peningkatan yang signifikan, baik dari segi luas tanam maupun produksi. Penyebab terjadinya penurunan produksi tanaman kelapa adalah sebagian besar tanaman kelapa yang ada sudah tidak produktif lagi (sudah tua) sehingga perlu peremajaan, selain itu sejak tahun 2009 tanaman kelapa di Sulawesi Utara terkena hama penyakit busuk pucuk dan pada tahun 2012 sudah teridentifikasi terkena hama Aceria sp. Produksi cengkeh juga tidak mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Khusus untuk tanaman ini sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga jual, baik ditingkat petani maupun pedagang. Tapi dalam 3 tahun terakhir animo masyarakat terhadap tanaman cengkeh sudah meningkat diakibatkan karena harga jual cengkeh sudah mulai stabil dan membaik.
Provinsi Sulawesi Utara memiliki luas areal tanaman perkebunan untuk kelapa sebesar  270.321,75 ha,  cengkeh 75.606,24 ha, pala 19.126,42 ha dan kakao 16.666,00 ha. Produksi tanaman perkebunan untuk luasan areal tersebut berturut-turut untuk kelapa 258.385,44 ton, cengkeh 8.595,18 ton, pala 9.709,45 ton dan kakao 4.121,97 ton.

H.	Perikanan
Tingkat konsumsi masyarakat Sulawesi Utara terhadap bahan pangan perikanan cukup tinggi yaitu mencapai 43.00 kg/kapita/tahun pada tahun 2013.  Ditinjau dari angka kebutuhan konsumsi minimum yang dianjurkan 30 kg/kapita/tahun maka konsumsi masyarakat Sulawesi Utara secara rata-rata cukup tinggi.  Namun demikian setiap waktu, kesempatan dan tempat, harus dilakukan kampanye gemar makan ikan.  Sosialisasi makan ikan melalui GEMARIKAN perlu dibaringi juga dengan pengawasan produk-produk perikanan yang menggunakan bahan pengawet berbahaya, seperti formalin, rodhamin dan lain-lain untuk keamanan produk perikanan.
Sejalan dengan tingginya kebutuhan konsumsi ikan masyarakat Sulawesi Utara maka produksi perikanan perlu ditingkatkan.  Produksi perikanan Sulawesi Utara secara rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 27,17 % sejak tahun 2009 sampai tahun 2013.  Produksi perikanan budidaya mengalami pertumbuhan sebesar yang sangat bearti yaitu sebesar 92,51 %, sedangkan perikanan tangkap pertumbuhannya sebesar 10,69 %.
              Tabel 2.33. Produksi Perikanan Sulawesi Utara 2009-2013
	Komoditas
	Tahun

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Perikanan Tangkap
	21.5531,8
	222.220,5
	230.879,7
	281.646,5
	320.458,7

	Penangkapan di Perairan Umum
	1.424,4
	1.460,2
	976,9
	2.317,8
	987,0

	Penangkapan di Laut
	214.107,4
	220.760,3
	229.902,8
	279.328,7
	319.471,7

	Perikanan Budidaya
	31.238,7
	98.502,6
	184.444,9
	210.703,8
	322.862,9

	Budidaya Laut
	10.820,2
	72.051,0
	136.547,3
	159.642,7
	174.052,0

	Budidaya Tambak
	554,7
	605,9
	427,5
	260,8
	10.451,0

	Budidaya Kolam
	8.944,0
	6.915,4
	33.016,1
	34.681,6
	81.761,7

	Budidaya Sawah
	2.765,8
	7.582,0
	8.474,5
	12.951,0
	16.353,3

	Budidaya Karamba
	534,0
	3.371,7
	3.036,9
	298,7
	342,9

	Budidaya Jaring Apung
	7.620,0
	7.976,6
	2.942,6
	2.868,8
	39.901,8

	Jumlah
	246.770,5
	320.723,2
	415.324,6
	492.350,3
	643.321,5


Sumber : Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Utara, 2012
	
Kenaikan harga bahan bakar minyak sangat berdampak bagi nelayan dan pembudidaya ikan karena biaya produksi semakin bertambah sedangkan harga ikan di pasar relatif tetap.  Sampai saat ini nelayan di Sulawesi Utara masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan BBM terutama didaerah kepulauan dan perbatasan, serta harganya sudah naik beberapa kali lipat.
Untuk meningkatkan produktivitas nelayan, pembudidaya, pengolah dan masyarakat pesisir, maka telah dilaksanakan pemberdayaan melalui bantuan sarana dan prasarana, pelatihan/pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan , pembudidaya, pengolah dan masyarakat pesisir sehingga menguasai teknologi penangkapan ikan , teknologi budidaya termasuk teknologi pengolahan hasil laut sehingga memiliki kualitas yang lebih baik bahkan memenuhi kualitas ekspor sehingga dapat dipasarkan sampai keluar negeri.  Mutu hasil perikanan merupakan syarat untuk menjaga agar produk perikanan dihargai dan memiliki daya jual tinggi di pasaran.  Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan mutu hasil perikanan telah dikembangkan ‘Cool chain system’ atau sistem rantai dingin pada proses produksi dan distribusi.
I.	Energi Dan Sumberdaya Mineral
Beberapa tahun terakhir masyarakat Sulawesi Utara mengalami krisis listrik yang disebabkan kebutuhan listrik yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Untuk mengatasi masalah kekurangan energi listrik tersebut maka sesuai dengan arah kebijakan energi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral yaitu meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan (diversifikasi energi) yang sesuai visi 25/25 yaitu pada tahun 2025 penggunaan energi baru terbarukan menjadi 25 persen dengan memaksimalkan penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan untuk menghindari biaya penggunaan bahan bakar fosil (avoided fosil energy cost).
Potensi sumberdaya energi baru terbarukan Sulawesi Utara cukup besar diantaranya panas bumi, air, matahari, angin dan arus laut, yang jika dimanfaatkan secara optimal dapat memenuhi kebutuhan energi seluruh masyarakat. Sumberdaya energi baru terbarukan yang telah dimanfaatkan adalah panas bumi yang tersebar di 6 (enam) lokasi yaitu : Airmadidi (Minahasa Utara) sebesar 25  megawatt ekivalen ;  Gunung dua sudara (Minahasa Utara)  sebesar 125 megawatt ekivalen;  Lahendong (Tomohon) sebesar 130  megawatt ekivalen; Tompaso sebesar 125 megawatt ekivalen; Gunung Ambang (Bolaang Mongondow Timur) sebesar 225 megawatt ekivalen dan Kotamobagu (Bolaang Mongondow) sebesar 185  megawatt ekivalen, sehingga total potensi geothermal Sulawesi Utara adalah 815 (delapan ratus lima belas) megawatt ekivalen. Pengembang panas bumi di lokasi Lahendong, Tompaso dan Kotamobagu adalah PT. Pertamina Geothermal Energi. Selain panas bumi, masyarakat Sulawesi Utara juga telah memanfaatkan energi matahari (solar home system) baik yang dilaksanakan secara terpadu maupun parsial. Untuk pemanfaatan energi angin sudah dicoba di Kabupaten Sangihe namun hasilnya belum maksimal sementara biomassa dan arus laut belum dikembangkan (masih dalam taraf percobaan).
Disamping itu, Sulawesi Utara juga memiliki beberapa sumberdaya mineral yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, yaitu logam, non logam dan batuan. Bahan mineral logam terdiri dari emas, pasir besi, biji besi dan mangan dan bahan mineral non logam terdiri dari bahan-bahan untuk industri semen seperti batu gamping, clay dan pasir kuarsa. Pengendalian pemanfaatan sumberdaya mineral lebih dititikberatkan pada tertib administrasi perijinan serta pengelolaan mineral secara sustainable dan berwawasan lingkungan.
J.	Kehutanan
Kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan SK. 434/MENHUT-II/2013 tanggal 17 Juni 2013, ploting peta hasil digitasi seluas 765.059,42 Ha. Sesuai fungsinya, kawasan hutan tersebut terbagi dalam Hutan Lindung (HL) 161.808,82 Ha, Hutan Produksi (HP) 64.559,84 Ha, Hutan Produksi Konversi (HPK) 14.701,31 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) 208.924,59 Ha, Hutan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (HAS/KPA) 315.064,86 Ha.

	Kabupaten / Kota
	Luas Kawasan Hutan dan Perairan (Ha)

	
	HL
	HP
	HPK
	HPT
	KSA/KPA
	Jumlah

	Bolaang Mongondow
	8.087,18
	17.018,50
	-
	42.346,10
	138.338,55
	205.790,33

	Bolaang Mongondow Selatan
	35.682,45
	21.353,71
	-
	33.150,66
	44.213,80
	134.400,62

	Bolaang Mongondow Timur
	18.357,55
	2.315,60
	-
	25.470,75
	3.657,68
	49.801,58

	Bolaang Mongondow Utara
	28.470,47
	5.989,84
	14.701,31
	69.285,41
	5.974,64
	124.421,67

	Kepulauan Sangihe
	9.811,96
	-
	-
	-
	-
	9.811,96

	Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
	3.460,12
	-
	-
	-
	-
	3.460,12

	Kepulauan Talaud
	11.180,40
	-
	-
	2.203,91
	28.796,14
	42.180,45

	Kota Bitung
	5.767,91
	-
	-
	-
	8.533,16
	14.301,07

	Kota Kotamobagu
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	Kota Manado
	27,86
	-
	-
	-
	19.825,35
	   19.853,21 

	Kota Tomohon
	307,76
	-
	-
	229,27
	232,88
	        769,91 

	MInahasa
	5.576,63
	-
	-
	3.606,81
	9.642,42
	   18.825,86 

	Minahasa Selatan
	16.134,26
	15.544,52
	-
	10.244,72
	14.530,24
	   56.453,74 

	Minahasa Tenggara
	5.919,45
	2.337,67
	-
	12.914,90
	-
	   21.172,02 

	Minahasa Utara
	13.024,82
	-
	-
	9.472,06
	41.320,00
	   63.816,88 

	J u m l a h
	  161.808,82 
	 64.559,84 
	  14.701,31 
	  208.924,59 
	315.064,86 
	 765.059,42 



Luas Lahan kritis
	Kab/Kota
	Sangat Kritis (Ha)
	Kritis 
(Ha)
	Agak Kritis (Ha)
	Potensial kritis (Ha)
	Tidak Kritis (Ha)
	Total 
(Ha)

	Bolaang Mongondow
	645
	10.341
	31.973
	106.116
	25.041
	174.116

	Bolaang Mongondow Selatan
	246
	3.865
	7.200
	69.008
	47.348
	127.667

	Bolaang Mongondow Timur
	1.040
	4.164
	6.346
	22.462
	14.810
	48.822

	Bolaang Mongondow Utara
	1.059
	5.397
	8.591
	51.425
	84.931
	151.931

	Kab. Kep. Sangihe
	235
	8.925
	1.996
	25
	204
	11.385

	Kab. Kep. Sitaro
	209
	1.562
	1.264
	20
	0
	3.055

	Kab. Kep. Talaud
	515
	4.301
	28.826
	7.129
	46
	40.817

	Kota Bitung
	880
	4.864
	5.615
	1.096
	0
	12.455

	Kota Manado
	64
	489
	1.245
	380
	42
	2.220

	Kota Tomohon
	99
	204
	214
	257
	73
	847

	Kota Kotamobagu
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Kab. Minahasa
	910
	6.244
	4.701
	2.994
	1.038
	15.887

	Kab. Minahasa Selatan
	734
	12.358
	14.143
	20.621
	5.949
	53.805

	Kab. Minahasa Tenggara
	313
	3.631
	8.950
	5.362
	2.634
	20.890

	Kab. Minahasa Utara
	706
	10.470
	10.469
	2.935
	3.341
	27.921

	GRAND TOTAL (Ha)
	7.655
	76.815
	131.533
	289.830
	185.457
	691.290



Berkaitan dengan hal tersebut maka pemerintah harus terus melakukan upaya-upaya pelestarian hutan  diantaranya melalui penyadartahuan masyarakat yang berada disekitar hutan untuk terus menjaga kelestarian hutan sebagai penyangga ekonomi dan kehidupan mereka serta generasi dimasa yang akan datang. 

K.	Pariwisata
Pembangunan kepariwisataan ditujukan pada peningkatan kemampuan untuk menggalakkan kegiatan ekonomi yang melibatkan berbagai sektor. Kegiatan pariwisata diharapkan mampu membuka lapangan kerja, peningkatan pendapatan bagi pemerintah dan masyarakat di daerah wisata serta penerimaan devisa bagi Negara. Indikator kegiatan kepariwisataan di Sulawesi Utara tercermin dari jumlah wisatawan baik asing maupun nusantara. 
Jumlah wisatawan asing tercatat 32.760 orang pada Tahun 2008, dan memuncak menjadi 51.977 orang pada Tahun 2009. Patut dicatat lonjakan kunjungan wisatawan asing terjadi bersamaan dengan penyelenggaraan world Ocean conference dan Sail Bunaken di Sulawesi Utara. Situs BPS Sulawesi Utara melaporkan hingga bulan juni Tahun 2010 jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Sulawesi Utara telah mencapai 10.213 orang.
Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dan sarana penunjang ke objek wisata melalui koordinasi dan dukungan anggaran dari SKPD terkait bersama Pemerintah Kabupaten Kota. Selain itu kerja sama dengan berbagai stakeholder kepariwisataan termasuk investor untuk pembangunan infrastruktur kepariwisataan.
Akses pariwisata internasional dan nasional ke Sulawesi Utara saat ini melalui 2 jalur utama yaitu Bandara Internasional Sam Ratulangi Manado dan Pelabuhan Internasional Bitung. Untuk Bandara Internasional Sam Ratulangi direncanakan akan ditingkatkan fasilitas dan pelayanannya. Selain itu sedang dirintis pembukaan dan pembukaan kembali jalur-jalur penerbangan internasional yang baru, seperti Manado-Goanzhou, Manado-Kuala Lumpur, Manado-Davao dan Manado-General Santos. Demikian pula, peningkatan frekuensi penerbangan baik  penerbangan domestik maupun penerbangan internasional.
Untuk Pelabuhan Internasional Bitung, direncanakan akan ditingkatkan statusnya sebagai Alternative International Hub Port.Demikian pula, akan ditingkatkan fasilitas dan infrastruktur pelabuhan, seperti pembangunan terminal kapal pesiar internasional untuk memperluas akses/jalur kapal pesiar internasional, pengembangan dermaga kapal dan peningkatan jumlah fasilitas-fasilitas lainnya seperti crane.

Tabel 2.35. Data Perkembangan Kepariwisataan Di Sulawesi Utara Tahun 2009 – 2013
	
No
	
U r a i a n
	Tahun

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	1
	Wisatawan Mancanegara
	51.977
	
	41.904
	50.008
	

	2
	Wisatawan Nusantara 
	1.529.973
	
	510.423
	521.247
	

	3
	Objek Wisata 
	547
	
	
	701
	

	4
	Travel Biro Perjalanan
	81
	
	
	130
	

	5
	Restoran/ Rumah Makan
	453
	
	
	
	

	6
	Diving Centre
	40
	
	
	53
	

	7
	Hotel Bintang
	28
	
	49
	30
	

	8
	Kamar Hotel Bintang
	2.250
	
	2850
	2389
	

	9
	Tingkat Hunian Kamar Hotel Bintang
	65,0%
	
	
	
	

	10
	Hotel Melati
	237
	
	281
	269
	

	11
	Kamar Hotel Melati
	3.362
	
	321
	3741
	

	12
	Rata-Rata Lama Menginap Tamu
	4 hari
	4 hari
	4 hari
	4 hari
	

	13
	Benda Cagar Budaya
	
	
	
	
	

	14
	Benda Bergerak
	2.810
	2810
	2810
	2810
	

	15
	Benda Tidak Bergerak
	57
	57
	57
	57
	

	16
	Juru Pelihara
	57
	57
	57
	57
	

	17
	Museum 
	1
	1
	1
	1
	

	18
	Organisasi Kesenian
	120
	120
	120
	120
	

	19
	Seniman
	310
	310
	310
	310
	

	20
	Jenis Kesenian
	149
	149
	149
	149
	


Sumber : BPS Sulawesi Utara, 2010
Dari segi keamanan, pengawasan dan kewaspadaan di Bandara Internasional Sam Ratulangi dan Pelabuhan Intenasional Bitung, telah tercipta situasi yang kondusif atas dukungan aparat keamanan.Hal ini ditunjukkan dengan pemberdayaan Polisi Pariwisata dalam bentuk kerjasama antara Kepolisian Daerah dengan manajemen Bandara Internasional Sam Ratulangi dan Pelabuhan Internasional Bitung yang berlangsung dengan baik.
Sulawesi utara telah ditetapkan sebagai satu dari lima daerah tujuan wisata dan satu dari 10 daerah yang dapat menyelenggarakan MICE. Objek-objek wisata yang cukup menarik diantaranya :
1. Wisata Bahari antara lain taman Laut Bunake, Pulau Siladen, Mantehage, Dan Hamparan Taman Laut Di Sangihe Talaud, dan Bolaang Mongondow.
2. Wisata alam antara lain Taman Nasional Dumoga Bone di Bolaang Mongondow, Cagar Alam Tangkoko Batu Angus di Bitung, Danau Tondok, Gunung Ambang di Bolaang Mongondow dan Sumaru Endo di Danau Tondano.
3. Wisata Peninggalan Sejarah Budaya Berupa Kuburan Tua/ Waruga Di Sawangan, Dan Gua Peninggalan  Jepang Di Kawangkoan.
4. Wisata religi antara lain Bukit Kasih Kanonang, Jalan Salib Tomohon Dan Bukit Doa Pinaling.
5. Wisata Pantai Antara Lain Pantai Tasik Ria, Pantai Kalasei, Pantai Hais, Pantai Kora-Kora, Pantai Tanjung Merah Di Minahasa, Pantai Molas Di Manado, Pantai Molosing Dan Labuman Uki Di Bolaang Mongondow.
6. Wisata Pemandian Air Panas Banyak Tersebar Di Minahasa Bagian Tengah Seperti Di Tondano, Remboken, Passo, Dan Langowan.
7. Wisata Tirta, Untuk Jenis Wisata Ini Dapat Dinikmati Pada Hampir Semua Sungai Dan Danau Yang Ada Di Daerah Ini, Seperti Danau Tondano Dan Das Tondano Serta Danau Moat Di Minahasa.
Selanjutnya, perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun di provinsi Sulawesi Utara dapat digambarkan melalui Tabel 2.36 berikut ini :
Tabel 2.36.  Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara 2010 -2013
	NO
	Capaian Pembangunan
	2010
	2011
	2012
	2013

	1
	Jumlah Grup Seni Musik 
	130
	135
	250
	

	2
	Jumlah Seni Tari.
	60
	100
	120
	

	3
	Jumlah teater/sastra
	25
	45
	60
	

	4
	Jumlah gedung Kesenian
	2
	2
	3
	

	5
	Jumlah Klub Olah Raga
	5
	8
	8
	

	6
	Jumlah Gedung Olah  Raga
	11
	15
	15
	



Karena tidak ada badan promosi pariwisata sehingga peran dan fungsi badan promosi yang ada di Dinas Kebudayaan dan  Pariwisata harus di mantapkan untuk bisa melaksanakan promosi pariwisa baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Promosi pariwisata  akan berhasil jika ditunjang dengan peningkatan dan pelaksanaan kualitas pelayanan industri pariwisata melalui penambahan akses penerbangan internasional , pembangunan terminal kapal pesiar internasional, pusat seni dan kebudayaan , pusat souvenir   khas Sulawesi Utara, pembenahan museum-museum, pusat informasi pariwisata dan meningkatkan kerja sama promosi pariwisata dengan provinsi-provinsi sekitar  serta ke manca Negara. Hal ini dilakukan untuk pengembangan Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia bagian timur. 
Untuk  kenyamanan pengunjung objek-objek wisata perlu dilakukan pembenahan sarana dan prasarana seperti tempat peristirahatan, wc umum, jalan menuju lokasi wisata  serta  sarana dan prasarana penunjang lainnya. Ruang terbuka umum untuk publik perlu adanya peningkatan serta pemeliharaan demi kenyamanan bagi masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas ruang terbuka untuk umum.
Upaya pemerintah Sulawesi Utara  melakukan pembinaan kebudayaan asli Sulawesi Utara diarahkan untuk mempertahankan dan melestarikan  kebudayaan asli warisan leluhur dengan berbagai cara diantaranya dengan  melakukan berbagai kegiatan seperti pesta budaya, festival seni, festival seni, lomba-lomba, karnaval, pameran dan pergelaran budaya,  penyuluhan kebudayaan, pelatihan kebudayaan, temukarya kebudayaan, penampilan nuansa budaya Minahasa, Sangihe dan Bolaang Mongondow  pada fasilitas  umum   milik pemerintah, swasta dan masyarakat, pemuatan materi kebudayaan lokal dalam kurikulummuatan lokal pada semua jenjang pendidikan dan kegiatan upaya pembinaan lainnya. 
Pada saat ini Pemerintah Daerah Sulawesi Utara melakukan pengembangan kebudayaan asli secara selektif melalui peningkatan kapasitas pusat-pusat kebudayaan, sanggar-sanggar kebudayaan.
Mendukung daya saing daerah, salah satu indikatornya yaitu ketersediaan Restoran. Sampai Tahun 2010, Restaurant atau Rumah Makan di Kota Manado dan sekitarnya berjumlah 453 (empat ratus lima puluh tiga) buah, dengan perincian Rumah makan berjumlah 253 buah yang terdiri dari klasifikasi A : 33 buah, klasifikasi B : 25 buah dan klasifikasi C : 195 buah. Sedangkan Restaurant berjumlah 200 yang terdiri dari klasifikasi A : 30 buah, klasifikasi B : 170 buah.
Selanjutnya dalam rangka mendukung daya saing daerah, maka ketersediaan penginapan/hotel sangat berpengaruh. Tabel 2.35 berikut ini menginformasikan rincian jumlah penginapan di Kota Manado dan sekitarnya yang berjumlah 258 buah. 

Tabel 2.37. Jumlah Hotel/Penginapan Kota Manado dan Sekitarnya
	No.
	Indikator
	Jumlah (Buah)
	Jumlah (Kamar)

	1. 
	Hotel Melati
	281
	3.221

	2. 
	Hotel Berbintang :
	49
	2.850

	3. 
	Bintang 5
	3
	354

	4. 
	Bintang 4
	9
	1336

	5. 
	Bintang 3
	7
	350

	6. 
	Bintang 2
	12
	166

	7. 
	Bintang 1
	18
	183


Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2012

Disamping itu, pelayanan untuk kepentingan umum yang representatif sangat dibutuhkan saat ini, untuk itu perlu peningkatan taman-taman rekreasi yang ada dan penambahan tempat- tempat rekreasi yang baru. Taman rekreasi yang ada saat ini (a.l. Bukit Kasih Kanonang, Golden Lake di Pomorow, Taman Kesatuan Bangsa), belum memadai dan belum memenuhi kebutuhan masyarakat  akan tempat-tempat rekreasi.

2.1.4.	Aspek Daya Saing Daerah
A.	Kemampuan Ekonomi Daerah
Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani. 
A.1.	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Angka konsumsi RT perkapita)
Berikut ini disajikan hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kemampuan ekonomi daerah. Hasil analisis konsumsi RT perkapita dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.38. Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Golongan Pengeluaran Per-Kapita Sebulan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2012
	
No
	
Kabupaten/Kota
	Pengeluaran Per Kapita Sebulan (Rp)

	
	
	Kurang 100.000
	100.000- 149.999
	150.000- 199.999
	200.000- 299.999
	300.000- 499.999
	500.000- 749.000
	750.000- 999.999
	1.000.000 atau lebih

	1
	Kab. Sangihe
	0,27
	4,02
	12,54
	27,47
	38,83
	13,54
	2,00
	1,06

	2
	Kab. Talaud
	0,27
	2,56
	8,87
	34,84
	38,67
	10,69
	2,97
	1,13

	3
	Kab. Sitaro
	-
	0,54
	8,12
	27,87
	38,83
	18,35
	3,63
	2,65

	4
	Kab. Bolmong
	-
	-
	5,53
	29,62
	50,02
	11,11
	2,90
	0,83

	5
	Kab. Bolmong Utara
	0,85
	2,62
	10,60
	36,07
	36,97
	10,08
	2,30
	0,51

	6
	Kab. Bolmong Selatan
	0,71
	3,49
	8,01
	29,02
	44,92
	9,82
	2,29
	1,74

	7
	Kab. Bolmong Timur
	-
	0,60
	3,85
	23,45
	49,83
	16,06
	4,39
	1,82

	8
	Kab. Minahasa
	0,67
	1,22
	6,41
	23,65
	42,34
	16,95
	4,35
	4,40

	9
	Kab. Minahasa Selatan
	-
	0,81
	3,63
	29,28
	44,81
	14,73
	3,98
	2,77

	10
	Kab. Minahasa Utara
	-
	-
	2,81
	28,92
	40,43
	16,95
	5,31
	5,59

	11
	Kab. Minahasa Tenggara
	-
	0,65
	6,37
	28,51
	43,22
	13,09
	4,02
	4,16

	12
	Kota Manado
	-
	-
	2,05
	10,53
	39,29
	25,25
	7,49
	15,39

	13
	Kota Bitung
	-
	1,06
	1,27
	11,53
	34,21
	27,51
	13,52
	10,90

	14
	Kota Tomohon
	-
	0,22
	1,41
	12,41
	35,58
	28,20
	10,88
	11,30

	15
	Kota Kotamobagu
	-
	0,34
	3,51
	23,57
	43,06
	16,78
	8,22
	4,51

	
	SULUT
	0,16
	0,90
	4,81
	22,79
	41,37
	18,06
	5,71
	6,20


Sumber : BPS. Sulut 2012
Selanjutnya hasil analisis konsumsi RT perkapita Sulawesi Utara  disajikan dalam Tabel 2.39 berikut:




Tabel 2.39. Angka Konsumsi RT perkapita Tahun 2008-2013 Provinsi Sulawesi Utara.
	No
	Uraian
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	1.
	Total Pengeluaran RT
	341.496
	385.041
	506.099
	617.669
	686.099
	

	2.
	Jumlah RT
	591.557
	610.124
	581.954
	603.553
	603.553
	

	
	Rasio (1./2.)
	58%
	63%
	87%
	1,02%
	1,12%
	


Sumber : BPS Sulut, 2012
2.1.5.1. 
A.2.	Nilai Tukar Petani (NTP)
NTP ditentukan oleh interaksi antara empat unsur harga yang terpisah, yaitu harga luaran pertanian, harga masukan pertanian, harga luaran sektor industri perkotaan (non pertanian) dan harga masukan sektor non-pertanian. Pemerintah dapat mempengaruhi keempat harga-harga diatas dengan tujuan yang sangat khusus. Kalau semua campur tangan pemerintah ini dikombinasikan, maka akan terbentuklah nilai tukar sektor pertanian/pedesaan terhadap sektor perkotaan atau industri. Oleh karena itu, nilai ini dapat dipakai sebagai petunjuk tentang keuntungan disektor pertanian dan kemampuan daya beli barang dan jasa dari pendapatan petani. Seandainya campur tangan pemerintah ini tidak ada, maka nilai tukar akan ditentukan oleh kekuatan pasar.
Kecenderungan rendahnya NTP akan dapat mengurangi insentif petani meningkatkan produktivitas pertanian secara optimal dalam jangka panjang. Kondisi demikian dapat mengurangi laju peningkatan produksi relatif terhadap laju peningkatan konsumsi dalam negeri, sehingga swasembada pangan terutama beras yang telah tercapai selama ini bisa terancam kelestariannya.
Nilai Tukar Petani  (NTP) merupakan salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan petani walaupun nilai ini belum dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya dari kesejahteraan petani. Oleh karena itu, NTP disebut sebagai salah satu indikator relatif yang menunjukkan tingkat kesejahteraan petani. NTP dihitung dengan cara membandingkan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani.
NTP ditentukan oleh interaksi antara empat unsur harga yang terpisah, yaitu harga luaran pertanian, harga masukan pertanian, harga luaran sektor industri perkotaan (non pertanian) dan harga masukan sektor non-pertanian. Pemerintah dapat mempengaruhi keempat harga-harga diatas dengan tujuan yang sangat khusus. Kalau semua campur tangan pemerintah ini dikombinasikan, maka akan terbentuklah nilai tukar sektor pertanian/pedesaan terhadap sektor perkotaan atau industri. Oleh karena itu, nilai ini dapat dipakai sebagai petunjuk tentang keuntungan disektor pertanian dan kemampuan daya beli barang dan jasa dari pendapatan petani. Seandainya campur tangan pemerintah ini tidak ada, maka nilai tukar akan ditentukan oleh kekuatan pasar.
Kecenderungan rendahnya NTP akan dapat mengurangi insentif petani meningkatkan produktivitas pertanian secara optimal dalam jangka panjang. Kondisi demikian dapat mengurangi laju peningkatan produksi relatif terhadap laju peningkatan konsumsi dalam negeri, sehingga swasembada pangan terutama beras yang telah tercapai selama ini bisa terancam kelestariannya.
Nilai Tukar Petani (dengan tahun dasar 2000) di Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2000 sampai Tahun 2011 menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun nilai yang dibayarkan petani dalam rangka melaksanakan kegiatan produksinya dengan nilai yang diterima petani semakin  menurun (berarti tingkat kesejahteraan petani Sulawesi Utara mengalami penurunan). Terjadinya penurunan nilai tukar petani sejak tahun 2005 disebabkan tingkat perubahan harga produk-produk non pertanian lebih cepat atau lebih tinggi dibandingkan dengan perubahan harga-harga produk pertanian khususnya tanaman pangan.
Dari kelima subsektor dalam perhitungan NTP, tahun 2011 nilai tertinggi didominasi oleh sub sektor tanaman perkebunan rakyat dan terendah adalah sub sektor perikanan. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Sulawesi Utara dari tahun 2007-2011 dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 2.40. Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2008 -2013 Provinsi Sulawesi Utara
	No
	U  r a i a n 
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	1.
	Indeks Yang Diterima Petani (lt)
	116.05
	121.21
	125.54
	133.90
	
	

	2.
	Indeks Yang Dibayar Petani (lb)
	114.33
	119.53
	123.94
	129.73
	
	

	
	NTP
	101.48
	101.41
	101.30
	103.22
	
	


Sumber:  BPS Sulut, 2012

B.	Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
Untuk menunjang kegiatan pembangunan di Sulawesi Utara, pengembangan infrastruktur seperti pengembangan pelabuhan Bitung menjadi pelabuhan Internasional Hub Port Bitung; pengembangan Bandara Internasional Sam Ratulangi; pembangunan jalan tol Manado-Bitung; pembangunan jalan lingkar Manado tahap II dan III; pembangunan Boulevard II; pembangunan jembatan Lembeh; pembangunan jalan lingkar Lembeh; pembangunan waduk multifungsi Sawangan/Kuwil dan pembangunan PLTP Lahendong V dan VI menjadi salah satu prioritas pembangunan.
Ketersediaan infrastruktur dasar dan fasilitas penunjang akan menjadi penggerak utama berkembangnya sektor riil di Sulawesi Utara dan provinsi sekitar lainnya di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Kemudahan untuk memproduksi barang dan melakukan ekspor langsung ke negara tujuan dari Bitung, akan dapat mengurangi biaya produksi dan transportasi sehingga pelaku sektor ril akan memiliki kemampuan untuk bersaing dengan produk yang sama dari provinsi lainnya di Kawasan Barat Indonesia (KBI). Kondisi seperti ini akan  menpercepat sektor ril di KTI dapat meningkatkan daya saing, dan secara makro akan dapat bersama-sama meningkatkan daya saing ekonomi nasional.
B.1.	Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Pertambahan dan perkembangan tata ruang wilayah Sulawesi Utara mengalami perubahan yang pesat dalam dasawarsa terakhir ini. Perkembangan kota, perkembangan desa, dan hubungan kota desa berlangsung secara interaktif dan saling menguntungkan. Kota-kota yang cepat perkembangannya, antara lain Manado, Bitung, Tomohon, Kotamobagu, dan Tahuna. Selain itu, ibukota kabupaten yang baru, antara lain seperti Amurang, Airmadidi, dan Melonguane juga semakin cepat ditata karena merupakan pusat-pusat pemerintahan.  Lengkapnya infrastruktur yang tersedia merupakan pendorong utama perkembangan daerah.
Perkembangan situasi dan kondisi selama 15 tahun sejak disusunnya Rencana Struktur Tata Ruang Provinsi (RSTRP) Daerah Tingkat I Sulawesi Utara sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 1991 tanggal 5 Desember Tahun 1991, telah memberikan perubahan yang signifikan terhadap kondisi pemanfaatan ruang saat ini.  Perubahan tersebut  terutama disebabkan oleh terbitnya UU Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pemekaran Provinsi Sulawesi Utara menjadi Provinsi Sulawesi Utara sebagai provinsi induk, dan Provinsi Gorontalo sebagai provinsi hasil pemekaran. Pada saat ini, revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Utara sedang dalam proses penetapan di Badan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Nasional. 
Adanya perubahan struktur tata ruang secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap struktur fungsi jaringan jalan pendukungnya. Perubahan ini selanjutnya berpengaruh terhadap pengelolaan/pembinaan jalan. Pasca pemekaran, jaringan jalan yang sebelumnya berperan sebagai jalan kolektor primer berubah menjadi jalan arteri primer. Begitu juga halnya jaringan jalan yang berfungsi sebagai jalan lokal primer menjadi jalan kolektor primer.
Perubahan wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Utara sebagai hasil pemekaran secara langsung akan mengubah luasan dari pola pemanfaatan ruang bagi setiap unsur pemanfaatan ruang. Salah satu perubahan pemanfaatan ruang yang paling mencolok adalah luasan pemanfaatan ruang untuk hutan lindung. Perubahan luasan ini terjadi sangat signifikan, mengingat rona daratan yang masuk ke wilayah Gorontalo pasca pemekaran didominasi oleh peruntukan hutan lindung. 
Pemanfaatan dan penanaman dengan tanaman-tanaman yang dapat berfungsi ganda dengan Rencana Pengembangan Kebun Raya Minahasa. Dengan memanfaatkan lahan-lahan yang tidak dimanfaatkan dan menanaminya dengan tanaman-tanaman yang dapat berfungsi ganda. Pengelolaan hutan yang tidak memiliki limitasi dalam suatu  wilayah menjadi kendala dalam kaitannya dengan kemampuan daya dukung wilayah yang sangat terbatas.
Berkurangnya lahan peruntukan hutan lindung ini selain akibat pemekaran, juga disebabkan oleh belum efektifnya RSTRP sebagai pengendali pemanfaatan ruang di mana beberapa lokasi telah mengalami alih fungsi lahan dari hutan lindung menjadi hutan produksi atau hutan konversi, dan bahkan berubah menjadi kegiatan bermukim atau permukiman.  Dengan demikian, RSTRP Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Utara Tahun 1991 telah ditinjau kembali dengan mengacu kepada Surat Edaran Menteri PU Nomor 19/SE/M/2008 dan Surat Edaran Dirjen PR Nomor 47/SE/Dr/2008 tentang Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan sekaligus sebagai upaya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 
Saat ini Provinsi Sulawesi Utara sedang dalam proses penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Tahun 2011 – 2013. Sebelumnya penataan ruang di Provinsi ini telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 1991 tentang Rencana Struktur Tata Ruang Provinsi (RSTRP) Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Utara. Selang tahun 1991 – 2010, pola penggunaan ruang di Provinsi Sulawesi Utara ada beberapa yang telah sesuai dengan Perda tersebut namun ada juga yang mengalami perubahan, untuk itu untuk penyesuain dengan kondisi terakhir maka sejak tahun 1995 telah dilakukan evaluasi Rencana Struktur Tata Ruang Provinsi Sulawesi Utara.
Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara juga saat ini sementara dalam proses penetapan Rancangan Perda Rencana Tata Ruang Wilayahnya masing-masing. Berikut ini kondisi status proses penetapan Rancangan Perda RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara (posisi 15 Oktober 2012)
-	Provinsi	:	sudah dibahas dalam Forum BKPRN 15 Maret 2012 dan sudah mendapat SK Menteri Pekerjaan Umum tentang persetujuan substansi Nomor : HK.01.03-Mn/212 tanggal 12 Mei 2011 dan sementara pembahasan dengan Pansus RTRW-DPRD Provinsi Sulawesi Utara.
-	Kab. Talaud	:	Sudah mendapat Surat Persetujuan Substansi Menteri Pekerjaan Umum No. HK.01.03-Dr/424 tanggal 23 September 2011 dan proses evaluasi oleh Gubernur.
-	Kab. Sangihe	:	Sudah rapat pembahasan BKPRN tanggal 29 Desember 2011, dan sudah mendapat SK Menteri Pekerjaan Umum tentang Persetujuan Substansi No. HK.01.03-Dr/290 tanggal 31 Mei 2012.
-	Kab. Sitaro	:	Sudah mendapat Surat persetujuan Substansi Menteri Pekerjaan Umum No. HK.01.03-Dr/1008 tanggal 30 Desember 2011 dan proses evaluasi oleh Gubernur.
-	Kab. Bolmong	:	Sudarh mendapat SK Menteri Pekerjaan Umum tentang Persetujuan Substansi No. HK.01.03-Dr/665 tanggal 8  Desember 2011, dan proses evaluasi oleh Gubernur.
-	Kab. Bolmong Utara	:	Sudah mendapat SK Menteri Pekerjaan Umum tentang Persetujuan Substansi No. HK 01.03-Dr/689 tanggal 20 Desember 2011 dan proses evaluasi oleh Gubernur.
-	Kab. Bolmong Selatan	: 	Sudah mendapat SK Menteri Pekerjaan Umum tentang Persetujuan Substansi No. HK 01.03-Dr/13 tanggal 4 Januari 2012 dan proses evaluasi oleh Gubernur.
-	Kab. Bolmong Timur	:	Sudah rapat pembahasan di BKPRN tanggal 28 November 2011 dan sudah proses mendapat Surat Persetujuan Substansi Menteri Pekerjaan Umum tentang Persetujuan Substansi No. HK 01.02-Dr/327  tanggal 28 Juni 2012.
-	Kab. Minahasa Utara	:	Sudah mendapat Surat Persetujuan Substansi Menteri Pekerjaan Umum No. HK.01.02/Dr-242 tanggal 23 Mei 2011, dan proses evaluasi oleh Gubernur.
-	Kab. Minahasa	:	Sudah mendapat Surat Persetujuan Substansi Menteri Pekerjaan Umum No. HK.01.03-Dr/66 tanggal  9 Januari 2012, dan proses evaluasi oleh Gubernur.
-	Kab. Minahasa Selatan	:	Sudah mendapat Surat Persetujuan Substansi Menteri Pekerjaan Umum No. HK.01.03-Dr/22 tanggal  5 Januari 2012, dan masih proses di DPRD Kabupaten.
-	Kab. Minahasa Tenggara	:	Sudah mendapat Surat Persetujuan Substansi Menteri Pekerjaan Umum No. HK.01.03-Dr/669 tanggal 19 Desember 2011, dan proses evaluasi oleh Gubernur.
-	Kota Bitung	:	Sudah mendapat SK Menteri Pekerjaan Umum tentang Persetujuan Substansi No. HK.01.03-Dr/68 tanggal 12 Januari 2012 dan proses evaluasi oleh Gubernur.
-	Kota Kotamobagu	:	Sudah mendapat SK Menteri Pekerjaan Umum tentang Persetujuan Substansi No. HK.01.03-Dr/1001 tanggal 30 Desember 2012 dan masih proses di DPRD Kota.
-	Kota Manado	:	Sudah mendapat SK Menteri Pekerjaan Umum tentang Persetujuan Substansi No. HK.01.03-Dr/183 tanggal 6 Maret 2012, dan proses evaluasi oleh Gubernur.
-	Kota Tomohon	:	Sudah mendapat SK Menteri Pekerjaan Umum tentang Persetujuan Substansi No. HK.01.03-Dr/149 tanggal 22 Februari 2012 dan masih proses di DPRD Kota.

B.2.	Luas Wilayah Produktif
Dengan adanya perubahan fungsi lahan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Utara maka luas wilayah produktifnya juga mengalami perubahan. Dalam Rancangan RTRW Provinsi Sulawesi Utara yang sementara dalam proses penetapan disebutkan bahwa luas lahan basah/sawah adalah 56.846 ha (existing) dengan proyeksi 20 tahun ke depan menjadi 64.000 ha (extensifikasi/kembali ke luas tahun 1995); luas lahan sawah irigasi/sawah lindung sebesar 41.222 ha (menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan/UU No. 41 Tahun 2009) dan luas lahan pertanian lahan kering seluas 341.000 ha. 
Kawasan peruntukan tanaman pangan tersebar di seluruh wilayah provinsi dengan luas 55.567 ha tersebar di Dumoga, Lolayan, Lolak (Kab. Bolmong); Bintauna, Bolangitang (Kab. Bolmong Utara); Dimembe (Kab. Minahasa Utara); Tondano (Kab. Minahasa); Tumpaan (Kab. Minahasa Selatan); serta seluruh kabupaten/kota yang memiliki lahan berpotensi untuk pengembangan budidaya tanaman pangan.
Untuk kawasan dengan peruntukan tanaman hortikultura meliputi : tanaman sayur-sayuran jenis dataran tinggi (kubis, wortel, kentang, buncis, bawang daun) di Kabupaten Minahasa Selatan, Kota Tomohon, dan datarang tinggi di Kabupaten Bolmong; tanaman rambutan dikembangkan di Kabupaten Minahasa Selatan dan Minahasa Utara; tanaman buah salak dikembangkan di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) dan Kabupaten Minahasa Tenggara; dan budidaya tanaman mangga , duku, langsat, durian dan pisang dikembangkan di Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Bolmong dan Kabupaten Bolmong Utara; budidaya tanaman semangka dikembangkan di Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Minahasa Tenggara; budidaya tanaman nenas dikembangkan di Kabupaten Bolmong dan Kabupaten Minahasa Selatan dan budidaya tanaman matoa dikembangkan di wilayah Kabupaten Bolmong, Bolmong Selatan, Bolmong Timur dan Bolmong Utara. 
Selanjutnya pengembangan kawasan peruntukan pertanian berupa Kawasan Agropolitan di wilayah Klabat Kabupaten Minahasa Utara, Kawasan Agropolitan Rurukan di Tomohon, Kawasan Agropolitan Pakakaan di Minahasa, Kawasan Agropolitan Modoinding di Minahasa Selatan, Kawasan Agropolitan Dumoga di Bolmong, Kawasan Agropolitan Dagho di Sangihe, Kawasan Agropolitan Siau di Sitaro dan Kawasan Agropilitan Tombatu di Minahasa Tenggara.
Selanjutnya luas kawasan perkebunan adalah 465.645 ha (existing) dan jika dikurangi dengan luas lahan kering maka luas kawasan perkebunan adalah 124.641 ha. Pengenbangan komoditi berbasis Kawasan Komoditi Unggulan Provinsi Sulawesi Utara terbagi atas : 
-	Cengkeh	:	Kab. Minahasa, Kab. Minahasa Selatan, Kab. Minahasa Tenggara, Kab. Bolmong Timur dan Kab. Bolmong Selatan.
-	Kelapa	:	Kab. Minahasa Utara, Kab. Minahasa, Kab. Minahasa Selatan, Kab. Minahasa Tenggara, Kab. Bolmong Utara, Kab. Bolmong.
-	Kakao	:	seluruh Kabupaten di Bolmong
-	Pala	:	Kab. Sitaro, Kab. Sangihe dan Kab. Talaud
Kawasan budidaya perikanan dikembangkan menurut komoditas tersebar pada Kab. Minahasa Utara dengan rumput laut; Kab. Sitaro dan Kab. Minahasa dengan budidaya ikan air asin, Kab. Bomong, Kab. Minahasa Kota Kotamobagu dan Kota Tomohon dengan budiaya air tawar, khusus Kab. Minahasa juga dikembangkan budidaya ikan air payau.

C.	Iklim Berinvestasi
C.1.	Angka Kriminalitas
Jika dilihat dari faktor keamanan dan ketentraman masyarakat Sulawesi Utara pada dasarnya daerah ini merupakan daerah yang aman dan nyaman dengan kondisi masyarakat yang beragam baik dari factor suku, agama dan ras. Organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat yang terdaftar di Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Undang-Undang Ormas Nomor 8 Tahun 1985, dan  Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 1986, sampai Tahun 2010 tercatat sebanyak 40 (empatpuluh) organisasi masyarakat, 34 Lembaga Swadaya Masyarakat, 6 organisasi keagamaan meskipun yang aktif tercatat hanya 20 organisasi masyarakat yang aktif, 12 lembaga swadaya masyaraklat dan 6 organisasi keagamaan. 
Untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Sulawesi Utara, dibentuk berdasarkan SKGubernur Sulawesi Utara nomor 317 Tahun 2007.Sebagai penjabaran dari Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Meskipun demikian harus diakui bahwa Sulawesi Utara memiliki beberapa daerah rawan konflik  di Provinsi Sulawesi Utara yaitu:
1. Kota Manado;  Kecamatan Tikala dan Kecamatan Taas
2. Kota Bitung; Desa Manembo-Nembo Tengah, Pinasungkulan, dan Kelurahan Tendeki 
3. Kota Kotamobagu; Kecamatan Kotamobagu Selatan  Desa  Kopandakan  I
4. Kabupaten Bolang Mongondow; Kecamatan. Dumoga Barat dan Kecamatan Dumoga Timur.
5. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; Kecamatan Pinogaluman  (Pulau Bongkil).
6. Kabupaten Minahasa; Desa Tikela Kecamatan Tombuluan dan Desa Pineleng, Kecamatan Pineleng.
7. Kabupaten Minahasa Utara; Kecamatan Likupang dan Kecamatan  Dimembe.
8. Kabupaten Minahasa Tenggara; Kecamatan Ratahan dan Kecamatan Ratatotok. 
9. Kabupaten Minahasa Selatan; Kecamatan Tompaso Baru 
10. Kabupaten Sangihe; Kecamatan Nusa Tabukan.
Dalam upaya membangun kerjasama antara masyarakat, aparat keamanan dan pemerintah maka dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2006 dan SK Gubernur Sulawesi Utara Nomor 34 Tahun 2008. Komunitas Intelejen Daerah (Kominda) Provinsi Sulawesi Utara  Dibentuk Berdasarkan Permendagri Nomor 11 Tahun 2006  dan SK Gubernur Nomor 283 Tahun 2008, sementara Komunitas Intelijen Daerah  (Kominda)  Daerah Kab/Kota Dibentuk Berdasarkan Permendagri Nomor 11 Tahun 2006 Dan Sk Bupati/Walikota Setempat. 
Mewujudkan  kedaulatan wilayah nasional yang ditandai dengan kejelasan dan ketegasan batas-batas wilayah negara, Menurunnya kegiatan ilegal dan terpeliharanya lingkungan hidup di kawasan perbatasan. Salah satu keterisolasian daerah perbatasan  selain dari aspek sarana dan prasarana terutama transportasi darat,laut dan udara adalah  infrastruktur telekomunikasi  dan energi 
Sepanjang Tahun 2010 terjadi 27 kasus unjuk rasa yang mendapat di Provinsi Sulawesi Utara. Perkelahian antar kampung terjadi 4 kali di Kabupaten Bolmong (Lokasi Pertambangan Toraut Dumoga Barat; Perbatasan Desa Toruakat dan Desa Pusian (2 Kali); perbatasan desa Pontodon dan desa Pongian). Bencana tanah longsor dan banjir terjadi di beberapa daerah antara lain di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kota Manado dan beberapa daerah lainnya, serta letusan gunung berapi di Kabupaten Sitaro (gunung Karangetang).
Kasus peredaran minuman keras dan narkotika sepanjang Tahun 2010 terjadi 46 kasus di Kota Manado, 53 kasus di Kota Bitung, 28 Kasus di Kota Tomohon, 71 kasus di Kabupaten Minahasa, 50 kasus di Kabupaten Minahasa Tenggara, 51 kasus di Kabupaten Minahasa Selatan, 58 kasus di Kabupaten Minahasa Utara, 15 Kasus di Kabupaten Sangihe dan 16 kasus di Kabupaten Siau, Tagulandang, dan Biaro, Kabupaten Talaud sebanyak 3 kasus dan Kabupaten Bolaang Mongondow Raya sebanyak 113 kasus. Sementara itu untuk kasus praktek prostitusi yang tertangani sebanyak 2 (dua) kasus di Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Selatan sebanyak 1 kasus.
Angka kriminalitas yang tertangani sepanjang Tahun 2010 untuk kasus premanisme di Kota Manado sebanyak 55 kasus, di Kota Bitung sebanyak 11 kasus, Kabupaten Minahasa sebanyak 3 kasus, Kabupaten Minahasa Selatan sebanyak 4 kasus, Kabupaten Minahasa Utara sebanyak 3 kasus, Kabupaten Sangihe dan Sitaro sebanyak 4 kasus dan Kabupaten Bolaang Mongondow Raya sebanyak 11 kasus. 

Tabel 2.41. Jumlah Kriminalitas Provinsi Sulawesi Utara, 2008 - 2011
	Jenis Kriminalitas
	2008
	2009
	2010
	2011

	Kasus narkoba
	531
	501
	400
	688

	Kasus pembunuhan
	7
	62
	49
	62

	Kejahatan seksual (Cabul,zinah,kasa,sopan).
	391
	635
	612
	662

	Kasus penganiyaan
	2152
	3886
	2668
	3022

	Kasus pencurian
	1174
	2287
	2466
	2883

	Kasus penipuan
	793
	1102
	1217
	1385

	Kasus pemalsuan uang
	0
	4
	5
	6

	Tindak kriminal selama 1 tahun
	9524
	15265
	11174
	134.544


Sumber: Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, 2011

Masalah yang cukup signifikan menjadi pemicu berbagai kasus kriminalitas adalah persoalan dan kekisruhan menyangkut ganti rugi tanah; pencurian dengan kekerasan; aksi traficing; belum seimbangnya antara lapangan kerja dengan tenaga kerja; pengangguran dan kemiskinan; miss interpretasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi; berbagai penyakit masyarakat (minuman keras, narkoba, perkosaan, pencurian, dll) disamping adanya peningkatan suhu politik masyarakat yang terpengaruh terhadap kegiatan LSM tertentu mengekspresikan melalui aksi unjuk rasa/demonstrasi, dengan dalih memperjuangkan HAM, demokrasi, ketentraman, dan supremasi hukum. 
Tabel 2.42.  Angka Demonstrasi Provinsi Sulawesi Utara, 2008 - 2012
	NO
	Penyebab
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Kasus demo per tahun
	115
	148
	82
	112
	110

	2
	Konflik dengan isu SARA
	2
	2
	1
	3
	2

	3
	Kasus konflik antar wilayah
	1
	0
	1
	3
	1

	4
	Perselisihan batas wilayah (antar kabupaten/antar kecamatan/antar desa)
	6
	5
	2
	4
	3








Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulut, 2012
C.2.	Peraturan Daerah Sulawesi Utara Tahun 2012
Salah satu gfaktor penentu berkembangnya iklim investasi di suatu wilayah adalah ketersediaan Peraturan Daerah dalam rangka menun jang iklim berinvestasi. Sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah “peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah”.

Tabel 2.43. Jumlah Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD dan Pimpinan DPRD 2010-2013
	NO
	Perda/Keputusan
	2010
	2011
	2012
	2013

	1
	Peraturan Daerah Non APBD
	0
	7
	9
	2

	2
	Peraturan Daerah APBD
	3
	3
	3
	3

	3
	Keputusan DPRD
	20
	25
	30
	23

	4
	Keputusan Pimpinan DPRD
	6
	11
	15
	7






SumSusumber: Sekretariat DPRD Prov. Sulut tahun 2013.
	
Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun dari Bupati. Apabila dalam satu kali masa sidang Bupati dan DPRD menyampaikan rancangan Perda dengan materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati dipergunakan sebagai bahan persandingan. Program penyusunan Perda dilakukan dalam satu Program Legislasi Daerah, sehingga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih dalam penyiapan satu materi Perda. DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menetapkan Perda harus mempertimbangkan keunggulan lokal /daerah, sehingga mempunyai daya saing dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerahnya.
Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun dari Bupati. Apabila dalam satu kali masa sidang Bupati dan DPRD menyampaikan rancangan Perda dengan materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati dipergunakan sebagai bahan persandingan. 
Program penyusunan Perda dilakukan dalam satu Program Legislasi Daerah, sehingga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih dalam penyiapan satu materi Perda. DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menetapkan Perda harus mempertimbangkan keunggulan lokal /daerah, sehingga mempunyai daya saing dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerahnya.
Selain sejumlah peraturan daerah, keputusan DPRD dan keputusan pimpinan DPRD, Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara wajib memfasilitasi pelayanan aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat yang dimaksud disini adalah delegasi unjuk rasa, surat pengaduan masyarakat dan hasil temuan lapangan DPRD.  Pada tahun 2010 sebanyak tujuh aspirasi dari 10 aspirasi masyarakat yang diterima. Pada tahun 2011, dari 12 aspirasi yang masuk ke sekretariat DPRD, sebanyak 6 aspirasi telah ditindak lanjuti.
D.	Sumber Daya Manusia
D.1.	Angka Pendidikan yang ditamatkan
Angka partisipasi sekolah menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan menunjukkan bahwa pada tahun 2005, anak didik pada tingkat sekolah dasar yang menamatkan pendidikan dasarnya adalah sebanyak 99,66% yang kemudian meningkat pada tahun 2009 menjadi sebanyakl 99,77%. Artinya pada tahun 2009 ada anak didik SD sebesar 0,23 yang putus sekolah atau tidak tamat SD. 
Di tingkat SMP, pada tahun 2005 jumlah siswa yang menamatkan tingkat pendidikan SMP sebanyak 98,23% dan pada tahun 2009 menjadi 99,43%. Artinya masih ada 0,57 % siswa SMP yang tidak tamat SMP. Untuk tingkat SMA,tahun 2005 tercatat sebanyak 97,96% yang menamatkan tingkat pendidikan SMA. Hal ini berarti masih ada 2,04% siswa yang tidak menamatkan pendidikan SMA sedangkan Tahun 2009 jumlah siswa yang mampu menamatkan pendidikan SMA sebanyak 98,99%, dan masih ada 1,01% yang tidak dapat menamatkan tingkat pendidikan SMA. 
Peningkatan akses pendidikan tidak hanya dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal tetapi juga dilaksanakan melalui jalur pendidikan non formal. Wujud konkritnya adalah penuntasan buta aksara melalui jalur formal maupun informal. Selaras dengan kebijakan pendidikan nasional maka pemerintah Sulawesi Utara melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, pemberian bantuan kepada siswa sekolah, pemberian beasiswa, pemberian dana bantuan operasional sekolah rintisan wajar 12 tahun, serta merehabilitasi gedung sekolah.

D.2.	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Telepon, Telepon Seluler dan Internet
Merebut sebagian potensi pasar dan perdagangan dunia di Asia Timur dan Pacific, kualitas SDM dan penguasaan teknologi menjadi syarat mutlak harus dilakukan oleh pemerintah nasional dan daerah berkerja sama dengan perguruan tinggi yang berada di daerah. Infrastruktur listrik dan telekomunikasi harus ditetapkan menjadi prioritas strategis nasional untuk mendapatkan sebagian potensi pasar global.



[image: ]
	Sumber: Public Expenditure Analysis, 2010
Gambar 2.18. 	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Telepon, Telepon Seluler, dan Internet Sulawesi Utara Tahun 2010

Penggunaan alat komunikasi, seperti telepon rumah, telepon seluler, dan akses internet di masing-masing kabupaten dan kota cukup bervariasi. Sebagian besar masyarakat memiliki dan menggunakan telepon seluler dibandingkan telepon rumah. Untuk penggunaan internet baru sebagian pada masyarakat Kota Manado dan Kota Tomohon.

2.2. 	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2013 dan Realisasi RPJMD

[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Tahun 2013 adalah momentum untuk merefleksikan pelaksanaan pembangunan daerah ditengah perjalanan pemerintahan yang mendasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sulawesi Utara 2011-2015. Evaluasi capaian pembangunan per tahun menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah untuk memonitoring dan mengendalikan kearah sesuai RPJMD yang disusun. Pentingnya monitoring bertujuan untuk mensinkronkan seluruh rencana pembangunan baik horizontal antar SKPD Provinsi melalui Renstra dan Renja-nya, demikian juga secara vertikal bagi RKPD kabupaten dan kota. 
Pada sisi lain evaluasi juga dimaksudkan untuk memperhatikan realisasi pencapaian berdasarkan indikator yang disusun dan disepakati. Secara khusus paruh pertama RPJMD Sulawesi Utara adalah untuk memperhatikan capaian penuh tahun 2011 dan 2012, dimana pada awal 2013 telah genap paruh pertama RPJMD.
Sinkronisasi pembangunan juga diperlukan untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan dengan RPJM Nasional serta dengan berbagai strategi yang tertuang dalam RPJP Nasional dan MP3EI. Berkaitan dengan sinkronisasi ini maka prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKPD Provinsi dan Kabupaten Kota, harus mampu dikaitkan dengan prioritas pembangunan nasional. Disamping itu,Sulawesi Utara mengakhiri paruh pertama RPJMD 2011-2015, harus menyesuaikan dengan Master Plan ASEAN Connectivity. Master Plan tersebut memberikan makna penting bagi percepatan pembangunan ekonomi Sulawesi Utara setelah Pelabuhan Bitung menjadi jalur laut penting dari dan ke Negara ASEAN lainnya. Jika dikaitkan dengan MP3EI maka kebijakan tersebut sangat bersinergi dalam memantapkan Sulawesi Utara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia bagian Utara. 
Provinsi Sulawesi Utara semakin memiliki makna dalam NKRI dengan eksistensinya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi juga didukung dengan fakta kesejahteraan ekonomi yang relatif lebih baik dibanding provinsi tetangga. Walaupun memiliki luas geografis terkecil, namun PDRB/kapita relatif masih lebih tinggi yakni sekitar 18,28 juta Rupiah/tahun 2011; sedangkan Gorontalo hanya sekitar 8,80 juta Rupiah/tahun, Provinsi Maluku sekitar 6,24 juta Rupiah/tahun, dan Provinsi Sulawesi Tengah sekitar 16,35 juta Rupiah/tahun. PDRB/Kapita menjadi ukuran kapasitas kemampuan rata-rata masyarakat yang merupakan ukuran inti dari tingkat kesejahteraan ekonomi. 
Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara sejak 2008 sampai dengan 2012 mengalami perkembangan yang menggembirakan yakni di atas 7 %; dan khususnya pada 2012 mengalami pertumbuhan hampir 8 %. Pertumbuhan sepanjang lima tahun terakhir ini lebih besar dari pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut diprediksi akan terus meningkat di waktu mendatang, mengingat berbagai infrastruktur dalam kategori mega sedang dipersiapkan untuk dibangun. Investasi sebagai faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi akan terjadi spill over, dimana akan semakin membesar di masa mendatang, dengan asumsi jika perekonomian global akan membaik dan tingkat perkembangan perekonomian nasional dapat terus dipertahankan. 

Tabel 2.44. Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara 2008-2013 (%)
	Triwulan
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Q1
	6,96
	7,45
	6,75
	7,07
	7,46
	

	Q2
	7,19
	8,31
	6,80
	6,77
	7,42
	

	Q3
	7,88
	2,63
	7,04
	7,24
	8,21
	

	Q4
	8,06
	7,96
	7,70
	8,30
	8,37
	

	Pertumbuhan Ekonomi
	7,52
	7,84
	7,07
	7,39
	7,86
	


Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara, 2013

Kinerja perekonomian Sulawesi Utara yang baik tersebut didukung oleh kinerja perbankan yang terus menunjukkan perkembangan signifikan. Tabel 2.45 memperlihatkan beberapa indikator utama perbankan yang terus berkembang dan terpelihara dengan baik. Kinerja perbankan memperlihatkan perkembangan yang baik sebagaimana tercermin dari meningkatnya fungsi intermediasi perbankan serta terjaga resiko kredit. Beberapa aspek yang mencerminkan stabilitas system perbankan seperti aspek resiko kredit, resiko likuiditas, resiko pasar dan indikator lainnya relatif terkendali. Non performing Loans (NPLs) relatif terjaga berada pada nilai dibawah batas ketentuan BI yaitu dibawah 5 %. 

Tabel 2.45. Perkembangan Indikator Perbankan di Sulawesi Utara 2011-2013
	No
	Komponen
	2011
	2012
	2013

	
	
	Q1
	Q2
	Q3
	Q4
	Q1
	Q2
	Q3
	Q4
	Q1
	Q2
	Q3
	Q4

	1

	Total Aset (triliun Rupiah)
	18,24
	19,47
	20,46
	21,24
	22,11
	25,05
	28,84
	25,12
	
	
	
	

	
	Tumbuh  Y.O.Y (%)
	23,40
	22,33
	22,32
	21,16
	21,22
	23,55
	21,40
	18,25
	
	
	
	

	2
	DPK (milyar Rupiah)
	11,80
	12,60
	13,30
	14,14
	14,58
	15,37
	15.55
	16.09
	
	
	
	

	
	Tumbuh Y.O.Y (%)
	18,53
	18,83
	19,66
	23,71
	23,58
	21,95
	16,95
	13,81
	
	
	
	

	3
	KreditOutstanding (milyar Rupiah)
	13,40
	14,40
	15,11
	15,90
	16,18
	17,51
	18.44
	19,42
	
	
	
	

	
	Tumbuh Y.O.Y (%)
	23,28
	23,83
	24,65
	23,14
	20,75
	21,45
	22,10
	22,19
	
	
	
	

	4
	LDR (%)
	113,56
	114,30
	113,60
	112,43
	110,96
	113,92
	118,60
	120,71
	
	
	
	

	5
	NPLs (%)
	3,74
	3,64
	3,46
	2,66
	2,66
	2,61
	2,57
	1,99
	
	
	
	


Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara 2013

Kinerja tersebut didukung dengan keberadaan kantor bank yakni terdiri dari 25 bank umum konvensional, 3 bank umum syariah, dan 17 bank perkreditan rakyat (BPR). Berdasarkan jaringan kantornya, bank umum konvensional memiliki 250 kantor, bank umum syariah 13 kantor, dan BPR memiliki 48 kantor. 
Dalam MP3EI memberikan makna penting bagi Provinsi Sulawesi Utara untuk berperan aktif dalam menggerakkan koridor Sulawesi yang berorientasi pada pengembangan sektor pertanian termasuk agroindustri. Sektor pertanian dalam arti luas meliputi: tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Tanaman pangan Sulawesi Utara berpotensi untuk pengembangan padi dan poalawija serta hortikultura. Pada sub-sektor perkebunan masih berpeluang untuk mengembangkan komoditi kelapa, pala, cengkeh dan lainnya. Bagi sub-sektor peternakan masih berpeluang untuk  pengembangan ternak unggas dan ternak besar seperti Sapi, Babi, dan lainnya. Adapun sub-sektor perikanan masih sangat berpotensi untuk perikanan darat (kolam, sungai, danau) dan perikanan laut (tangkap dan budidaya); sedangkan sub-sektor kehutanan masih berpotensi untuk hutan tanaman industry dan pengembangan suaka alam serta pemantapan fungsi hutan lainnya. 
Potensi pengembangan sektor pertanian tersebut sangat didukung oleh sumberdaya alam terutama air dan kesuburan tanah. Sumberdaya air yang mendukung pertanian tercermin pada keberadaan sungai, danau, air tanah; secara khusus untuk luas pantai dan laut menopang potensi pengembangan ikan dan hasil laut lainnya. Struktur tanah yang subur tidak terlepas dari kondisi tanah pertanian yang di-supply berkelanjutan oleh vulkanic gunung berapi. 
Berkaitan dengan potensi pengembangan sektor pertanian tersebut, maka telah dimaknai pengembangan usaha hilirnya yakni agroindustri yang salah satu implementasinya terjabar pada upaya menciptakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Merah Bitung. Sampai saat ini KEK telah memasuki tahap akhir kajian yang diharapkan dapat ditetapkan dalam waktu dekat. Keseriusan pemerintah daerah tampak dari upaya menghubungkan pengembangan infrastruktur yang mendukung pengembangan KEK tersebut, seperti: pembangunan jalan Tol Manado-Bitung, upaya mengembangkan pelabuhan internasional Bitung, persiapan pembangunan bendungan, Infrastruktur penunjang lain seperti listrik, air baku, komunikasi, TPA, jalan penghubung ke daerah kabupaten/kota lainnya, terus diupayakan melalui koordinasi dengan pihak terkait baik antar institusi pemerintah (daerah dan nasional) serta badan usaha milik Negara dan daerah, serta lainnya yang terkait. 
Pentingnya evaluasi pelaksanaan paruh pertama RPJMD Provinsi Sulawesi Utara menjadi penting mengingat dokumen ini juga menjadi panduan penting bagi RPJMD Kabupaten dan Kota. Sesuai dengan ketentuan Permendagri nomor 54 tahun 2010 bahwa provinsi harus memberikan pemantauan terhadap RKPD Kabupaten dan Kota supaya tidak bertentangan dengan RPJMD Provinsi. Pada evaluasi paruh pertama ini, maka perlu diamati perkembangan capaian dari setiap indikator yang ditetapkan. Indikator-indikator dalam RPJMD tersebut pada prinsipnya adalah agregasi dari Indikator-indikator RPJMD Kabupaten dan Kota; yang seterusnya menjadi masukan penting dalam menghitung indikator RPJMN. 
Tahun 2013 juga secara nasional menjadi tahun politik yang akan memberikan pengaruh terhadap kebijakan di tingkat nasional dan sekaligus memberikan dampak bagi daerah. Tahun politik tersebut berdampak di daerah karena implikasinyaakan nyata di daerah; disamping itu di daerah Sulawesi Utara juga akan mengalami tambahan kondisi pada dinamika politik sebagai konsekuensi dari sekitar 5 Kabupaten dan Kota yang akan melaksanakan Pilkada. 
Perencanaan yang diikuti dengan penganggaran harus disikapi secara kritis dalam setiap proses agar bebas dari kepentingan-kepentingan politik; dimana salah satu faktor penting adalah memantapkan arah dan kebijakan serta strategi pembangunan kepada RPJMN untuk nasional dan RPJMD untuk daerah. Dengan demikian RPJMD Sulawesi Utara menjadi salah satu dokumen pokok dalam patokan dari setiap menyerapaspirasi yang terus berkembang, serta dalam melakukan keputusan bagi program dan kegiatan yang diikuti dengan penganggaran. 

Adapun maksud dan tujuan evaluasi paruh pertama RPJMD Sulawesi Utara 2011-2015 adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengamati perkembangan realisasi program dan kegiatan berdasarkan agenda sesuai Visi dan Misi RPJMD
2. Untuk mengamati besarnya capaian indikator RPJMD berdasarkan target tahun 2011 dan 2012.
Adapun manfaat melakukan evakuasi adalah :
1. Untuk memberikan masukan bagi upaya pencapaian target akhir RPJMD
2. Untuk memberikan masukan terhadap revisi RPJMD dalam rangka rasionalisasi target 



2.2.1. Evaluasi Umum Berdasarkan Agenda Pembangunan Daerah

Dalam kepemimpinan dari Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2010-2015 telah merumuskan Visi Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara adalah “MENUJU SULAWESI UTARA YANG BERBUDAYA, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA”. Melalui visi ini diharapkan seluruh stakeholder boleh bekerjasama mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk meningkatkan dan mewujudkan seluruh masyarakat Sulawesi Utara lebih sejahtera. 
Visi tersebut memiliki 3 (tiga) kalimat kunci yang sekaligus menjadi agenda lima tahun kepemimpinan daerah dalam mewujudkan Rakyat Sulawesi Utara yang Berbudaya, Berdaya Saing, dan Sejahtera. Agenda pertama, “Rakyat Sulawesi Utara yang Berbudaya” adalah terwujudnya masyarakat yang tetap memegang teguh kearifan lokal dengan prinsip Sitou Timou Tumou Tou yang tercermin dalam budaya mapalus, mapaluse, dan moposat. Masyarakat Sulawesi Utara memiliki karakter yang mampu menerima dan mengadopsi budaya modern yang konstruktif, agamais, berkeadilan serta berkepribadian/berjatidiri yang dinamis, kreatif, inovatif, disiplin, berdaya tahan, dan mampu ikut mewarnai proses globalisasi. Agenda kedua,“Rakyat Sulawesi Utara yang Berdaya Saing” adalah terwujudnya seluruh masyarakat yang sehat, cerdas untuk menjadi unggul di segala bidang, serta mampu berperan dalam pembangunan nasional maupun internasional. Agenda ketiga, “Rakyat Sulawesi Utara yang Sejahtera” adalah merupakan refleksi dari berkurangnya masyarakat miskin, meningkatnya pendapatan, dan daya beli masyarakat, terpenuhinya sarana dan prasarana dasar pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. 
1. 	Agenda pertama “Rakyat Sulawesi Utara yang Berbudaya” menampilkan dua misi, yakni: 
a. (Misi 1) Menegakkan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, keadilan, dan hak asasi manusia dan kesetaraan gender serta memantapkan landasan etik dan moral untuk mewujudkan kondisi aman, damai, nyaman, tertib, dan disiplin.
Melalui misi ini, maka beberapa fakta menunjukkan, yakni: pertama, demokrasi telah diterapkan dalam proses dan mekanisme pemilihan kepemimpinan daerah mulai dari provinsi sampai dengan kabupaten dan kota. Paruh pertama RPJMD 2011-2015 pelaksanaan Pilkada di Kota Bitung dan Kabupaten Kepulauan Sangihe terlaksana dengan baik. Kedua, Dalam proses perencanaan pembangunan telah diupayakan mengikuti system dan prosedur serta mekanisme yang berlaku sebagaimana yang diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan; dimana prinsip demokrasi tergambar dalam pelaksanaan musrenbang dan pembahasan antara legislative dan eksekutif sampai APBD ditetapkan. Ketiga, Proses perencanaan dan penganggaran dalam rangka penyusunan APBD induk dan perubahan serta pertanggungjawabannya, untuk pemerintah provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan skedul yang ditetapkan. Bagi pemerintah daerah kabupaten dan kota tampaknya bervariasi, jelasnya dapat diikuti dari Tabel 2.46. 
Tabel 2.46. Jumlah Kabupaten/Kota Berdasarkan Ketepatan Waktu dalam Proses Penetapan  Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD Sesuai Evaluasi 
	Tahun
	APBD Induk
	APBD Perubahan
	APBD Pertg-jwban

	
	TEPAT
	TIDAK
	TEPAT
	TIDAK
	TEPAT
	TIDAK

	2010
	14
	1
	11
	4
	15
	0

	2011
	11
	4
	11
	4
	14
	1

	2012
	13
	2
	10
	5
	Sementara
	Sementara

	2013
	13
	2
	PROSES
	PROSES
	PROSES
	PROSES

	2014
	
	
	
	
	
	


Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Umum Daerah (2013)Diolah

Berdasarkan Tabel di atas, selang 2010 sampai dengan 2012 dapat diikuti bahwa umumnya APBD Induk dan pertanggungjawaban tepat waktu, namun APBD perubahan sepertiganya tidak tepat waktu. Pada tahun 2010 tercatat Kabupaten Minahasa yang tercepat dalam proses APBD induk yakni 23 Oktober 2009, untuk APBD perubahan Kota Bitung yang tercepat yakni 16 Agustus 2010. Pada 2011 tercatat Kota Bitung yang tercepat dalam proses APBD induk yakni 8 Desember 2010, untuk APBD perubahan juga Kota Bitung pada 29 September 2012, dan untuk APBD pertanggungjawaban juga Kota Bitung pada 12 Juli 2012. Pada 2012 tercatat Kota Bitung yang tercepat dalam proses APBD induk yakni 29 November 2011, untuk APBD perubahan juga Kota Bitung pada 7 September 2012. 
Keempat, Kesetaraan gender terus dipelopori pemerintah daerah yang memberikan peluang semakin proporsional dalam jabatan-jabatan structural pada berbagai eselon serta kesempatan untuk mengembangkan kualitas diri. Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah meningkat dari 45,06 % pada 2011 menjadi sekitar 49,03 % pada 2012. Penataan ruang kerja dan fasilitas umum di perkantoran dan  pusat-pusat pelayanan public telah mempertimbangkan kesetaraan gender dalam pembangunan dan pengembangan. Tercatat bahwa proporsi kursi parlemen yang diduduki perempuan meningkat dari 26,7 % pada 2011 menjadi 28,9 % pada 2012. Rasio KDRT cenderung berkurang dari 0,4 pada 2011 menjadi 0,2 pada 2012.
Kelima, Kinerja pemerintahan dan pembangunan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara didukung oleh keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja; dimana selang 2011-2012 senantiasa menangani dengan baik yakni capaian 100 % terhadap setiap gangguan yang mempengaruhi keamanan dan ketertiban masyarakat. Tingkat penegakan Perda, Pergub, Perkepda, dan produk hukum lainnya dilakukan tuntas 100% sepanjang ada pelaporan dan penganduan masyarakat serta pihak terkait. Dampak dari penegakan peraturan ini yakni berkurangnya pelanggaran yang dilakukan yakni dari 15,78 % pada 2011 menjadi 14,58 % pada 2012.
b. (Misi 2).  Mengembangkan kebudayaan dan berbagai potensi alam daerah sebagai bagian dari warisan dunia. 
Kebudayaan yang berbasis seni dan kelembagaan yang melekat sebagai tradisi masyarakat yang positif terus diberdayakan dan dikembangkan; bahkan dalam banyak kasus telah diarahkan untuk mendukung pengembangan sumberdaya alam dan lingkungan. Kerukunan sosial terus berkembang dan mendapat tempat yang prioritas dalam pembangunan; dimana semboyan “torang samua basudara” terus berupaya diwujudkan, dan situasi kondisi inilah yang sangat menentukan kondusifnya iklim investasi dan terus berkembangnya kepariwisataan di Sulawesi Utara.  
Pengembangan potensi budaya khususnya kesenian, dapat dikemukakan bahwa sejak 2010 sampai dengan 2012 telah terjadi peningkatan seni musik dari sejumlah 130 menjadi 140; grup seni tari dari 60 menjadi 120; jumlah teater dari 25 menjadi 60; yang didukung gedung kesenian yang bertambah dari 2 menjadi 3 unit.

2. 	Agenda kedua “Rakyat Sulawesi Utara yang Berdaya Saing” menampilkan sepuluh misi, yakni: 
a. (Misi 3) Memantapkan penerapan Clean Government dan Good Governance yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme serta melaksanakan pelayanan publik yang optimal.
Pembagian kerja antara Gubernur dan Wakil Gubernur tampaknya semakin mengefektifkan pelaksanaan tugas pemerintah daerah. Fungsi pemerintahan daerah dalam memfasilitasi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan terlaksana dan terarah serta keaktifan pemimpin daerah dalam melakukan pengawasan dan pengedalian boleh senantasa dilaksanakan.
 
Tabel 2.47. OPINI LKPD Provinsi dan Kabupaten serta Kota di Sulawesi Utara Selang Tahun Anggaran 2008-2012
	No
	Daerah/Entitas
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Provinsi Sulawesi Utara
	WDP
	WTP
	WTP
	WDP
	

	2
	Kabupaten Bolaang Mongondow
	WDP
	WDP
	TW
	TMP
	

	3
	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
	WDP
	WDP
	TW
	TMP
	

	4
	Kabupaten Kepulauan Talaud	
	TMP
	TMP
	TW
	TMP
	

	5
	Kabupaten Kepulauan Sangihe
	WDP
	TW
	TW
	TMP
	

	6
	Kabupaten Minahasa
	WDP
	WDP
	WDP
	WDP
	

	7
	Kabupaten Minahasa Selatan
	TW
	TW
	TMP
	TMP
	

	8
	Kabupaten Minahasa Tenggara
	TMP
	TMP
	TMP
	TMP
	

	9
	Kabupaten Minahasa Utara
	WDP
	WDP
	TMP
	TMP
	

	10
	Kabupaten Kepulauan Sitaro
	WDP
	WDP
	TW
	WDP
	

	11
	Kota Bitung
	WDP
	WDP
	WDP
	WTP
	

	12
	Kota Manado
	WDP
	TW
	TMP
	TW
	

	13
	Kota Tomohon
	TW
	TW
	TMP
	TMP
	

	14
	Kota Kotamobagu
	WDP
	WDP
	TW
	TW
	

	15
	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
	-
	WDP
	TMP
	TMP
	

	16
	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
	-
	WDP
	TMP
	TMP
	


Sumber: BPK (Dalam Berita Manado) dan Bappeda Provinsi Sulawesi Utara 2013

Opini BPK untuk pengelolaan keuangan daerah “Wajar dengan Pengecualian (WDP)” walaupun dalam tingkat yang lebih rendah dari tahun sebelumnya pernah mendapat prestasi 2 tahun berturut-turut dengan “Wajar tanpa Pengecualian (WTP)”, namun substansinya tetap dalam penilaian yang masih baik. Dari WTP menjadi WDP pada tahun 2011 hanya terganjal dengan masalah pengelolaan asset yang telah terwaris dari jauh sebelumnya. Pemerintah daerah melalui pemimpin daerah tampaknya telah menseriusi dalam memecahkan permasalahan tersebut.
Keseriusan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam memerangi korupsi tampak pada pengawasan yang terjadwal dari Inspektorat daerah dan evaluasi rutin SKPD yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur. Setiap kondisi pengelolaan keuangan SKPD, termasuk temuan diinformasikan terbuka dan dibahas dalam forum tersebut. 
Pengamatan untuk penilaian pengelolaan keuangan daerah kabupaten dan kota di Sulawesi Utara tampaknya masih perlu diseriusi lebih lanjut. Sebagai misal; jumlah pemerintah daerah kabupaten dan kota yang mendapat opini “tidak memberikan pendapat (disclamer) terjadi kecenderungan meningkat dari tahun-ke tahun.
Berkaitan dengan perijinan usaha Bank Dunia dan IFC pada 2012 melakukan riset dengan sampel 20 kota terbesar di Indonesia mengemukakan bahwa dari segi kemudahan perizinan usaha, Manado menempati urutan terakhir (ke 20) dalam “kemudahan mendirikan usaha”, urutan ke 18 dalam ”kemudahan mengurus izin-izin mendirikan bangunan” dan urutan ke 15 dalam “kemudahan pendaftaran property”. Kenyataan yang ditunjukkan melalui riset ini memberikan upaya ekstra dalam melakukan langkah-langkah reformasi khususnya dalam meningkatkan pelayanan public bagi penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Corporate Governance).

b. (Misi 4) Mewujudkan masyarakat yang sehat, memiliki harapan hidup yang panjang, cerdas, berdaya saing tinggi, dan berprestasi. 
Masyarakat Sulawesi Utara umumnya semakin sehat dilihat dari usia harapan hidup  (UHH) yang semakin meningkat. Demikian juga ditunjukkan oleh indikator kesehatan masyarakat. Pada tahun 2010 UHH 72,22 tahun menjadi 72,33 tahun 2011 dan diperkirakan akan terus meningkat di tahun 2012 dan seterusnya. Keadaan ini didukung oleh program prioritas yang efektif seperti antara lain: Puskesmas yang menerapkan standar pelayanan medik dasar dari sebanyak 169 pada 2010 menjadi 180 pada 2012. Rumah sakit yang terakreditasi jumlahnya dari 4 RS pada 2010 menjadi 18 RS pada 2012. Program prioritas juga yang menyentuh adalah pengembangan lingkungan sehat yang menghasilkan perkembangan terhadap jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap air minum yang berkualitas pada 2010 masih 63,1 % menjadi 63,48 % pada 2012; disamping itu penduduk yang menggunakan jamban sehat dari hanya 62,26 % pada 2010 menjadi 78,74 % pada 2012.
Kecerdasan juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing dan berprestasi. Pada 2010 rata-rata lama sekolah tercatat sebesar 8,88 tahun dan meningkat menjadi 8,89 tahun pada 2011. APM untuk tingkat SD, SMP, dan SMA terus mengalami peningkatan yang seiring dengan APK SD, SMP, dan SMA. Keberadaan perguruan tinggi juga di Sulawesi Utara terus meningkat baik jumlahnya maupun jumlah lulusannya.
c.	(Misi 5) Memberdayakan pelaku bisnis dalam kegiatan ekonomi global, regional, dan lokal yang berbasiskan pada pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan koperasi. 
Sepanjang 2011 ke 2012 telah terjadi peningkatan yang berarti untuk Usaha Kecil, Mikro dan Menengah. Tabel memperlihatkan usaha mikro bertumbuh sekitar 54,54 %, usaha kecil 1,55 %, dan usaha menengah sebesar 3,65 %; dimana keseluruhan UMKM bertumbuh sebesar 32 %. Perkembangan UMKM tersebut telah meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 4,76 %.
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		Pertumbuhan 2011 ke  2012 Berdasarkan Jenis Usaha
(%)

	 Usaha Mikro 
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	Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara 2013
Gambar 2.19. Perkembangan UMKM Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011 – 2012



Perkembangan Koperasi selang 2011 sampai dengan 2012 dapat diikuti pada Gambar 2.19. Gambar di atas memperlihatkan perkembangan jumlah koperasi dan koperasi aktif. 
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	Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara 2013
Gambar 2.20. Perkembangan Koperasi Provinsi SUlawesi Utara 
Tahun 2011- 2012



Pada tahun 2012 jumlah koperasi bertambah sebanyak 153 buah atau 2,05 %; adapun koperasi aktif bertambah sebanyak 150 buah atau 2 %. 
Perkembangan jumlah UMKM dan Koperasi di Sulawesi Utara tidak terlepas dari motivasi yang diberikan oleh pemerintah, Bank Indonesia, kalangan perbankan baik bank umum pemerintah maupun bank umum swasta, lembaga keuangan lain bukan bank, dan para dunia usaha swasta dan BUMN/BUMD.
Secara khusus peran perbankan dapat diikuti dari perkembangan kredit yang dikucurkan, jelasnya dapat diamati pada Gambar 2.21.
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	Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara 2013
Gambar 2.21. Perkembangan Kredit UMKM Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 – 2012


Berdasarkan Gambar 2.21 perkembangan kredit untuk usaha menengah terus meningkat, namun untuk usaha mikro dan kecil sedikit mengalami penurunan. Penurunan tersebut antara lain disebabkan kalangan perbankan semakin ketat dan ekstra hati-hati bagi pengkucuran kredit mengingat NPL untuk kredit mikro kecil 2011 berada pada angka yang perlu diseriusi. Oleh sebab itu memasuki tahun 2013 kebijakan pemberian kredit UMKM diimbangi dengan upaya penjaminan; dimana pemerintah daerah sementara menggodok rancangan peraturan daerah untuk penjaminan kredit UMKM.

d. (Misi 6) Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, dan menjamin kebebasan pers yang bertanggung jawab. 
Pemanfaatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi terus berkembang baik oleh pemerintah maupun dunia usaha dan masyarakat umum. Disamping pemerintah daerah provinsi, maka ada 7 pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki Website. Khususnya di pemerintah provinsi ada 11 SKPD yang memiliki Website. Keberadaan Website juga telah dimiliki sekolah-sekolah termasuk perguruan tinggi. 
Pada 2012 melalui penggunaan teknologi ini telah di-launching data base harga dan produksi bahan pokok sebagai hasil kerjasama Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah Provinsi. Informasi tersebut sangat berguna bagi pelaku bisnis dan pemerintah. Pada pelaku bisnis yang memerlukan iniformasi ini diantarnya: petani produsen, pedagang perantara, dan pedagang eceran. Bagi pemerintah informasi ini merupakan masukan penting untuk melaksanakan kebijakan dalam rangka peningkatan produktivitas petani dan kebijakan stabilitas ekonomi, khususnya menanggulangi inflasi. 
Pada pelaksanaan misi ini tampak juga dari semakin mantap kebebasan pers yang dapat diikuti dari jumlah surat kabar lokal yang pada 2010 masih sebanyak 8 telah meningkat menjadi 13 pada akhir 2012. Jumlah stasiun penyiaran radionya yang memiliki ijin telah meningkat dari 5 pada 2011 menjadi 5 pada 2012; dimana yang bersifat rekomendasi tercatat 84 radio di 2011 dan meningkat menjadi 93 radio di 2012.

e. (Misi 7) Meningkatkan pembangunan di kawasan perbatasan. 
Pembangunan di Kawasan perbatasan meningkat baik fisik dan non-fisik. Secara fisik telah terjadi peningkatan prasarana dan sarana di pulau-pulau perbatasan khususnya yang berpenghuni antara lain terus dikembangkannya pelabuhan dan bahkan bandara disamping prasarana pendidikan dan kesehatan. Jelasnya kondisi sampai 2012 dapat dikemukakan melalui Tabel 2.48.

Tabel 2.48. Ketersediaan Prasarana dan Sarana di Beberapa Pulau Terluar/Perbatasan Kondisi 2012
	No
	Nama Pulau
	Ketersediaan Prasarana dan Sarana

	1
	Marore-Sangihe
	Tugu NKRI, Kantor Camat, Jalan Beton, Pos Lintas Batas, Kantor Koramil, Kantor Polsek, Pos Angkatan Laut, Dermaga, SD, SMP, SMA, Tower Mini, Telkomsel, PLN, Imigrasi, Air Bersih, Mercu Suar, Gereja, Puskesmas, Pasar Kampung.

	2
	Kawio-Sangihe
	Kantor Kampung, Puskesmas Pembantu, SD, Jalan Beton, PAUD, PLTSurya, Kantor BP3K, Mes Aparatur, Dermaga, Pos Polisi, Air Bersih, Pabrik Es, Tugu NKRI

	3
	Kawaluso-Sangihe
	Kantor Kampung, SD, Jalan Kampung Beton, Pos Polisi, Dermaga, PLTS, Air Bersih, Puskesmas Pembantu, Pasar

	4
	Makalehi-Sitaro
	Pelabuhan, Air Bersih, Puskesmas, SD, SMP, PLTS, Kantor Kampung, 2 Gereja, 1 unit PLTD, Dermaga, Tower Telkomsel (sementara dibangun)

	5
	Miangas-Talaud
	Puskesmas, Bandara Perintis (Sementara dibangun), Talud Pengaman Pantai, SD, SMP, SMK, Dermaga, Air Bersih (Pompa), PLTS, PLTD

	6
	Merampit-Talaud
	SD,SMP, SMA, Puskesmas, Listrik, Dermaga, Air Bersih (Penampungan)

	7
	Kakorotan-Talaud
	Dermaga, SD, PLTS, Kawasan Wisata, 


	8
	Mantehage-Minahasa Utara
	3 SD, 1 SMP, 1 Puskesmas, 3 Poskedes, 4 Kantor Desa, 4 Balai Desa, 11 Gereja, 1 Mesjid, 4 Tambatan Perahu, Jalan Desa.


Sumber: Dari berbagai SKPD (Diolah)

Secara non-fisik telah dilakukan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan potensi alam yang dimiliki. Peningkatan personil yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan juga menjadi fokus dalam pengembangan masyarakat perbatasan..
f.	(Misi 8) Mewujudkan Sulawesi Utara sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Timur dan Pasifik. 
Dalam kaitan dengan mewujudkan Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang ke Asia Pasifik dan Pasifik dapat dikemukakan sebagai berikut; 
Pertama, pemerintah daerah telah mempercepat implementasi Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Merah Bitung dimana saat ini sudah memasuki tahap akhir evaluasi, praktisnya tinggal menunggu Keppres. 
Kedua, peningkatan kapasitas pelabuhan Bitung dan Bandara Sam Ratulangi; dimana pelabuhan terus diperluas dan bandara diperpanjang, disamping itu prasarana penunjang gedung terminal domestic dan internasional dalam rangka pelayanan penumpang dan distribusi barang terus diperluas.  
Ketiga, dalam rangka melancarkan arus barang dan orang di kawasan padat dan tumbuh pesat Manado - Minahasa Utara– Minahasa - Bitung sejak tahun 2011 sampai 2013 telah diimplementasikan pembangunan jalan tol; saat ini memasuki tahap pembebasan lahan.  
Keempat, percepatan Kawasan Utara Sulawesi Utara tersebut diharapkan menjadi pemacu Kawasan Tengah dan Selatan serta Kepulauan dan Perbatasan yang berperan sebagai penghasil bahan mentah dan baku yang ditunjang dengan potensi sumberdaya alam dan manusia. Oleh sebab itu pengembangan antar kawasan terus ditingkatkan seperti prasarana pelabuhan lokal dan bandara lokal serta terminal. Pada jalur darat telah berkembang terminal-terminal yakni:  terminal bus tipe A dan B dimana tahun 2012 telah memiliki 5 terminal bus tipe A dan 12 tipe B.
Kelima, keberadaan kapasitas pelayanan kesehatan dan pendidikan menjadi faktor penting mendukung misi ini. Keberadaan pelayanan kesehatan dalam taraf internasional sudah terbangun rumah sakit pemerintah dan swasta. Rumah sakit Prof.Dokter Kandow sebagai rumah sakit pemerintah menjadi representative dalam skala internasional bersama dengan rumah sakit swasta seperti rumah sakit Siloam dan rumah sakit Advent. Sekolah dan perguruan tinggi dalam kapasitas internasional juga mewarnai keberadaan Sulawesi Utara. Sekolah internasional seperti MIS dan SMU Lokon; perguruan tinggi negeri dan swasta juga dalam skala internasional tersedia.
g.	(Misi 9) Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Sulawesi Utara dan Indonesia Timur Bagian Utara.
Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang pariwisata ke daerah Indonesia Timur bagian utara sangat didukung fakta obyektif yang ada. Keberadaan bandara internasional Sam Ratulangi yang menjadi bandara sebar ke-luar daerah Provinsi Sulawesi Utara telah secara efektif menjadi transit bagi penerbangan lanjutan ke Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, dan Provinsi Papua. Maskapai penerbangan yang melayani rute lanjutan tersebut antara lain GIA dan Lion Air. Pada jalur laut, keberadaan Pelabuhan Internasional Hub Bitung juga menjadi pelabuhan sebar untuk angkutan barang dan penumpang ke Provinsi lain diluar Sulawesi Utara. Pelabuhan Manado juga menjadi pelabuhan sebar ke Provinsi Maluku Utara; dimana kapal penumpang swasta melayani rute langsung ke Ternate, Tobelo, dan lainnya. 
Informasi penumpang pesawat dan kapal laut dapat juga dipandang sebagai ukuran berkaitan dengan kepariwisataan. Perkembangan arus penumpang penerbangan internasional telah meningkat dari 40.025 orang pada 2011 menjadi 46.047 orang pada 2012. Adapun untuk penerbangan domestic telah meningkat dari 1.853.520 orang pada tahun 2011 menjadi 1.985.282 orang pada 2012. Angkutan laut meningkat tajam pada 2011 ke 2012, yakni dari 177.169 orang menjadi 739.801 orang.
Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Sulawesi Utara memperlihatkan keberhasilan dari MICE secara keseluruhan. Contoh: pada triwulan akhir 2012 saja tercatat beberapa pelaksanaan event berskala nasional dan internasional, antara lain: Asian Solidarity Economy Forum (ASEF) yang dihadiri oleh 500 peserta dari 16 negara; Kongres Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dari seluruh cabang di Indonesia dengan peserta mencapai 1.200 orang; Pelaksanaan Colombo Plan yang diikuti 27 negara anggota; dan pertemuan bilateral ekonomi antara Indonesia dan Pengusaha Uni Eropa (UE) di Manado dengan peserta dari sejumlah negara seperti: Swiss, Norwegia, Skotlandia, dan Austria.
Faktor penting yang menunjang kunjungan wisatawan yang terus meningkat adalah keberadaan prasarana bandara, pelabuhan, rumah sakit, dan lainnya sebagaimana dikemukakan di atas.
h.	(Misi 10) Meningkatkan kerjasama lokal, nasional, dan internasional. 
Kerjasama antar daerah, antar Negara, dan antar institusi terjadi peningkatan dari tahun- ke tahun sepanjang 2010 sampai dengan 2011. 
Pertama, antar daerah pemerintah daerah diantaranya bekerjasama dalam forum KTI, forum Sulawesi, Forum pengembangan Teluk Tomini, kerjasama perdagangan dengan pemerintah Jawa Timur dan daerah lainnya. Antar Negara pemerintah daerah telah melakukan kerjasama dengan beberapa Negara Eropa, Asia, Australia dan Amerika. Kerjasama di bidang internasional inilah yang mewujudkan event internasional seperti WOC, Sail Bunaken, CTI dan lainnya. 
Kedua, bagi institusi pendidikan tinggi juga terus melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi di luar daerah Sulawesi Utara dan di luar negeri. Contoh: Universitas Sam Ratulangi telah melakukan kerjasama dengan beberapa universitas dan institusi bukan pendidikan di tempat lain. Kerjasama tersebut terbagi dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Demikian juga yang terjadi dengan Universitas Negeri Manado dan lainnya.
i. 	(Misi 11) Memantapkan revitalisasi pertanian, perikanan, dan fasilitas penunjang perekonomian daerah. 
Revitalisasi pertanian, perikanan, dan fasilitas penunjang perekonomian daerah tercermin dari implementasi program sentuh tanah dan air; dimana seiring dengan itu dilaksanakan pembangunan bendungan dan perluasan irigasi. Revitalisasi pertanian antara lain tercermin dari berkembangnya luas panen dan produksi. Melalui Tabel dibawah dapat dikemukakan bahwa walaupun luas panen dan produksi bervariasi namun kecenderungan rata-rata/tahun mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dipastikan memberikan tambahan pendapatan petani mengingat harga beras dan jagung yang terus berkembang. Jika diamati dari perkembangan kredit perbankan untuk sektor pertanian telah tumbuh sekitar 90,01 % pada kwartal 2012. 
Melalui revitalisasi perikanan, maka perkembangannya tercermin pada perkembangan produksi dan ekspor perikanan sebagaimana Tabel 2.50 berikut ini.
Tabel 2.50. Perkembangan Produksi dan Ekspor Perikanan Sulawesi Utara 2011-2013
	No
	Uraian
	2011
	2012
	2013

	1
	Produksi Perikanan Tangkap   (ton)
	230.879,7
	281.646,5
	320.458,7

	2
	Produksi Perikanan Budidaya (ton)
	184.444,9
	210.703,75
	322.862,5

	3
	Nilai Ekspor Perikanan (US.$)
	134,591,169.0
	143,818,606.0
	150,401,876.0

	4
	Volume Ekspor Perikanan (Kg)
	30.887.629,0
	31.556.814,0
	27.741.316,0


Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Utara, 2013.
Produksi perikanan tangkap meningkat dari 281.646,5 ton pada tahun 2012 menjadi 320.458,7 ton pada 2013.  Produksi perikanan budidaya pada 2012 sebesar 210.703,75 ton menjadi 322.862,5 ton pada 2013.  Sedangkan untuk produk perikanan yang diekspor mengalami penurunan dalam volume, akan tetapi meningkat dalam nilainya yakni dari US.$ 143,818,606.0  pada 2012 menjadi US.$ 150,401,876.0 pada tahun 2013.
j.	(Misi 12) Menyediakan infrastruktur publik yang memadai 
Penyediaan infrastruktur public memadai tercermin antara lain pada peningkatan panjang jalan yang seiring dengan penambahan jembatan, peningkatan pelabuhan, peningkatan prasarana dan sarana pertanian dan industri, peningkatan kapasitas listrik dan air bersih, peningkatan kapasitas bandara. Percepatan pembangunan jalan yang menghubungkan antar kabupaten dan kota  adalah mencakup panjang jalan dan luasnya. 
Realisasi jalan provinsi pada 2012 sudah mencakup 70,73 %, sedangkan irigasi telah mencapai 89,50 %. Capaian tersebut memberikan dampak yang luas terhadap akses hubungan antar kabupaten dan kota di Sulawesi Utara. Pada prinsipnya jalan penghubung antar kabupaten dan kota sudah tidak ada halangan yang berarti; berbagai kerusakan yang terjadi modus penyebabnya adalah jika terjadi curah hujan yang tinggi terlebih ekstrim seperti Pebruari 2013 yang menyebabkan beberapa wilayah terjadi banjir dan longsor.

3.	Agenda ketiga “Sulawesi Utara yang Sejahtera” menampilkan tiga misi, yakni: 
a.	(Misi 13) Mengelola sumber daya alam secara efektif, efisien, berkelanjutan, dan melestarikan lingkungan hidup serta melakukan upaya adaptasi dan mitigasi terhadap akibat-akibat perubahan iklim. 
Beberapa indikator memperlihatkan kinerja dari upaya pelestarian lingkungan hidup dalam rangka berkelanjutan mencerminkan peningkatan. Penanganan sampah pada 2010 yang masih sekitar 26,66% telah meningkat menjadi 57,91% pada tahun 2011, 62,07 % pada tahun 2012 dan menurun pada tahun 2013 menjadi 60% Hal ini disebabkan oleh beberapa Kabupaten/Kota rencana pembangunan TPA dengan sistem  sanitary/control landfil akan terealisasi pada Tahun 2014 dan 2015. Pengendalian pencemaran kualitas air dapat diikuti pada jumlah penduduk yang memiliki akses air minum khususnya air permukaan/sungai sebanyak 63,10 % pada tahun 2010 meningkat menjadi 81,00 % pada 2011, 82,00 % pada 2012 dan 150% pada tahun 2013. Penegakan hukum lingkungan diberlakukan bagi seluruh pelanggar ketentuan perundang-undangan pada tahun 2011, 2012 dan 2013. Pengendalian pencemaran kualitas udara juga menunjukan kenaikan jumlah kota yang dipantau kualitas udara ambiennya untuk melihat seberapa besarnya kualitas udara yang ada di Provinsi Sulawesi Utara yaitu 27% pada tahun 2011 meningkat menjadi 40% pada tahun 2012 dan 46,67% pada tahun 2013.
Selain itu juga terdapat indikator dalam menunjang pembangunan daerah seperti jumlah pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha/kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL) di tahun 2012 sebesar 50% meningkat menjadi 62% pada tahun 2013. Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) dilakukan terhadap pengumpul LB3 yang ada di Sulawesi Utara yaitu 3 (tiga) pengumpul LB3 yaitu CV. Sari Buana Sulut, PT. Primanru Jaya dan PT. Sagraha Satya Sawahita. Dalam pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan hidup dibutuhkan Laboratorium yang memenuhi persyaratan untuk dapat menguji kualitas lingkungan melalui air, udara dan tanah dengan legalitas yang berasal dari Komite Akreditas Nasional (KAN). Di Sulawesi Utara sampai Tahun 2013 sudah terdapat 2 (dua) Laboratorium yang mendapat legalitas dari KAN yaitu PT. Water Laboratory Nusantara (WLN) Manado dan BTKL-PPM Manado.
Penanggulangan perubahan iklim dan perlindungan atmosfir berupa perlindungan lapisan ozon dilakukan terhadap pelaku usaha/kegiatan yang masih menggunakan bahan perusak ozon (BPO). Dalam upaya tersebut telah dilakukan kegiatan inventarisasi dan pemantauan di bengkel-bengkel service air conditioner (AC) dan perusahaan cold storage serta bantuan alat. Dari hasil inventarisasi terdapat 14 usaha/kegiatan berupa bengkel service AC yang telah menggunakan alat refrigerant 3R (recovery, recycle dan recharge) dari 6 usaha/kegiatan yang telah di targetkan sehingga mencapai 166,66%. Selain itu juga telah dilakukan konservasi sumber daya alam dalam bentuk pembangunan taman kehati Provinsi Sulawesi Utara dimana pada tahun 2013 kegiatan tidak berjalan dengan baik dikarenakan dalam pelaksanaan terdapat kendala yaitu lahan yang digunakan untuk penanaman pohon khas/endemik/langka di Sulawesi Utara dimanfaatkan juga oleh beberapa masyarakat dengan kegiatan perkebunan sehingga mengganggu kegiatan penanaman yang dilaksanakan dilokasi tersebut, dan dari hasil monitoring dan evaluasi tingkat pertumbuhan dari pohon yang ditanam hanya berkisar 10 % dari keseluruhan pohon yang ditanam.
.
b.	(Misi 14) Melaksanakan penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem perlindungan sosial dengan memperhatikan kepentingan kaum perempuan, anak, dan lanjut usia. 
Penataan kelembagaan dan pelaksanaan system perlindungan sosial saat ini oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus dilaksanakan terutama dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Badan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah menjadi salah satu kelembagaan penting dari struktur organisasi pemerintahan daerah. Berdasarkan informasi diperoleh bahwa di SKPD Provinsi Sulawesi Utara yang Renstranya telah mengakomodir responsive gender meningkat dari 55 % pada 2011 menjadi 60 % pada 2012. Kemudian tingkat partisipasi perempuan di lembaga pemerintah telah meningkat
Kemajuan dalam implementasi misi ini juga dibuktikan dengan ratio KDRT yang makin berkurang dari 0,4 dengan 398 kasus pada 2011 menjadi 0,2 dengan 233 kasus. 

c. (Misi 15) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (petani, nelayan, buruh, dan pegawai). 
Peningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dan nelayan merupakan program prioritas yang terus berlanjut. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa program sentuh tanah dan air bukan sekedar slogan, namun diimplementasikan oleh seluruh SKPD terkait. 
Kebijakan yang menyentuh kesejahteraan pegawai khususnya karyawan dunia usaha adalah penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang prinsipnya berkembang tahun ke tahun. Provinsi Sulawesi Utara menerapkan UMP tertinggi di Sulawesi. 



2.2.2.	Target dan Capaian Indikator RPJMD Sulawesi Utara  2012-2013

A.	Kesejahteraan Ekonomi Secara Umum
Aspek kesejahteraan ekonomi memiliki empat indikator yang kesemuanya ditunjukkan oleh Tabel 2.49. Seluruh indikator memperlihatkan peningkatan dan capaiannya memenuhi target yang ditetapkan. Beberapa indikator dalam kaitan dengan target akhir 2015, masih memerlukan berbagai upaya untuk pencapaiannya. Indikator tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan dan PDRB/Kapita.
Tabel 2.51. Target dan Capaian  Indikator Makro Ekonomi Sulawesi Utara 2010-2012
	No
	Indikator
	Target/
Realisasi
	Awal
2010
	2011
	2012
	Akhir 2015
	Status
Capaian 2012

	1
	Pertumbuhan Ekonomi (%)
	T
	
	7,50
	7,50
	8,50
	Capai

	
	
	R
	7,1
	7,39
	7,90
	
	

	
	
	%C
	
	98,53
	105,33
	-
	

	2
	Tingkat Inflasi Provinsi (%)
	T
	
	1 digit
	1 digit
	1 digit
	Capai**

	
	
	R
	6,28
	0,96
	5,23
	
	

	
	
	%C<100
	
	09,60
	55,23
	
	

	3 
	Pendapatan Perkapita (PDRB/Kp-Milyard Rupiah)
	T
	
	17,83
	19,88
	28,12
	Capai

	
	
	R
	15,99
	18,07
	20,12
	
	

	
	
	%C
	
	101,35
	101,21
	
	

	4
	Kemiskinan (%)
	T
	
	8,54
	8,01
	6,62
	Capai

	
	
	R
	9,10
	8,46
	7,64
	
	

	
	
	%C<100
	
	99,06
	95,38
	
	


Sumber: RPJMD SULUT 2011-2015 dan SKPD Bappeda Provinsi Sulut (diolah)
Ket::    (*)Status Capaiannya sangat tinggi, mencapai lebih dari 10 % dari targetnya;  (**) Status Capaiannya telah melewati Target Akhir dan disarankan untuk direvisi.

Indikator tingkat inflasi jika dapat dipertahankan maka akan memenuhi target akhir 2015. Indikator tingkat inflasi sebaiknya direvisi, yakni ditetapkan angkanya sebagaimana target nasional 5 % sampai dengan 6%. Jika dicantumkan satu digit maka akan memiliki kesulitan dalam menghitung prosentasi capaiannya. Perhitungan di atas hanya mengasumsikan target akhir adalah 9,99 %.

B.	Kesejahteraan Sosial Sektor Pendidikan
Indikator sosial sektor pendidikan sebagaimana Tabel C.2 memperlihatkan tujuh belum mencapai target seperti: Angka melek huruf, Angka rata-rata lama sekolah, APM SD, APK SD, APK SMP, APK SMA, dan APK PAUD.  Adapun yang telah memenuhi target adalah sebanyak delapan indikator, yakni: APM SMP, APM SMA, Angka pendidikan yang ditamatkan SD, Angka pendidikan yang ditamatkan SMP, angka pendidikan yang ditamatkan SMA, Angka kelulusan SD, Angka kelulusan SMP, dan Angka kelulusan SMA. Dari keseluruhan indikator yang mencapai target 2012, belum ada yang mencapai target akhir. Khusus indiaktor APK PAUD tampaknya yang dicapai pada 2012 merupakan tingkat yang juga sulit untuk tahun akhir 2015.
Tabel 2.52. Target dan Capaian Indikator Sosial Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara 2010-2012
	No
	Indikator
	Target/
Realisasi
	Awal 2010
	2011
	2012
	Akhir 2015
	Status
Capaian
2012

	1
	Angka Melek Huruf (%)
	T
	
	99,60
	99,75
	99,80
	Belum Capai

	
	
	R
	99,60
	99,60
	99,60
	
	

	
	
	%C
	
	100,00
	99,84
	
	

	2
	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)
	T
	
	8,92
	8,95
	9,00
	Belum Capai

	
	
	R
	8,88
	8,88
	8,89
	
	

	
	
	%C
	
	99,55
	99,33
	
	

	3
	APM SD/MI Paket A (%)
	T
	
	93,26
	93,97
	96,60
	Belum Capai

	
	
	R
	92,85
	92,85
	92,85
	
	

	
	
	%C
	
	99,56
	98,81
	
	

	4
	APM SMP/MTs Paket B(%)
	T
	
	74,63
	75,58
	78,43
	Capai

	
	
	R
	74,19
	74,19
	75,86
	
	

	
	
	%C
	
	99,41
	100,37
	
	

	5
	APM SMA/MA Paket C (%)
	T
	
	44,95
	45,60
	50,25
	Capai

	
	
	R
	44,23
	44,23
	46,86
	
	

	
	
	%C
	
	98,40
	102,76
	
	

	6
	APK SD/MI Paket A (%)
	T
	
	107,00
	106,00
	99,50
	Belum
Capai

	
	
	R
	107,67
	106,67
	107,67
	
	

	
	
	%C<100
	
	99,69
	101,58
	
	

	7
	APK SMP/MTs Paket B (%)
	T
	
	102,68
	102,00
	99,00
	Belum
Capai

	
	
	R
	103,79
	103,79
	103,79
	
	

	
	
	%C<100
	
	101,08
	101,75
	
	

	8
	APK SMA/MA Paket C (%)
	T
	
	70,30
	70,00
	69,00
	Belum Capai

	
	
	R
	70,52
	70,52
	73,93
	
	

	
	
	%C<100
	
	100,31
	105,61
	
	

	9
	Angka Pendidikan yang  Ditamatkan SD (%)
	T
	
	39,38
	39,93
	41,57
	Capai

	
	
	R
	14,89
	39,38
	39,93
	
	

	
	
	%C
	
	100,00
	100,00
	
	

	10
	Angka Pendidikan yang  Ditamatkan  SMP (%)
	T
	
	28,67
	29,07
	30,26
	Capai

	
	
	R
	31,37
	28,67
	29,07
	
	

	
	
	%C
	
	100,00
	100,00
	
	

	11
	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMA (%)
	T
	
	14,17
	14,36
	14,96
	Capai

	
	
	R
	32,40
	14,17
	14,36
	
	

	
	
	%C
	
	100,00
	100,00
	
	

	12
	Presentase APK PAUD (%)
	T
	
	45,81
	47,22
	51,12
	Belum Capai##


	
	
	R
	44,47
	45,50
	45,50
	
	

	
	
	%C
	
	99,32
	96,36
	
	

	13
	Angka kelulusan SD (%)
	T
	
	98,99
	99,00
	99,99
	Capai

	
	
	R
	98,90
	99,00
	99,00
	
	

	
	
	%C
	
	100,01
	100,00
	
	

	14
	Angka kelulusan SMP (%)
	T
	
	97,40
	99,80
	99,98
	Capai

	
	
	R
	99,97
	99,47
	99,93
	
	

	
	
	%C
	
	102,13
	100,13
	
	

	15
	Angka kelulusan SMA (%)
	T
	
	99,57
	99,60
	99,99
	Capai

	
	
	R
	99,95
	99,95
	99,91
	
	

	
	
	%C
	
	100,38
	100,31
	
	


Sumber: RPJMD SULUT 2011-2015 dan SKPD Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulut (diolah)
Ket: (#)Tidak tercapainya dianggap jauh dari target tahun yang bersangkutan
        (##) Tidak tercapainya dianggap jauh dari target tahun terakhir 2015.

C.	Kesejahteraan Sosial Sektor Kesehatan
Indikator kesejahteraan sosial kesehatan yang dicapai adalah :Angka kelangsungan hidup bayi (usia harapan hidup), cakupan kematian neonatal, angka kematian balita, angka kematian bayi, presentase balita gizi buruk, jumlah rumah sakit, jumlah puskesmas, rasio puskesmas/12.000 penduduk, prevalensi balita dengan berat badan rendah/kekurangan gizi, angka kematian ibu melahirkan. 


Tabel 2.53 Target dan Capaian Indikator Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara 
2010-2013
	
	Indikator
	
Target/
Realisasi
	Awal Tahun 2010
	Tahun 2011
	

	Tahun  
2013
	
	Status

	
	
	
	
	
	Tahun 
2012

	
	Akhir 
2015
	Capaian
2013

	(1)
	(2)
	
	(3)
	(4)
	
	(5)
	
	(6)

	1.
	Usia Harapan Hidup/Angka Kelangsungan Hidup Bayi
	T
R
%C

	72,22
	72,25
72,33
100,11

	
72,28
72,33
100

	72,35
-


	73
	Capai

	2.

	Cakupan kematian Neo Natal / 1000 Kelahiran Hidup
	T
R
%C

	21/1000

	20/1000
7/1000
100


	19/1000
5/1000
100
	18/1000
8/1000
100


	16/1000
	Capai

	3.

	Angka Kematian Balita/ 1000 Kelahiran Hidup
	T
R
%C<100

	42

	40/1000
10/1000
100


	38/1000
7/1000
100
	36/1000
10/1000
100


	32/1000
	Capai

	4.
	Angka Kematian Bayi/ 1000 Kelahiran Hidup
	T
R
%C<100

	29
	27/1000
9/1000
100


	26/1000
6/1000
100
	25/1000
9/1000
100


	23/1000




	Capai

	5.
	Presentase balita gizi buruk
	T
R
%C

	3,80%
	3,40
0,048
100

	3,08
0,01
100
	3,06
0,04
100

	3,00
	Capai

	6.
	Jumlah 
Rumah Sakit
	T
R
%C

	33
	35
35
100

	36
39
100
	37
39
100

	39
	Capai

	7.
	Jumlah 
Puskesmas
	T
R
%C

	169
	173
173
100

	176
180
100
	179
185
100

	185
	Capai

	8.
	Jumlah 
Posyandu
	T
R
%C

	1.936
	2.130
2.361
100

	2.343
2.138
91
	2.577
2.570
99

	3.118
	Capai

	9.
	Jumlah Poskesdes
	T
R
%C

	488
	503
501
99

	513
507
98
	521
515
98

	534
	Capai

	10.


	Ratio Puskesmas/
12.000 penduduk
	T
R
%C

	1 : 13475
	1:13307
1:13307
100

	1:13229
1:12759
96
	1:13144
1:12052
91

	1:12.000
	Capai

	11.


	Prevalensi balita dengan berat badan rendah/
kekurangan gizi
	T
R
%C

	8,30

	8,00
7,72
100




	7,00
5,81
100
	6,00
2,46
100




	4,00
	Capai

	12.

	Angka Kematian Ibu / 100000 KH
	T
R
%C

	183/100000

	153/100000
186/100000
71



	141/100000
125/100000
100
	136/100000
191/100000
74



	102/100000
	Belum capai



D.	Bidang Seni Budaya dan Olah Raga
Target dan capaian indikator seni budaya dan olah raga Provinsi Sulawesi Utara dapat diamati dengan jelas pada Tabel 2.54 berikut ini :

Tabel 2.54.Target dan Capaian Indikator Seni Budaya dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Utara 2010-2012
	No
	Indikator
	Target/
Realisasi
	Awal 2010
	2011
	2012
	Akhir 2015
	Status
Capaian
2012

	1
	Grup Seni Musik (Grup)
	T
	
	135 
	250 
	325 
	Belum Capai##

	
	
	R
	130 
	135
	140
	
	

	
	
	%C
	
	100,00
	56,00
	
	

	2
	Grup Seni Tari (Grup)
	T
	
	75
	100
	250
	Capai-

	
	
	R
	60
	100
	120
	
	

	
	
	%C
	
	133,33
	120,00
	
	

	3
	Jumlah teater/sastra (Teater)
	T
	
	35 
	50 
	100 
	Capai*

	
	
	R
	25 
	45
	60
	
	

	
	
	%C
	
	28,57
	120,00
	
	

	4
	Gedung Kesenian
	T
	
	2
	3
	7
	Capai

	
	
	R
	2
	2
	3
	
	

	
	
	%C
	
	100,00
	100,00
	
	

	5
	Klub Olahraga
Gedung Olahraga
	T
	
	8
	8
	12
	


	
	
	R
	5
	
	
	
	

	
6
	
Gedung Olah Raga
	T
	
	15
	15
	16
	

	
	
	R
	11
	
	
	
	



Sumber:  RPJMD SULUT 2011-2015 dan UPT Taman Budaya dan SKPD Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulut (diolah):
Ket:(-) Jauh dari target akhir
Capaian indikator bidang seni budaya dan olah raga sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Sulawesi Utara 2011-2015 maka dapat dikemukakan khusus 2011 dan 2012 sebagai berikut: Jumlah grup seni musik target pada 2012 sebanyak 250; Jumlah grup seni tari target 2012 sebanyak 100; Jumlah teater/sastra sebanyak 50 pada 2012; Jumlah gedung kesenian 3 pada 2012; Jumlah klub olah raga sebanyak 8 pada 2012; dan sebanyak 15 untuk gedung olah raga.

E.	Lingkungan Hidup
Target dan capaian indikator lingkungan hidup Provinsi Sulawesi Utara dapat diikuti pada Tabel 2.55.
Tabel 2.55. Target dan Capaian Indikator Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara 2010-2012
	No
	Indikator
	Target/
Realisasi
	Awal 2010
	2011
	2012
	2013
	Akhir 2015
	Status
Capaian
2012

	1
	Persentase penanganan sampah (%)
	T
	
	40,00
	53,33
	73,33
	100
	Capai-

	
	
	R
	26,66
	57,91
	62,07
	60,00
	
	

	
	
	%C
	
	144,78
	116,39
	54,54
	
	

	2
	Pengendalian pencemaran kualitas air (% penduduk berakses air minum)
	T
	
	65
	66
	67
	100
	Capai**

	
	
	R
	63,10
	81,00
	82,00
	150
	
	

	
	
	%C
	
	124,62
	124,24
	223,88
	
	

	3
	AMDAL (%)
	T
	
	14,58
	31,25
	52,00
	85,00
	Capai*

	
	
	R
	
	50,00
	50,00
	62,00
	
	

	
	
	%C
	
	342,94
	160
	119,04
	
	

	4
	Pengelolaan Limbah B3 (Jumlah Binwas di Kab/Kota)
	T
	
	3 
	3
	3
	3
	Capai**

	
	
	R
	
	3
	0
	3
	
	

	
	
	%C
	
	100,00
	
	100
	
	

	5
	Persentasi Pengendalian pencemaran kualitas udara (%)
	T
	
	27,00 
	40,00 
	46,67
	60,66
	Capai

	
	
	R
	
	27,00
	40,00
	46,67
	
	

	
	
	%C
	
	100,00
	100,00
	100,00
	
	

	6
	Presentasi Penegakan Hukum Lingkungan (%)
	T
	
	33,33
	46,67
	60,00
	73,33
	Capai**

	
	
	R
	
	100,00
	100,00
	100,00
	
	

	
	
	%C
	
	300,00
	214,27
	166,66
	
	

	7
	Presentasi penaggulangan perubahan iklim dan perlindungan atmosfir (%)
	T
	
	50,00
	55,00
	60,00
	70,00
	Capai**

	
	
	R
	
	78,95
	
	100,00
	
	

	
	
	%C
	
	157,90
	
	166,66
	
	

	8
	Jumlah Laboratorium yang ditetapkan sebagai laboratorium Lingkungan
	T
	
	1 lab
	1 lab
	1 lab
	1 lab
	Capai**

	
	
	R
	
	1lab
	1 lab
	1 lab
	
	

	
	
	%C
	
	100,00
	100,00
	100,00
	
	

	9
	Konservasi Sumber Daya Alam (KEHATI) (%)
	T
	
	55,00
	60,00
	0,00
	75,00
	Belum Capai##

	
	
	R
	
	11,11
	22,22
	0,00
	
	

	
	
	%C
	
	20,20
	37,03
	0,00
	
	


Sumber:  RPJMD SULUT 2011-2015 dan SKPD Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulut (diolah)


Dari 9 indikator tertuang dalam RPJMD maka yang mencapai target adalah 8 indikator, meliputi: Tingkat penanganan sampah, Pengendalian pencemaran kualitas air/% penduduk berakses air minum, pelaksanaan AMDAL, Pengelolaan limbah B3, Tingkat pengendalian pencemaran kualitas udara, tingkat penegakan hukum lingkungan, tingkat penanggulangan perubahan iklim dan perlindungan atmosfir, dan jumlah laboratorium yang ditetapkan sebagai laboratorium lingkungan. Satu-satunya indikator yang tidak mencapai target serta memerlukan kerja keras adalah tingkat konservasi sumberdaya alam melalui kegiatan pengelolaan Taman Keanekaragaman hayati (kehati). Ketidak berhasilan ini disebabkan karena pertumbuhan dari jenis pohon yang ditanam terganggu oleh kegiatan dari masyarakat yang memanfaatkan lahan didalam lokasi taman kehati.

F.	Sarana dan Prasarana Umum dan Penataan Ruang
Target dan Capaian indikator sarana dan prasarana umum Provinsi Sulawesi Utara dapat diikuti pada Tabel 2.56. Berdasarkan Tabel dapat diikuti bahwa indikator sarana dan prasarana umum yang tercapai meliputi: Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik, Ratio jaringan irigasi/persentasi daerah irigasi yang terairi air irigasi, Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk, dan Rumah tangga yang menggunakan air bersih. Indikator yang tidak tercapai adalah: Jumlah rumah tinggal yang bersanitasi.


Tabel 2.56. Target dan Capaian Indikator Sarana dan Prasarana Umum Provinsi Sulawesi Utara 2010-2013
	No
	Indikator
	Target/Realisasi
	Awal 2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	Akhir 2015
	Status Capaian 2013

	1
	Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik (%)
	T
	 
	59,40
	68,71
	76,79
	81,62
	92,15
	Perlu kerja keras

	
	
	R
	56,03
	50,15
	53,51
	56,87
	60,23
	 
	

	
	
	%C
	 
	 84,43 
	        77,88 
	       74,06 
	               73,79 
	 
	

	2
	Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)
	T
	 
	50,54
	55,59
	61,15
	67,27
	73,99
	Kewenangan Pem. Kab/Kota

	
	
	R
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	%C
	 
	 
	               -   
	 
	 
	 
	

	3
	Ratio jaringan irigasi/ persentasi daerah irigasi yang terairi air irigasi (%)
	T
	 
	81,31
	82,32
	83,24
	84,03
	84,83
	NA

	
	
	R
	78,00
	75
	89,5
	 
	68,45
	 
	

	
	
	%C
	 
	         92,24 
	      108,72 
	 
	               81,46 
	 
	

	4
	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk (%)
	T
	 
	43,57
	47,93
	52,72
	57,99
	63,79
	Kewenangan Pem. Kab/Kota

	
	
	R
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	%C
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	5
	Rasio Permukiman layak huni (%)
	T
	 
	69,76
	72,25
	75,00
	78,01
	81,33
	Kewenangan Pem. Kab/Kota

	
	
	R
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	6
	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih (%)
	T
	 
	         44,00 
	        48,00 
	       48,00 
	58,00
	67,00
	Melampui Target

	
	
	R
	41,50
	44,13
	48,49
	60,25
	 
	 
	

	
	
	%C
	 
	       100,30 
	      101,02 
	    125,52 
	 
	 
	


Sumber:  RPJMD SULUT 2011-2015 dan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulut (diolah)

Melalui Tabel 2.57 dapat diikuti indikator target dan capaian mengenai penataan ruang: seperti Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas ber HPL/HGB, dan Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan.

Tabel 2.57. Target dan Capaian Indikator Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Utara 2012-2014
	No
	Indikator
	Target/
Realisasi
	Awal 2012
	2013
	2014
	Akhir 2015
	Status
2013

	1
	Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas ber HPL/HGB(%)
	T
	
	60,43
	60,67
	60,91
	Kewenangan Pemerintah Kab/Kota

	
	
	R
	60,22
	
	
	
	

	2
	Rasio Bangunan ber IMB per satuan bangunan (%)
	T
	4,45
	4,67
	4,90
	5,14
	Kewenangan Pemerintah Kab/Kota

	
	
	R
	
	
	
	
	


Sumber:  RPJMD SULUT 2011-2015 dan SKPD Dinas Pekerjaan Umum  Provinsi Sulut (diolah)
G.	Angkutan dan Perhubungan
Melalui Tabel 2.58 dapat diikuti bahwa dari 17 indikator yang tertuang pada RPJMD Sulawesi Utara 2011-2015, maka indikator yang dapat dicapai sampai tahun 2013 sebagai paruh pertama adalah sejumlah 10, yakni:  Jumlah penumpang domestic, Jumlah bandar udara pusat penyebaran primer, Jumlah bandar udara pusat penybaran tersier, Jumlah bandar udara bukan pusat penyebaran, Jumlah pelabuhan internasional Hub, Jumlah pelabuhan internasional, Jumlah pelabuhan regional, Jumlah pelabuhan lokal, Jumlah terminal bus tipe A, dan Jumlah terminal bus tipe B. 
Ada enam indikator yang tidak dicapai adalah: Jumlah penumpang angkutan laut, Jumlah barang angkutan laut, Jumlah peti kemas angkutan laut, Jumlah penumpang penerbangan internasional, Jumlah barang penerbangan internasional, dan Jumlah barang penerbangan domestic. Kemudian ada satu indikator yang masih menunggu penetapan menteri perhubungan yakni jumlah pelabuhan nasional.

Tabel 2.58. Target dan Capaian Indikator Sektor Angkutan dan Perhubungan Provinsi Sulawesi Utara 2010-2012
	No
	Indikator
	Target/
Realisasi
	Awal 2010
	2011
	2012
	Akhir 2015
	Status Capaian
2012

	1
	Angkutan Laut penumpang (org)
	T
	
	890,909
	979,560
	1,303,794
	Belum Capai##

	
	
	R
	
	177,169
	739,801
	
	

	
	
	%C
	
	19,89
	75,52
	
	

	2
	Angkutan Laut barang (ton)
	T
	
	8,953,904.83
	7,649,295.31
	10,181,212.06
	Belum Capai##

	
	
	R
	
	4,186,125
	4,207,525
	
	

	
	
	%C
	
	46,77
	55,03
	
	

	3
	Angkutan Laut Peti Kemas (box)
	T
	
	892,720
	981,992
	1,307,032
	Belum Capai##

	
	
	R
	
	282,868
	319,162
	
	

	
	
	%C
	
	31,69
	32,52
	
	

	4
	Penerbangan internasional (Penumpang)
	T
	
	82,470
	90,717
	164,652
	Belum Capai##

	
	
	R
	
	40,025
	46,047
	
	

	
	
	%C
	
	48,78
	50,55
	
	

	5
	Penerbangan domestic (Penumpang)
	T
	
	1,362,539
	1,498,793
	1,994,893
	Capai*

	
	
	R
	
	1,853,520
	1,985,282
	
	

	
	
	%C
	
	136,03
	132,51
	
	

	6
	Penerbangan internasional (Barang)
	T
	
	1,876,976.30
	2,063,573.93
	2,746,616.90
	
Belum Capai##

	
	
	R
	
	870,712
	874,981
	
	

	
	
	%C
	
	46,43
	42,39
	
	

	7
	Penerbangan domestic (Barang)
	T
	
	26,080,558.90
	28,688,614.78
	38,184,546.29
	Belum Capai##

	
	
	R
	
	19,005,004
	19,354,514
	
	

	
	
	%C
	
	73,08
	65,51
	
	

	8
	Jumlah Bandar udara pusat penyebaran primer
	T
	
	1 
	1 
	1 
	Capai**

	
	
	R
	
	1 
	1 
	
	

	
	
	%C
	
	100,00
	100,00
	
	

	9
	Jumlah bandar udara pusat penyebaran tersier
	T
	
	1 
	1 
	1 
	Capai**

	
	
	R
	
	1 
	1 
	
	

	
	
	%C
	
	100,00
	100,00
	
	

	10
	Jumlah bandarudara bukan pusat penyebaran 
	T
	
	1 
	1 
	1 
	Capai**

	
	
	R
	
	1 
	1 
	
	

	
	
	%C
	
	100,00
	100,00
	
	

	11
	Jumlah pelabuhan internasional HUB
	T
	
	-
	-
	1 
	Capai**

	
	
	R
	
	1 
	1 
	
	

	
	
	%C
	
	100,00
	100,00
	
	

	12
	Jumlah pelabuhan internasional
	T
	
	 1
	 1 
	1 
	Capai**

	
	
	R
	
	 1 
	 1 
	
	

	
	
	%C
	
	100,00
	100,00
	
	

	13
	Jumlah pelabuhan nasional
	T
	
	9 
	9 
	9 
	Sudah diusulkan ke Kementerian Perhubungan/ Menunggu Penetapan

	
	
	R
	
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Jumlah pelabuhan regional
	T
	
	1 
	1 
	1 
	Capai**

	
	
	R
	
	1 
	1 
	
	

	
	
	%C
	
	100,00
	100,00
	
	

	15
	Jumlah pelabuhan local
	T
	
	18 
	18 
	18 
	Capai**

	
	
	R
	
	18 
	18 
	
	

	
	
	%C
	
	100,00
	100,00
	
	

	16
	Jumlah terminal bus tipe A
	T
	
	3 
	3 
	3 
	Capai**

	
	
	R
		
	3 
	3 
	
	

	
	
	%C
	
	100,00
	100,00
	
	

	17
	Jumlah terminal bus tipe B
	T
	
	12 
	12 
	24 
	Capai-


	
	
	R
	
	12 
	12 
	
	

	
	
	%C
	
	100,00
	100,00
	
	


Sumber:  RPJMD SULUT 2011-2015 dan SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Sulut (diolah)
H.	Bidang Penanaman Modal
Dari bidang penanaman modal dapat dijelaskan yakni indikator target rencana investasi PMDN dan PMA 2011 dan 2012 tidak tercapai. Jika dihubungkan dengan 2015 maka melihat besarnya jumlah yang ditargetkan tampaknya sangat sulit untuk dicapai.

Tabel 2.59.Target dan Capaian Indikator Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Utara 2010-2012
	No
	Indikator
	Target/
Realisasi
	Awal 2010
	2011
	2012
	Akhir 2015
	Status
Capaian
2012

	1
	Target rencana investasi PMDN( Milyar Rupiah)
	T
	
	1.849,74
	297,80
	1.435,66
	Belum
Capai##

	
	
	R
	
	489.14
	135,60
	
	

	
	
	%C
	
	26,43
	45,53
	
	

	2
	Target rencana investasi PMA(Juta US.$)
	T
	
	645,10
	148.34
	91.22.
	Belum
Capai##

	
	
	R
	
	318.13
	23,40
	
	

	
	
	%C
	
	49,30
	15,54
	
	

	3
	Ratio tenaga kerja pada perusahaan PMA/PMDN
	T
	
	2.054
	2.188
	2.642
	TAD

	
	
	R
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Sumber:  RPJMD SULUT 2011-2015 dan SKPD Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Sulut (diolah)
	
I.	Koperasi dan UKM
Pada sektor koperasi dan UMKM sebagaimana Tabel 2.58 tampaknya seluruh indikator tercapai, yakni: Jumlah koperasi aktif, Jumlah usaha mikro, Jumlah usaha kecil, Jumlah usaha menengah, Sarjana wirausaha baru, Wirausaha baru non sarjana, dan sertifikasi hak atas tanah bagi usaha mikro, kecil.

Tabel 2.60. Target dan Capaian Sektor Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara 2010-2012
	No
	Indikator
	Target/
Realisasi
	Awal 2010
	2012
	2013
	Akhir 2015
	Status Capaian 2013

	1
	Jumlah Koperasi Aktif 
	T
	
	3,424
	3,490
	3,621
	Tidak tercapai

	
	
	R
	3,292
	3.428
	3.444
	
	

	
	
	% Capaian
	
	100,11
	98,68
	
	

	2
	Jumlah Usaha Mikro (Unit)
	T
	
	32.771
	33.402
	34.662
	Capai**

	
	
	R
	31.511
	52.129
	52.702
	
	

	
	
	%  Capaian
	
	159,07
	157,78
	
	

	3
	Jumlah Usaha Kecil (Unit)
	T
	
	20.350
	20.741
	21.524
	Capai

	
	
	R
	19.567
	20.403
	20.863
	
	

	
	
	% Capaian
	
	100,48
	100,55
	
	

	4
	Jumlah Usaha Menengah (Unit)
	T
	
	2.478
	2.526
	2.621
	Capai**

	
	
	R
	2.383
	2.643
	2.720
	
	

	
	
	% Capaian
	
	106,65
	107.68
	
	

	5
	Sarjana Wirausaha Baru (Orang)
	T
	
	250
	200
	1.000
	Capai*

	
	
	R
	
	600
	800
	
	

	
	
	% Capaian
	
	240
	400
	
	

	6
	Wirausaha baru non sarjana (Orang)
	T
	
	2.450
	2.450
	2.592
	Capai**

	
	
	R
	2.356
	2.703
	2.791
	
	

	
	
	% Capaian
	
	110.33
	113.92
	
	

	7
	Sertifikasi Hak Atas Tanah Bagi Usaha Mikro, Kecil
	T
	
	300
	300
	1.500
	Capai**

	
	
	R
	776
	800
	900
	
	

	
	
	% Capaian
	
	266.66
	300
	
	


Sumber:  RPJMD SULUT 2011-2015 dan SKPD Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulut (diolah)

J.	Aspek Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Berdasarkan Tabel 2.61 maka dapat diikuti indikator-indikator berikut : Jumlah penduduk yang ditargetkan tercapai, demikian juga Angka partisipasi angkatan kerja dan Rasio penduduk yang bekerja.

Tabel 2.61.Target dan Capaian Aspek Kependudukan dan Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Utara 2010-2012
	No
	Indikator
	Target/
Realisasi
	Awal 2010
	2011
	2012
	Akhir 2015
	Status Capaian 2012

	1
	Jumlah Penduduk (Jiwa)
	T
	
	2.269.156 
	2.289.578
	2.351.955
	Capai

	
	
	R
	2.265.937 
	2.299.737
	2.329.251
	
	

	
	
	%C
	
	
	
	
	

	2
	Angka Partisipasi Angkatan Kerja (%)
	T
	
	
	
	
	Capai

	
	
	R
	63,31
	65,32
	61,93
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Rasio Penduduk yang bekerja (%)
	T
	
	57,22
	57,60
	59,25
	Capai**

	
	
	R 
	63,31
	91,37
	92,21
	
	

	
	
	%C
	
	159,69
	160,09
	
	

	4
	Pencari kerja yang sudah ditempatkan (%)
	T
	
	43,07
	44,56
	45,80
	TAD

	
	
	R
	
	
	
	
	

	5
	Angka Sengketa pengusaha-pekerja per tahun(Jumlah Kasus)
	T
	
	30 
	30 
	28 
	TAD

	
	
	R
	30 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Sumber:  RPJMD SULUT 2011-2015 dan SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Provinsi Sulut (diolah)

K.	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
Indikator dalam RPJMD Sulawesi Utara 2011-2015 pada paruh pertama yang dapat dicapai untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebagai berikut: Proporsi kursi parlemen yang diduduki perempuan, Indeks pemberdayaan gender (IDG), Indeks pembangunan Gender, Rasio KDRT, Calon wirausaha baru perempuan yang dilatih, Jumlah kader Parpol perempuan yang mendapatkan pendidikan politik, Tingkat partisipasi perempuan di lembaga pemerintah. Adapun indikator yang realisasinya belum mencapai target adalah: Rasio kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian dan Prosentase SKPD Provinsi dengan Renstra responsive gender.





Tabel 2.62. Target dan Capaian Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara 2010-2012
	No
	Indikator
	Target/
Realisasi
	Awal 2010
	2011
	2012
	Akhir 2015
	Status

	1
	Ratio kontribusi perempuan dlm pekerjaan upahan disektor non pertanian (%)
	T
	
	35
	38
	47
	Belum Capai##

	
	
	R
	
	14,22
	PPD
	
	

	
	
	%C
	
	40,63
	
	
	

	2
	Proporsi kursi parlemen yang diduduki perempuan (%)
	T
	
	25
	25
	25
	Capai**

	
	
	R
	26,7
	26,7
	28,9
	
	

	
	
	%C
	
	106,80
	115,60
	
	

	3
	Indeks pemberdayaan gender (%)
	T
	
	65,48
	65,90
	68,00
	Capai**

	
	
	R
	71,05
	68,61
	PPD
	
	

	
	
	%C
	
	104,78
	
	
	

	4
	Indeks pembangunan gender (%)
	T
	
	67,32
	65,90
	68,00
	Capai

	
	
	R
	67,97
	68,80
	PPD
	
	

	
	
	%C
	
	102,20
	
	
	

	5
	Ratio KDRT (Jumlah Kasus)
	T
	
	303/0,3
	290/0,3 
	150/0,2
	Capai

	
	
	R
	303/0,4
	398/0,4
	233/0,2
	
	

	
	
	%C<100
	
	133,33
	67,67
	
	

	6
	Tenaga kerja perempuan yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi  (Orang)
	T
	
	100 
	150 
	200 
	
TAD

	
	
	R
	
	
	
	
	

	
	
	%C
	
	
	
	
	

	7
	Jumlah calon wirausaha baru perempuan yang dilatih (Orang)
	T
	
	100 
	200 
	500 
	Capai*


	
	
	R
	
	301
	401
	
	

	
	
	%C
	
	301,00
	200,50
	
	

	8
	Prosentase calon pekerja migran perempuan yang terlayani dan tercatat (%)
	T
	
	25
	35
	75
	TAD

	
	
	R
	
	
	
	
	

	
	
	%C
	
	
	
	
	

	9
	Jumlah kader Parpol perempuan yang mendapatkan pendidikan politik (%)
	T
	
	30
	40
	80
	Capai**

	
	
	R
	
	80
	80
	
	

	
	
	%C
	
	267,67
	200,00
	
	

	10
	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (jlh perempuan di lembaga pemerintah/jumlah pekerja) (%)
	T
	
	31,84
	33,00
	39,00
	Capai**

	
	
	R
	
	45,06
	49,03
	
	

	
	
	%C
	
	41,52
	148,58
	
	

	11
	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta  (pekerja perempuan dilembaga swasta/jumlah pekerja perempuan x 100) (%)
	T
	
	5
	8
	14
	TAD

	
	
	R
	
	
	
	
	

	
	
	%C
	
	
	
	
	

	12
	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur (pekerja anak usia 5-14 tahun/jumlah pekerja usia 5 tahun keatas x 100) (%)
	
	
	
	
	2
	Belum Capai

	
	
	R
	6,45
	7,25
	6,00
	
	

	
	
	%C
	
	
	
	
	

	13
	Prosentase SKPD Provinsi dengan Renstra Responsif Gender (%)
	T
	
	60
	65
	80
	Belum Capai

	
	
	R
	
	55
	60
	
	

	
	
	%C
	
	91,67
	92,31
	
	


Sumber:  RPJMD SULUT 2011-2015 dan SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan  Provinsi Sulut (diolah)


Melalui Tabel 2.63 dapat diikuti indikator target dan capaian keluarga berencana dan keluarga sejahtera selang 2011 dan 2012. Seluruh indikator tercapai pada 2012 yakni: Rata-rata jumlah anak per keluarga, Angka pemakaian kontrasepsi bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun semua cara, dan Angka pemakaian kontrasepsi bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun cara modern.

Tabel 2.63.Target dan Capaian Indikator Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera   Provinsi Sulawesi Utara 2010-2012
	No
	Indikator
	Target/
Realisasi
	Awal 2010
	2011
	2012
	Akhir 2015
	Status Capaian 2012

	1
	Rata-rata jumlah anak per keluarga (Jumlah Anak)
	T
	
	3,60 
	3,58 
	3,46 
	Capai**

	
	
	R
	3,61 
	
	2,60
	
	

	
	
	%C<100
	
	
	72,63
	
	

	2
	Angka pemakaian kontrasepsi bagi perempuan menikah usia 15 – 49 tahun semua cara (%)
	T
	
	65,00
	67,00
	78,00
	Capai

	
	
	R
	62,4%
	
	68,9
	
	

	
	
	%C
	
	
	102,84
	
	

	3
	Angka pemakaian kontrasepsi bagi perempuan menikah usia 15 – 49 tahun cara modern (%)
	T
	
	20,00
	35,00
	78,00
	Capai*

	
	
	R
	17,00 
	
	63,7
	
	

	
	
	%C
	
	
	182,00
	
	


Sumber:  RPJMD SULUT 2011-2015 dan SKPD Terkait Provinsi Sulut (diolah)




L.	Komunikasi dan Informatika
Keberadaan indikator target dan capaian sektor komunikasi dan informatika dapat diikuti pada Tabel 2.62 Jumlah surat kabar lokal tampak dapat dicapai pada 2011 dan 2012, sedangkan jumlah stasiun penyiaran radio secara status memperoleh ijin tidak tercapai, namun secara status rekomendasi tampaknya tercapai bahkan jumlahnya jauh diatas target. Jumlah stasiun televisi keberadaannya 2011 dan 2012 masih seperti tahun awal 2010, namun tercapai karena targetnya masih seperti itu.
Tabel 2.64. Target dan Capaian Indikator Komunikasi dan Informatika  Provinsi Sulawesi Utara 2010-2012
	No
	Indikator
	Target/
Realisasi
	Awal 2010
	2011
	2012
	Akhir 2015
	Status Capaian
2012

	1
	Jumlah surat kabar lokal
	T
	
	8
	8
	10
	Capai**

	
	
	R
	8
	12
	13
	
	

	
	
	%C
	
	150,00
	162,50
	
	

	2
	Jumlah stasiun penyiaran radio
	T
	
	20
	20
	20
	Capai**

	
	
	R
	20
	4/84
	5/93
	
	

	
	
	%C
	
	420,00
	465,00
	
	

	3
	Jumlah stasiun penyiaran TV lokal
	T
	
	4
	4
	5
	Capai

	
	
	R
	4
	4
	4
	
	

	
	
	%C
	
	100,00
	100,00
	
	


Sumber:  RPJMD SULUT 2011-2015 dan SKPD Terkait Provinsi Sulut (diolah)


M.	Bidang Pertanahan
Bidang pertanahan memiliki dua indikator penting yang dinilai yakni: Luas lahan terdaftar dan Jumlah bidang tanah terdaftar. 

Tabel 2.65. Target dan Capaian Indikator Pertanahan Provinsi Sulawesi Utara 2010-2012
	No
	Indikator
	Target/
Realisasi
	Awal 2010
	2011
	2012
	Akhir 2015
	Status

	1
	Luas lahan terdaftar (ha)
	T
	
	85.152.231, 21 
	85.152.231, 21 
	85.152.231, 21 
	TAD

	
	
	R
	85.152.231,21 
	
	
	
	

	2
	Jumlah bidang tanah terdaftar
	T
	
	332.391
	332.391
	332.391
	TAD

	
	
	R
	332.391
	
	
	
	


Sumber:  RPJMD SULUT 2011-2015 dan Badan Pertanahan  Provinsi Sulut (diolah)

N.	Bidang Kesbangpol
Pada Tabel 2.66 dapat diikuti target dan capaian indikator RPJMD Sulawesi Utara khusus bidang Kesbangpol Provinsi Sulawesi pada 2011-2012. Dapat dikemukakan bahwa indikator jumlah LSM tampaknya tidak capai pada 2011 dan 2012 bahkan angkanya mengalami penurunan. Indikator jumlah organisasi masyarakat juga tampaknya tidak capai untuk 2011 dan 2012, bahkan angkanya lebih kecil dari tahun awal 2010. Indikator jumlah organisasi keagamaan capai pada tahun 2011 dan 2012.
Tabel 2.66.Target dan Capaian Indikator Kesbangpol Provinsi Sulawesi Utara 2010-2012
	No
	Indikator
	Target/
Realisasi
	Awal 2010
	2011
	2012
	Akhir 2015
	Status Capaian 2012

	1
	Jumlah LSM
	T
	
	24
	38
	56
	Belum Capai##

	
	
	R
	12
	18
	10
	
	

	
	
	%C
	
	75,00
	26.32
	
	

	2
	Jumlah Organisasi Masyarakat
	T
	
	36
	40
	48
	Belum Capai##


	
	
	R
	20
	13
	18
	
	

	
	
	%C
	
	36,11
	45,00
	
	

	3
	Jumlah Organisasi Keagamaan
	T
	
	6
	6
	6
	Capai**

	
	
	R
	6
	8
	8
	
	

	
	
	%C
	
	133,33
	133,33
	
	


Sumber:  RPJMD SULUT 2011-2015 dan SKPD Kesbangpol Provinsi Sulut (diolah)

O.	Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
BerdasarkanTabel 2.67 dapat diikuti target dan capaian indikator RPJMD Sulawesi Utara tentang penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat tahun 2011 dan 2012. Dapat diikuti bahwa ada dua indikator yang mencapai target pada 2012 yakni: Rasio peningkatan keamanan dan ketertiban dan Rasio tingkat penegakan Perda, Pergub, Perkepda dan produk hukum lainnya, dan Jumlah demo.
Indikator yang tidak mencapai target pada 2012 meliputi: Rasio kecukupan personil satuan polisi pamong praja se Provinsi Sulawesi Utara, Rasio pelayanan 1 orang anggota Satpol PP kepada masyarakat, Persentase tingkat pelanggaran terhadap Perda, Pergub, Perkepda, dan produk hukum lainnya dan Jumlah personil yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Satpol PP.

Tabel  2.67. Target dan Capaian Indikator Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Provinsi Sulawesi Utara 2010-2012
	No
	Indikator
	Target/
Realisasi
	Awal
2010
	2011
	2012
	Akhir 2015
	Status
Capaian
2012

	1
	Rasio kecukupan personil Satuan Polisi Pamong Praja se Provinsi Sulawesi Utara
	T
	
	2.410
	3.104
	5.665
	Belum Capai##

	
	
	R
	2.410
	2.659
	2.737
	
	

	
	
	%C
	
	110,33
	88,14
	
	

	2
	Ratio pelayanan 1 orang anggota Satpol PP kepada masyarakat
	T
	
	945
	730
	400
	Belum Capai##

	
	
	R
	
	942
	839
	
	

	
	
	%C
	
	99,68
	114,93
	
	

	3
	Rasio peningkatan keamanan dan ketertiban (%)
	T
	
	91.20
	92.52
	95.08
	Capai**

	
	
	R
	
	100
	100
	
	

	
	
	%C
	
	109,45
	108,08
	
	

	4
	Tingkat penegakan 
Perda, Pergub, Perkepda dan Produk Hukum lainnya
	T
	
	90.03
	91.33
	94.67
	Capai**

	
	
	R
	
	100
	100
	
	

	
	
	%C
	
	111,07
	109,49
	
	

	5
	Presentase tingkat pelanggaran terhadap Perda, Pergub, Perkepda dan Produk Hukum lainnya
	T
	
	15.02
	14.31
	11.07
	Belum Capai

	
	
	R
	
	15,78
	14,58
	
	

	
	
	%C<100
	
	105,06
	101,89
	
	

	6
	Jumlah personil yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Satpol PP  (orang)
	T
	
	25 
	90 
	310 
	Belum Capai##

	
	
	R
	
	44
	74
	
	

	
	
	%C
	
	176,00
	82,22
	
	

	7
	Jumlah Demo
	T
	
	
	
	12
	Capai*

	
	
	R
	27
	3
	6
	
	

	
	
	%C
	
	
	
	
	

	8
	Angka Kriminalitas yang tertangan (Jumlah tindak criminal tertangani dalam satu tahun per jumlah penduduk x 10.000)
	T
	
	375
	415
	561
	TAD

	
	
	R
	
	
	
	
	

	
	
	%C
	
	
	
	
	


Sumber:  RPJMD SULUT 2011-2015 dan SKPD Kantor SATPOL PP Provinsi Sulut khusus Indikator 1-6 (diolah)

P.	Aspek Perwilayahan dan Perbankan
Berdasarkan Tabel 2.68 dapat diikuti target dan capaian indikator RPJMD Sulawesi Utara untuk Perwilayahan dan Perbankan khususnya pada tahun 2011 dan 2012. Dapat dikemukakan sebagai berikut: Luas wilayah produktif telah meningkat menjadi 68,60 % pada 2012, sebelumnya di awal RPJMD 2010 masih sebesar 48,12 %. 
Jumlah kantor cabang bank pemerintah sampai 2012 belum mencapai target, sedangkan jumlah cabang bank pemerintah daerah telah memenuhi target 2012. Adapun untuk kemudahan memperoleh ijin masih belum bisa dipenuhi dalam satu hari.




Tabel 2.68. Target dan Capaian Indikator Daya Saing Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2010-2012
	No
	Indikator
	Target/
Realisasi
	Awal
2010
	2011
	2012
	Akhir 2015
	Status Capaian 2012

	1
	Luas Wilayah Produktif 
	T
	
	49,00
	51,12
	56,00
	Capai**

	
	
	R
	48,12
	68,60
	68,60
	
	

	
	
	%C
	
	140,00
	134,19
	
	

	2
	Luas Wilayah Industri
	T
	
	30,00
	35,00
	50,00
	TAD

	
	
	R
	25,00
	
	
	
	

	
	
	%C
	
	
	
	
	

	3
	Luas Wilayah Kebanjiran
	T
	
	27,10
	25,75
	23,07
	TAD

	
	
	R
	31,00%
	
	
	
	

	
	
	%C
	
	
	
	
	

	4
	Luas Wilayah Perkotaan
	T
	
	1,87%
	1,87%
	1,89%
	TAD

	
	
	R
	1,87%
	
	
	
	

	
	
	%C
	
	
	
	
	

	5
	Jumlah Bank Pemerintah (Kantor Cabang)
	T
	
	122
	122
	122
	Belum Capai

	
	
	R
	122
	97
	104
	
	

	
	
	%C
	
	79,51
	85,25
	
	

	6
	Jumlah Bank Pemerintah Daerah (Kantor Cabang)
	T
	
	24
	24
	24
	Capai**

	
	
	R
	24
	30
	37
	
	

	
	
	%C
	
	125,00
	154,17
	
	

	7
	Jumlah Bank Swasta
	T
	
	59
	59
	59
	Belum Capai#

	
	
	R
	59
	38
	40
	
	

	
	
	%C
	
	64,41
	67,80
	
	

	8
	Jumlah Bank Asing dan Campuran
	T
	
	2
	2
	2
	TAD

	
	
	R
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Kemudahan Perijinan (Lama Hari Proses Perijinan)
	T
	
	1 
	1 
	1 
	Belum Capai

	
	
	R
	>1 
	>1
	>1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Sumber:  RPJMD SULUT 2011-2015 dan SKPD Terkait Provinsi Sulut (diolah)
Q.	Keuangan Daerah
Q.1.	Sisi Penerimaan Daerah Provinsi
Pada paruh pertama 2010-2012 RPJMD Provinsi Sulawesi Utara dapat diikuti perkembangan penerimaan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah dan bukan pendapatan asli daerah sebagaimana dapat diikuti pada Tabel 2.69.

Tabel 2.69. Perkembangan Penerimaan Daerah Nominal Provinsi Sulawesi Utara 2010-2012 (Milyar Rupiah)
	No
	Jenis Penerimaan
	2010
	2011
	2012
	Growth 2010-2012

	A
	Pendapatan Asli Daerah
	418,76
	535,09
	633,31
	22,98

	1
	Pajak Daerah
	373,70
	477,20
	554,85
	21,85

	a
	Pajak Kendaraan Bermotor (PBB)
	126,45
	155,25
	176,13
	18,02

	b
	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)
	155,25
	214,28
	242,43
	24,49

	c
	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)
	89,90
	105,25
	134,03
	22,10

	d
	Pajak Lainnya
	2,10
	2,42
	2,26
	3,74

	2
	Retribusi Daerah
	11,64
	8,87
	14,58
	11,92

	3
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
	13,55
	23,11
	24,43
	34,27

	4
	Pendapatan Lain Daerah Yang Sah
	19,86
	25,91
	39,45
	40,94

	B
	Dana Perimbangan
	665,62
	750,26
	1.101,99
	28,67

	1
	Dana Alokasi Umum (DAU)
	558,78
	619,71
	790,56
	18,94

	2
	Dana Alokasi Khusus (DAK)
	17,44
	29,29
	43,54
	58,01

	3
	Dana Bagi Hasil (DBH)
	74,31
	80,36
	99,27
	15,58

	C
	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah
	89,40
	101,26
	267,89
	73,10

	D
	Total Penerimaan (A+B+C)
	1.158,69
	1.365,71
	1.834,57
	25,83

	E
	Proporsi PAD terhadap Total (%)
	36,14
	39,18
	34,52
	


Sumber: Diolah dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2013

Secara total penerimaan daerah sejak tahun 2010 terjadi peningkatan yang sangat berarti dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 25,83 %/tahun, yakni dari 1,16 triliun Rupiah di tahun 2010 menjadi 1,37 triliun Rupiah pada 2011 dan 1,83 triliun Rupiah pada tahun 2012. Proporsi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap penerimaan daerah tampaknya berfluktuasi dari tahun ke tahun sempat mencapai 39,18 % di tahun 2011, namun di tahun 2012 turun menjadi sekitar 34,52 %, bahkan lebih kecil dari 2010 yang sekitar 36,14%. 
PAD jumlahnya dinominasi oleh pajak daerah, dimana untuk pajak daerah besaranya bertumpu pada bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB), pajak kendaraan bermotor (PKB), dan Pajak  bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB). Pertumbuhan PAD rata-rata/tahun selang 2010-2012 sekitar 22,98 %; dari nilai 418,76 milyar Rupiah 2010 menjadi 535,09 milyar Rupiah 2011 dan mencapai 633,31 milyar Rupiah pada 2012.

Q.2.	Sisi Belanja Pemerintah Daerah Sulawesi Utara

Perkembangan Belanja dari Masing-Masing Urusan
Dari sisi belanja menarik untuk disimak perkembangan belanja menurut masing-masing urusan sepanjang paruh pertama RPJMD Sulawesi Utara; yakni dibatasi pada 2010 sampai dengan 2012.

1.  	Urusan Wajib Pendidikan
Berdasarkan Tabel dapat diikuti bahwa belanja langsung maupun tidak langsung meningkat dengan masing-masing pertumbuhan rata-rata per tahun selang 2010-2012 sebesar 16,40 % dan 8,02 %. Peningkatan yang lebih pesat bagi belanja langsung memberikan indikasi pada proporsi yang semakin baik. 

Tabel 2.70.  Perkembangan Belanja Langsung dan Tidak Langsung Urusan Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2010-2013
	TAHUN
	Belanja Langsung
	BTL Pegawai
	Total Belanja

	
	Pegawai
	Barang & Jasa
	Modal
	Jumlah
	
	

	2010
	     3,017,146,775 
	   56,677,452,357 
	   2,429,330,500 
	62,123,929,632 
	18,390,032,598 
	80,513,962,230 

	2011
	      3,959,873,800 
	       60,608,658,740 
	          2,087,719,950 
	       66,656,252,490 
	            19,284,023,439 
	             85,940,275,929 

	2012*
	
	
	
	84.805.180.000
	21.461.104.250
	106.266.284.250

	2013
	
	
	
	
	
	

	Pertumbuhan Rata-Rata/Tahun selang 2010-2012
	16,40
	8,02
	14,89


Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (Diolah)
*khusus tahun 2012 adalah APBD Perubahan.


2. 	Urusan Wajib Kesehatan

Tabel 2.71.  Perkembangan Belanja Langsung dan Tidak Langsung Urusan Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2010-2013
	Tahun
	Belanja Langsung
	BTL Pegawai
	Total Belanja

	
	Pegawai
	Barang & Jasa
	Modal
	Jumlah
	
	

	2010
	     2,044,957,500 
	   15,715,361,157 
	   6,092,953,775 
	23,853,272,432 
	41,685,328,176 
	 65,538,600,608 

	2011
	       2,441,348,500 
	       19,625,591,993 
	        20,997,111,332 
	       43,064,051,825 
	            47,515,485,911 
	             90,579,537,736 

	2012
	
	
	
	53.705.000.000
	51.683.723.000
	105.388.723.000

	2013
	2,123,825,000
	24,825,055,000
	5,860,022,000
	32,808,902,000
	25,723,952,000
	58,532,854,000

	Pertumbuhan Rata-Rata/Tahun selang 2010-2012
	
	
	



3.	Urusan Wajib Pekerjaan Umum
Belanja langsung dan tidak langsung untuk urusan wajib pekerjaan umum memperlihatkan pertumbuhan yang signifkan, yakni rata-rata sebesar 61,45%/tahun selang 2010-2012. Khususnya pada 2012 terjadi peningkatan yang besar khususnya belanja langsung karena mulai dilaksanakan kegiatan pembayaran untuk pembebasan lahan persiapan pembangunan jalan tol Manado-Bitung. Belanja pegawai mengalami penurunan yang dapat diartikan berkurangnya pegawai oleh karena mutasi dan pensiun.


Tabel 2.72.  Perkembangan Belanja Langsung dan Tidak Langsung Urusan Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2010-2013
	TAHUN
	Belanja Langsung
	BTL Pegawai
	Total Belanja

	
	Pegawai
	Barang & yang Jasa
	Modal
	Jumlah
	
	

	2010
	     1,105,955,000 
	   17,282,925,099 
	      103,464,173,046 
	    121,853,053,145 
	       33,302,525,619 
	      155,155,578,764 

	2011
	       1,855,703,000 
	       26,822,801,820 
	      126,022,093,732 
	     154,700,598,552 
	            31,720,055,365 
	           186,420,653,917 

	2012
	
	
	
	372.606.558.200
	31.824.663.000
	404.431.221.200

	2013
	
	
	
	
	
	

	Pertumbuhan Rata-Rata/Tahun selang 
2010-2012
	74,87
	-2,25
	61,45


Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (Diolah)
*khusus tahun 2012 adalah APBD Perubahan.

4.	Urusan Wajib Penataan Ruang
Belanja penataan ruang yang besar terjadi pada 2010 dan 2011, dikarenakan proses pembuatan RUTR Provinsi Sulawesi Utara. RUTR tersebut pada saat ini tinggal menunggu persetujuan Kementerian Kehutanan untuk masuk pada proses pembuatan peraturan daerah. Oleh sebab itu belanja pada tahun 2012 hanya sekitar 111,5 juta Rupiah. 

Tabel 2.73.  Perkembangan Belanja Langsung dan Tidak Langsung Urusan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2010-2013
	Tahun
	Belanja Langsung
	BTL Pegawai
	Total Belanja

	
	Pegawai
	Barang & Jasa
	Modal
	Jumlah
	
	

	2010
	        266,501,900 
	     1,243,977,635 
	             591,900,000 
	        2,102,379,535 
	 
	          2,102,379,535 

	2011
	           603,896,500 
	         1,910,997,037 
	                                - 
	         2,514,893,537 
	 
	               2,514,893,537 

	2012
	
	
	
	111.500.000
	
	111.500.000

	2013
	
	
	
	
	
	

	Pertumbuhan Rata-Rata/Tahun selang 2010-2012
	Minus
	
	Minus


Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (Diolah)
*khusus tahun 2012 adalah APBD Perubahan.

5. 	Urusan Perencanaan Pembangunan
Urusan perencanaan pembangunan terjadi peningkatan belanja rata-rata/tahun selang 2010 sampai dengan 2012 secara total 16,32 %; dimana belanja tidak langsungnya hanya bertumbuh sebesar 8,21 % sedangkan belanja langsung 21,16 %. Tugas koordinasi vertikal maupun horizontal memberikan konsekuensi terhadap belanja langsung; disamping itu secara fisik kantor banyak direhabilitasi dalam rangka meningkatkan pelayanan berkaitan dengan koordinasi perencanaan pembangunan.
Tabel 2.74. Perkembangan Belanja Langsung dan Tidak Langsung Urusan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2010-2013
	TAHUN
	Belanja Langsung
	BTL Pegawai
	Total Belanja

	
	Pegawai
	Barang & Jasa
	Modal
	Jumlah
	
	

	2010
	     1,511,536,000 
	     4,219,490,785 
	             377,534,000 
	        6,108,560,785 
	         3,863,784,122 
	          9,972,344,907 

	2011
	       1,288,750,800 
	         3,999,598,714 
	          1,133,609,707 
	         6,421,959,221 
	              4,242,962,233 
	             10,664,921,454 

	2012
	
	
	
	8.973.354.000
	4.515.099.000
	13.488.453.000

	2013
	
	
	
	
	
	

	Pertumbuhan Rata-Rata/Tahun selang 2010-2012
	21,16
	8,21
	16,32


Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (Diolah)
*khusus tahun 2012 adalah APBD Perubahan.

6.	Urusan Wajib Perhubungan
Belanja untuk perhubungan meningkat pesat yakni secara total sebesar 61,45%/tahun selang 2010-2012. Peningkatan belanja tersebut dinominasi oleh peningkatan belanja langsung yang sebesar 98,62%/tahun. Perbandingan dengan belanja tidak langsung adalah hanya sekitar 3,89%/tahun.
Tabel 2.75.  Perkembangan Belanja Langsung dan Tidak Langsung Urusan Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2010-2012
	TAHUN
	Belanja Langsung
	BTL Pegawai
	Total Belanja

	
	Pegawai
	Barang & Jasa
	Modal
	Jumlah
	
	

	2010
	     1,072,776,500 
	     2,539,427,018 
	             222,190,000 
	        3,834,393,518 
	       11,337,456,080 
	        15,171,849,598 

	2011
	           402,989,000 
	         2,115,781,657 
	          7,721,511,000 
	       10,240,281,657 
	            12,147,903,842 
	             22,388,185,499 

	2012
	
	
	
	15,107.175.590
	12.235.930.000
	27.343.105.550

	Pertumbuhan Rata-Rata/Tahun selang 2010-2012
	98,62
	3,89
	61,45


Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (Diolah)
*khusus tahun 2012 adalah APBD Perubahan.

7.	Urusan Wajib Lingkungan Hidup
Perkembangan belanja urusan lingkungan hidup meningkat dengan rata-rata/tahun selang 2010 sampai dengan 2013 sebesar 15,08%. Belanja tidak langsung pegawai hanya meningkat 10,93 %, sedangkan belanja langsung sebesar 19,31%.

Tabel 2.76.  Perkembangan Belanja Langsung dan Tidak Langsung Urusan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2010-2013
	TAHUN
	Belanja Langsung
	BTL Pegawai
	Total Belanja

	
	Pegawai
	Barang & Jasa
	Modal
	Jumlah
	
	

	2010
	        555.559.000 
	     1.769.424.129 
	             156.600.000 
	        2.481.583.129 
	         2.530.429.618 
	          5.012.012.747 

	2011
	           702.834.000 
	         1.757.382.042 
	             549.570.000 
	         3.009.786.042 
	              2.925.088.519 
	               5.934.874.561 

	2012
	1.008.060.000
	1.381.040.000
	1.110.900.000
	4.000.000.000
	3.187.871.000
	7.187.871.000

	2013
	893.706.000
	2.671.479.000
	584.815.000
	4.150.000.000
	3.449.627.000
	7.597.632.000

	Pertumbuhan Rata-Rata/Tahun selang 2010-2013
	19,31
	10,93
	15,08


Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (Diolah)
*khusus tahun 2013 adalah APBD Perubahan.
8.	Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Belanja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meningkat cukup besar di mana secara total 31,18%/tahun selang 2010 ke 2012. Belanja tidak langsung meningkat 32,26%/tahun, sedangkan belanja langsung bertumbuh 44,18 %/tahun. Dengan demikian proporsi belanja langsung dipastikan akan semakin membesar dari tahun ke tahun.

Tabel 2.77.  Perkembangan Belanja Langsung dan Tidak Langsung Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2010-2013
	TAHUN
	Belanja Langsung
	BTL Pegawai
	Total Belanja

	
	Pegawai
	Barang & Jasa
	Modal
	Jumlah
	
	

	2010
	        337,550,000 
	     1,338,335,780 
	             101,850,000 
	        1,777,735,780 
	         1,734,546,772 

	          3,512,282,552 

	2011
	           421,049,325 
	         1,365,603,437 
	             514,820,000 
	         2,301,472,762 
	              2,220,554,514 
	               4,522,027,276 

	2012
	
	
	
	3.700.000.000
	2.340.331.000
	6.040.331.000

	2013
	
	
	
	
	
	

	Pertumbuhan Rata-Rata/Tahun selang 2010-2012
	44,18
	35,26
	31,18


Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (Diolah)
*khusus tahun 2012 adalah APBD Perubahan.

9.	Urusan Wajib Sosial
Perkembangan belanja sosial terjadi peningkatan tajam pada belanja langsung yang sebesar 51,34%/tahun selang 2010 ke 2012. Adapun belanja tidak langsung hanya sebesar 0,63 %. Secara total pertumbuhan belanja urusan sosial adalah sebesar 17,85%/tahun.


Tabel 2.78.  Perkembangan Belanja Langsung dan Tidak Langsung Urusan Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2010-2013
	TAHUN
	Belanja Langsung
	BTL Pegawai
	Total Belanja

	
	Pegawai
	Barang & Jasa
	Modal
	Jumlah
	
	

	2010
	        757,946,500 
	     2,976,801,666 
	          1,602,171,300 
	        5,336,919,466 
	       12,668,597,815 
	        18,005,517,281 

	2011
	       1,601,041,450 
	         6,836,854,477 
	             813,774,755 
	         9,251,670,682 
	            14,590,216,090 
	             23,841,886,772 

	2012
	6.685.700.000
	4.873.800.000
	671.500.000
	12.231.000.000
	12.832.236.000
	25.063.236.000

	2013
	335.668.000
	10.461.983.000
	1.652.349.000
	12.450.000.000
	  7.760.879.000
	20.210.879.000

	Pertumbuhan Rata-Rata/Tahun selang 2010-2012
	51,34
	0,63
	17,85


Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (Diolah)
*khusus tahun 2012 adalah APBD Perubahan.

10.	Urusan Wajib Ketenagakerjaan
Urusan wajib ketenagakerjaan terjadi pertumbuhan belanja total sebesar 6,53%/tahun selang 2010 sampai 2012. Belanja langsung bertumbuh lebih tinggi yakni 11,80%/tahun dibandingkan belanja tidak langsung sebesar 4,07%/tahun.
Tabel 2.79. Perkembangan Belanja Langsung dan Tidak Langsung Urusan Ketenagakerjaan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2010-2013
	TAHUN
	Belanja Langsung
	BTL Pegawai
	Total Belanja

	
	Pegawai
	Barang & Jasa
	Modal
	Jumlah
	
	

	2010
	        732,238,000 
	     1,964,100,640 
	          1,942,009,500 
	        4,638,348,140 
	       10,109,471,319 
	        14,747,819,459 

	2011
	           864,624,000 
	         3,240,564,790 
	          1,171,975,500 
	         5,277,164,290 
	            10,549,577,662 
	             15,826,741,952 

	2012
	
	
	
	5.794.915.000
	10.948.386.000
	16.743.301.000

	2013
	
	
	
	
	
	

	Pertumbuhan Rata-Rata/Tahun selang 2010-2012
	11,80
	4,07
	6,53


Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (Diolah)
*khusus tahun 2012 adalah APBD Perubahan.

11.	 Urusan Wajib Koperasi dan UKM
Belanja urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah secara total meningkat sebesar 14,62 %/tahun selang 2010 sampai 2013. Diamati dari belanja langsung dan tidak langsung ternyata belanja langsung meningkat lebih tinggi yakni sebesar 16,14% dibanding 13,28%.

Tabel 2.80.  Perkembangan Belanja Langsung dan Tidak Langsung Urusan Koperasi dan UKM Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2010-2013

	TAHUN
	Belanja Langsung
	BTL Pegawai
	Total Belanja

	
	Pegawai
	Barang & Jasa
	Modal
	Jumlah
	
	

	2010
	302392000
	1,068,608,000
	229.000.000
	1,600,000,000
	4.926.329.330
	6.526.329.330

	2011
	266.920.000
	1.343.380.000
	839.700.000
	2.450.000.000
	6.864.439.000
	9,314.439.000

	2012
	269.600.000
	1.515.541.750
	1.114.858.250
	2.900.000.000
	5.805.509.000
	8.700.259.000

	2013
	419.160.000
	2.223.183.600
	1.057.656.400
	3.700.000.000
	6.336.513.000
	10.036.513.000

	2014
	191.522.000
	1.571.516.000
	1.048.150.000
	2.811.188.000
	7.886.960.000
	10.698.148.000

	Pertumbuhan Rata-Rata/Tahun selang 2010-2013
	16,14
	13,28
	14,62


Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (Diolah)
*khusus tahun 2012 adalah APBD Perubahan.

12.	Urusan Wajib Penanaman Modal
Belanja total urusan penanaman modal meningkat sebesar 20,67% selang 2010 sampai 2012. Belanja langsung meningkat dengan pertumbuhan sebesar 25,48% lebih tinggi dibandingkan dengan belanja tidak langsung yang sebesar15,72%.
		
Tabel 2.81.	Perkembangan Belanja Langsung dan Tidak Langsung Urusan Penanaman Modal Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2010-2013
	TAHUN
	Belanja Langsung
	BTL Pegawai
	Total Belanja

	
	Pegawai
	Barang & Jasa
	Modal
	Jumlah
	
	

	2010
	        490,495,500 
	     2,290,705,672 
	             111,684,000 
	        2,892,885,172 
	         2,802,749,526 
	          5,695,634,698 

	2011
	           454,013,450 
	         2,305,625,686 
	             167,119,900 
	         2,926,759,036 
	              4,194,698,945 
	               7,121,457,981 

	2012
	
	
	
	4.550.000.000
	3.754.397.000
	8.304.397.000

	2013
	
	
	
	
	
	

	Pertumbuhan Rata-Rata/Tahun selang 2010-2012
	25,48
	15,72
	20,67


Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (Diolah)
*khusus tahun 2012 adalah APBD Perubahan.

13. 	Urusan Wajib Kebudayaan
Urusan wajib kebudayaan belanjanya hanya meningkat pada 2011, namun pada 2012 terjadi penurunan; sehingga rata-rata pertumbuhan nselang 2010 ke 2012 menjadi negatif.
Tabel 2.82.  Perkembangan Belanja Langsung dan Tidak Langsung Urusan Kebudayaan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara 
2010-2013
	TAHUN
	Belanja Langsung
	BTL Pegawai
	Total Belanja

	
	Pegawai
	Barang & Jasa
	Modal
	Jumlah
	
	

	2010
	        687,000,000 
	     1,671,650,700 
	               72,250,000 
	        2,430,900,700 
	 
	          2,430,900,700 

	2011
	           518,811,500 
	         2,625,186,500 
	             169,500,000 
	         3,313,498,000 
	 
	               3,313,498,000 

	2012
	
	
	
	1.875.525.000
	
	1.875.525.000

	2013
	
	
	
	
	
	

	Pertumbuhan Rata-Rata/Tahun selang 2010-2012
	-12,04
	
	-12,04


Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (Diolah)
*khusus tahun 2012 adalah APBD Perubahan.

15. 	Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga
	Urusan wajib kependudukan dan olah raga terjadi peningkatan belanja yang fantastis yakni secara total bertumbuh sebesar 88,68%/tahun selang 2010 sampai dengan 2012. Pertumbuhan yang tinggi tersebut dipicu oleh pertumbuhan tinggi dari belanja langsung yang sebesar 117,68%; dibandingkan belanja tidak langsung yang hanya sebesar 17,85%.

Tabel 2.83. Perkembangan Belanja Langsung dan Tidak Langsung Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2010-2013
	TAHUN
	Belanja Langsung
	BTL Pegawai
	Total Belanja

	
	Pegawai
	Barang & Jasa
	Modal
	Jumlah
	
	

	2010
	        828,435,000 
	     2,729,675,181 
	          2,409,963,100 
	        5,968,073,281 
	         3,239,383,814 
	          9,207,457,095 

	2011
	       1,428,179,600 
	         5,784,955,248 
	          2,204,127,840 
	         9,417,262,688 
	              3,821,922,787 
	             13,239,185,475 

	2012
	
	
	
	28.291.760.000
	4.498.920.000
	32.790.680.000

	2013
	
	
	
	
	
	

	Pertumbuhan Rata-Rata/Tahun selang 2010-2012
	117,68
	17,85
	88,68


Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (Diolah)
*khusus tahun 2012 adalah APBD Perubahan.

15.	Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik
Urusan kesatuan bangsa dan politik belanjanya bertumbuh sebesar 9,35% sepanjang 2010-2012. Adapun belanja langsungnya bertumbuh sebesar 16,06% sedangkan belanja tidak langsung bertumbuh lebih rendah yakni sebesar 4,94%.


Tabel 2.84. Perkembangan Belanja Langsung dan Tidak Langsung Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2010-2013
	TAHUN
	Belanja Langsung
	BTL Pegawai
	Total Belanja

	
	Pegawai
	Barang & Jasa
	Modal
	Jumlah
	
	

	2010
	     1,915,988,499 
	     2,377,064,491 
	             572,985,000 
	        4,866,037,990 
	         7,804,657,562 
	        12,670,695,552 

	2011
	       2,266,181,550 
	         2,475,857,259 
	          1,244,189,500 
	         5,986,228,309 
	              8,055,377,326 
	             14,041,605,635 

	2012
	
	
	
	6.561.500.000
	8.594.674.000
	15.146.174.000

	2013
	
	
	
	
	
	

	Pertumbuhan Rata-Rata/Tahun selang 2010-2012
	16,06
	4,94
	9,35


Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (Diolah)
*khusus tahun 2012 adalah APBD Perubahan.

16. 	Urusan Wajib Otda, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Belanja urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian adalah merupakan jumlah yang terbesar dari seluruh urusan. Pada urusan ini untuk belanja tidak langsung bukan hanya gaji pegawai tetapi juga termasuk hibah dan pembagian ke daerah kabupaten dan kota.
Secara total terjadi peningkatan sebesar 26,95%/tahun selang 2010 sampai 2012. Belanja tidak langsung meningkat sebesar 27,75% sedangkan belanja langsung meningkat sebesar 25,21%.



Tabel 2.85.  Perkembangan Belanja Langsung dan Tidak Langsung Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2010-2013
	TAHUN
	Belanja Langsung
	BTL Pegawai, Dll
	Total Belanja

	
	Pegawai
	Barang & Jasa
	Modal
	Jumlah
	
	

	2010
	   23,794,019,399 
	 136,117,265,202 
	        33,568,106,000 
	    193,479,390,601 
	     393,815,094,757 
	      587,294,485,358 

	2011
	     26,913,790,943 
	     165,342,633,938 
	        54,181,056,686 
	     246,437,481,567 
	          369,301,093,690 
	           615,738,575,257 

	2012
	
	
	
	303.356.127.800
	642.727.367.285
	946.083.495.085

	2013
	
	
	
	
	
	

	Pertumbuhan Rata-Rata/Tahun selang 2010-2012
	25,21
	27,75
	26,95


Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (Diolah)
*khusus tahun 2012 adalah APBD Perubahan.

17. 	Urusan Wajib Ketahanan Pangan
Secara total peningkatan belanja untuk urusan ketahanan pangan sebesar 16,83%/tahun selang 2010 ke 2012. Tampak jelas bahwa belanja langsung meningkat pesat yakni sebesar 42,31% dibandingkan dengan belanja tidak langsung relatif lebih kecil yakni 5,97%.

Tabel 2.86.	 Perkembangan Belanja Langsung dan Tidak Langsung Urusan  Ketahanan PanganPemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2010-2013
	TAHUN
	Belanja Langsung
	BTL Pegawai
	Total Belanja

	
	Pegawai
	Barang & Jasa
	Modal
	Jumlah
	
	

	2010
	        152,000,000 
	     1,361,685,084 
	               68,000,000 
	        1,581,685,084 
	         4,306,979,734 
	          5,888,664,818 

	2011
	           196,160,000 
	         1,838,566,724 
	             607,767,535 
	         2,642,494,259 
	              4,571,524,474 
	               7,214,018,733 

	2012
	
	
	
	3.200.000.000
	4.835.240.000
	8.035.240.000

	2013
	
	
	
	
	
	

	Pertumbuhan Rata-Rata/Tahun selang 2010-2012
	42,31
	5,97
	16,83


Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (Diolah)
*khusus tahun 2012 adalah APBD Perubahan.

18.	Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa
Tampak jelas bahwa total belanja urusan pemberdayaan masyarakat desa adalah sebesar 13,76%/tahun selang 2010 ke 2012; dimana untuk belanja langsung bertumbuh 26,11 % lebih tinggi dibandingkan dengan belanja tidak langsung sebesar 3,56%.

Tabel 2.87. Perkembangan Belanja Langsung dan Tidak Langsung Urusan  Pemberdayaan Masyarakat DesaPemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2010-2013
	TAHUN
	Belanja Langsung
	BTL Pegawai
	Total Belanja

	
	Pegawai
	Barang & Jasa
	Modal
	Jumlah
	
	

	2010
	        289,928,500 
	     1,795,267,305 
	               14,800,000 
	        2,099,995,805 
	         2,760,881,709 
	          4,860,877,514 

	2011
	           392,496,000 
	         2,759,373,052 
	             183,490,000 
	         3,335,359,052 
	              2,828,427,923 
	               6,163,786,975 

	2012
	
	
	
	3.335.000.000
	2.958.859.000
	6.293.859.000

	2013
	
	
	
	
	
	

	Pertumbuhan Rata-Rata/Tahun selang 2010-2012
	26,11
	3,56
	13,76


Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (Diolah)
*khusus tahun 2012 adalah APBD Perubahan.


19.	Urusan Wajib Kearsipan
Urusan kearsipan belanjanya terjadi peningkatan yang luar biasa pada tahun 2012; di mana 2010 dan 2011 masih pada kisaran 100 jutaan, menjadi 1,65 milyar Rupiah fi tahun 2012. Dana sebesar tersebut hanya digunakan untuk belanja langsung.

Tabel 2.88. 	Perkembangan Belanja Langsung dan Tidak Langsung Urusan  Kearsipan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2010-2013
	TAHUN
	Belanja Langsung
	BTL Pegawai
	Total Belanja

	
	Pegawai
	Barang & Jasa
	Modal
	Jumlah
	
	

	2010
	          24,500,000 
	          90,746,500 
	                                 - 
	           115,246,500 
	 
	              115,246,500 

	2011
	             65,417,500 
	            110,705,100 
	                                - 
	             176,122,600 
	 
	                  176,122,600 

	2012
	
	
	
	1.648.625.400
	
	1.648.625.400

	2013
	
	
	
	
	
	

	Pertumbuhan Rata-Rata/Tahun selang 2010-2012
	plus
	
	Plus


Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (Diolah)
*khusus tahun 2012 adalah APBD Perubahan.

20.	Urusan Komunikasi dan Informatika
Belanja total urusan komunikasi dan informatika meningkat sebesar 7,74%/tahun selang 2010-2012. Belanja tidak langsung hanya meningkat sebesar 3,66%/tahun, sedangkan belanja langsung meningkat sebesar 9,73/tahun.
Tabel 2.89. Perkembangan Belanja Langsung dan Tidak Langsung Urusan  Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2010-2012
	TAHUN
	Belanja Langsung
	BTL Pegawai
	Total Belanja

	
	Pegawai
	Barang & Jasa
	Modal
	Jumlah
	
	

	2010
	     1,001,997,000 
	        866,407,811 
	               45,803,250 
	        1,914,208,061 
	            941,427,591 
	          2,855,635,652 

	2011
	           773,046,000 
	         1,206,494,447 
	               56,900,000 
	         2,036,440,447 
	              1,008,732,389 
	               3,045,172,836 

	2012
	
	
	
	2.304.594.450
	1.010.445.000
	3.315.039.450

	Pertumbuhan Rata-Rata/Tahun selang 2010-2012
	9,73
	3,66
	7,74


Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (Diolah)
*khusus tahun 2012 adalah APBD Perubahan

21.	Urusan Wajib Perpustakaan
Berdasarkan pengamatan pada Tabel, maka dapat dikemukakan bahwa pertumbuhan total belanja urusan perpustakaan sebesar 9,25%/tahun selang 2010-2012. Jika diamati pada jenis belanjanya, maka dapat dilihat bahwa belanja langsung meningkat lebih pesat, yakni 16,02%/tahun sedangkan belanja tidak langsung hanya 6,55%/tahun. 






Tabel 2.90.	Perkembangan Belanja Langsung dan Tidak Langsung Urusan  Perpustakaan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2010-2013
	TAHUN
	Belanja Langsung
	BTL Pegawai
	Total Belanja

	
	Pegawai
	Barang & Jasa
	Modal
	Jumlah
	
	

	2010
	        188,986,000 
	        839,331,516 
	          1,056,470,110 
	        2,084,787,626 
	         5,252,106,949 
	          7,336,894,575 

	2011
	           258,379,500 
	            797,505,281 
	          2,205,544,500 
	         3,261,429,281 
	              5,690,012,947 
	               8,951,442,228 

	2012
	
	
	
	2.801.374.600
	5.960.195.000
	8.761.569.600

	2013
	
	
	
	
	
	

	Pertumbuhan Rata-Rata/Tahun selang 2010-2012
	16,02
	6,55
	9,25


Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (Diolah)
*khusus tahun 2012 adalah APBD Perubahan.

22.	Urusan Pilihan Pertanian
Belanja urusan pilihan pertanian meningkat sebesar 18,74%/tahun selang 2010 sampai dengan 2012. Dilihat dari jenis belanja dapat dikemukkan bahwa belanja langsung meningkat jauh lebih pesat dibandingkan dengan belanja tidak langsung yakni 31,92% dibandingkan 7,45%.








Tabel 2.91.	Perkembangan Belanja Langsung dan Tidak Langsung Urusan  Pertanian Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2010-2013
	TAHUN
	Belanja Langsung
	BTL Pegawai
	Total Belanja

	
	Pegawai
	Barang & Jasa
	Modal
	Jumlah
	
	

	2010
	4,333,252,905 
	15,880,442,895 
	 6,976,384,800 
	27,190,080,600 
	21,120,820,730 
	48,310,901,330 

	2011
	2,746,930,000 
	13,805,508,850
	  3,547,561,150 
	20,100,000,000 
	25,767,328,000 
	45,867,328,000 

	2012
	2,230,435,000
	21,107,028,850
	4,662,536,150
	28,000,000,000
	24,687,669,000
	45,037,669,000

	2013
	2,230,616,000
	23,221,431,000
	18,225,351,000
	43,677,398,000
	25,390,696,857
	60,768,094,857

	Pertumbuhan Rata-Rata/Tahun selang 2010-2012
	31,92
	7,45
	18,74


Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (Diolah)
*tahun 2010-2013 adalah APBD Perubahan.

23.	Urusan Pilihan Kehutanan
Belanja urusan kehutanan jika diamati besarnya sejak 2010 dibandingkan 2012 terjadi penurunan, namun dari 2011 ke 2012 terjadi peningkatan. Keadaan ini berlaku bagi belanja langsung dan tidak langsung. 
Tabel 2.92.	Perkembangan Belanja Langsung dan Tidak Langsung Urusan KehutananPemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2010-2013
	TAHUN
	Belanja Langsung
	BTL Pegawai
	Total Belanja

	
	Pegawai
	Barang & Jasa
	Modal
	Jumlah
	
	

	2010
	     4,333,252,905 
	   15,880,442,895 
	          6,976,384,800 
	      27,190,080,600 
	       35,183,927,786 
	        62,374,008,386 

	2011
	           476,493,000 
	         2,445,026,359 
	          1,425,095,000 
	         4,346,614,359 
	              9,021,900,966 
	             13,368,515,325 

	2012
	
	
	
	10.638.000.000
	9.579.144.000
	20.217.144.000

	2013
	
	
	
	
	
	

	Pertumbuhan Rata-Rata/Tahun selang 2010-2012
	Minus
	minus
	Minus


Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (Diolah)
*khusus tahun 2012 adalah APBD Perubahan.

24.	Urusan Pilihan Energy dan Sumberdaya Mineral
Belanja urusan energy dan sumberdaya mineral terjadi peningkatan yang berarti yakni bertumbuh sebesar 64,65%/tahun selang 2010 sampai 2012. Dilihat dari jenis belanja maka dapat dikemukakan bahwa belanja tidak langsung hanya meningkat 9,18%/tahun sedangkan belanja langsung sebesar 119,15%.

Tabel 2.93.	Perkembangan Belanja Langsung dan Tidak Langsung Urusan Energy dan Sumberdaya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2010-2013
	TAHUN
	Belanja Langsung
	BTL Pegawai
	Total Belanja

	
	Pegawai
	Barang & Jasa
	Modal
	Jumlah
	
	

	2010
	        347,262,000 
	     2,928,149,671 
	             277,045,000 
	        3,552,456,671 
	         4,889,367,315 
	          8,441,823,986 

	2011
	           295,379,000 
	         8,625,596,716 
	          1,617,123,100 
	       10,538,098,816 
	              5,399,261,830 
	             15,937,360,646 

	2012
	
	
	
	17.050.000.000
	5.830.994.000
	22.880.994.000

	2013
	
	
	
	
	
	

	Pertumbuhan Rata-Rata/Tahun selang 2010-2012
	119,15
	9,18
	64,65


Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (Diolah)
*khusus tahun 2012 adalah APBD Perubahan.

25.	Urusan Pilihan Pariwisata
Total belanja urusan pariwisata meningkat sebesar 32,32%/tahun selang 2010 sampai 2012. Dari jenis belanja tampak bahwa belanja tidak langsung meningkat 75,96%/ tahun sedangkan belanja tidak langsung sekitar 5,90 %/tahun.

Tabel 2.94.	Perkembangan Belanja Langsung dan Tidak Langsung Urusan Pariwisata Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2010-2013
	TAHUN
	Belanja Langsung
	BTL Pegawai
	Total Belanja

	
	Pegawai
	Barang & Jasa
	Modal
	Jumlah
	
	

	2010
	        827,747,000 
	     3,249,071,283 
	             385,300,000 
	        4,462,118,283 
	         9,546,409,638 
	        14,008,527,921 

	2011
	           663,425,000 
	         4,353,378,901 
	             801,481,000 
	         5,818,284,901 
	            10,219,511,139 
	             16,037,796,040 

	2012
	
	
	
	13.809.725.000
	10.719.855.000
	24.529.580.000

	2013
	
	
	
	
	
	

	Pertumbuhan Rata-Rata/Tahun selang 2010-2012
	75,96
	5,90
	32,32


Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (Diolah)
*khusus tahun 2012 adalah APBD Perubahan.

26.	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
Urusan kelautan dan perikanan mengalami peningkatan dalam belanja secara total sebesar 43,22%/tahun selang 2010 sampai 2012. Berdasarkan jenis belanja dapat dikemukakan bahwa peningkatan belanja langsung sebesar 69,97% sedangkan belanja tidak langsung meningkat sekitar 9,43%. 







Tabel 2.95.	Perkembangan Belanja Langsung dan Tidak Langsung Urusan Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2010-2013
	TAHUN
	Belanja Langsung (Rp)
	BTL Pegawai
(Rp)
	Total Belanja
(Rp)

	
	Pegawai
	Barang & Jasa
	Modal
	Jumlah
	
	

	2010
	605.126.000
	6.340.343.777
	532.605.000
	7.478.074.777
	7.345.131.523
	14.823.206.300

	2011
	556.380.000
	12.045.777.162
	736.176.000
	13.338.333.162
	8.281.775.812
	21.620.108.974

	2012
	495.396.000
	7.895.150.000
	9.823.454.000
	18.214.000.000
	8.786.428.000
	27.000.428.000

	2013
	646.666.000
	20.531.095.000
	1.300.092.000
	22.477.853.000
	8.976.026.933
	31.453.879.933

	Pertumbuhan Rata-Rata/Tahun selang 2010-2012    (%)
	69,97
	9,43
	43,22


Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (Diolah)
*khusus tahun 2012 adalah APBD Perubahan.

27.	Urusan Pilihan Perdagangan
Belanja total urusan perdagangan meningkat sebesar 25,15 %/tahun selang 2010-2012. Berdasarkan jenis belanja dapat diketahui bahwa belanja langsung bertumbuh sebesar 53,54% sedangkan belanja tidak langsung sebesar 5,84%.
Tabel 2.96.	Perkembangan Belanja Langsung dan Tidak Langsung Urusan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2010-2013
	TAHUN
	Belanja Langsung
	BTL Pegawai
	Total Belanja

	
	Pegawai
	Barang & Jasa
	Modal
	Jumlah
	
	

	2010
	        416,256,000 
	     2,545,135,812 
	             341,343,500 
	        3,302,735,312 
	         5,823,250,165 
	          9,125,985,477 

	2011
	           509,712,000 
	         3,940,781,386 
	             664,175,000 
	         5,114,668,386 
	              6,433,879,549 
	             11,548,547,935 

	2012
	
	
	
	7.781.290.000
	6.522.683.000
	14.303.973.000

	2013
	
	
	
	
	
	

	Pertumbuhan Rata-Rata/Tahun selang 2010-2012
	53,54
	5,84
	25,15


Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (Diolah)
*khusus tahun 2012 adalah APBD Perubahan.
28.	Urusan Pilihan Industri
Berdasarkan Tabel dapat dikemukakan bahwa urusan belanja industry meningkat sebesar 31,15%/tahun selang 2010 sampai dengan 2012. Jumlah tersebut adalah tercakup pada jenis belanja langsung. Sedangkan untuk jenis belanja tidak langsung seperti gaji pegawai sudah termasuk dalam urusan pilihan perdagangan.

Tabel 2.97.	Perkembangan Belanja Langsung dan Tidak Langsung Urusan Industri Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2010-2013
	TAHUN
	Belanja Langsung
	BTL Pegawai
	Total Belanja

	
	Pegawai
	Barang & Jasa
	Modal
	Jumlah
	
	

	2010
	          50,984,000 
	        753,711,600 
	             199,175,000 
	        1,003,870,600 
	 
	          1,003,870,600 

	2011
	           168,546,000 
	         1,033,219,350 
	                 1,020,000 
	         1,202,785,350 
	 
	               1,202,785,350 

	2012
	
	
	
	1.718.710.000
	
	1.718.710.000

	2013
	
	
	
	
	
	

	Pertumbuhan Rata-Rata/Tahun selang 2010-2012
	31,15
	
	31,15


Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (Diolah)
*khusus tahun 2012 adalah APBD Perubahan.


29. 	Urusan Pilihan Ketransmigrasian
Belanja total urusan ketransmigrasian terjadi peningkatan yang mencolok pada tahun 2012; di mana sebelumnya masih pada kisaran dibawah 500 juta Rupiah, kemudian pada tahun 2012 telah menjadi sekitar 3,38 milyar Rupiah.

Tabel 2.98.	Perkembangan Belanja Langsung dan Tidak Langsung Urusan Ketransmigrasian Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2010-2013
	TAHUN
	Belanja Langsung
	BTL Pegawai
	Total Belanja

	
	Pegawai
	Barang & Jasa
	Modal
	Jumlah
	
	

	2010
	                            - 
	        495,000,000 
	                                 - 
	           495,000,000 
	 
	              495,000,000 

	2011
	               3,990,500 
	            143,339,300 
	                                - 
	             147,329,800 
	 
	                  147,329,800 

	2012
	
	
	
	3.379.085.000
	
	3.379.085.000

	2013
	
	
	
	
	
	

	Pertumbuhan Rata-Rata/Tahun selang 2010-2012
	Plus
	
	Plus


Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (Diolah)
*khusus tahun 2012 adalah APBD Perubahan.


Q.3.	Perkembangan Belanja Total Langsung dan Tidak Langsung
Perkembangan belanja langsung dan tidak langsung Provinsi Sulawesi Utara 2010 sampai 2012 tergambar pada Tabel D.30. Tabel memperlihatkan bahwa belanja langsung tumbuh sebesar 46,58%/tahun sedangkan belanja tidak langsung tumbuh sekitar 28,72%/tahun. 





        Tabel 2.99. 	Perkembangan Belanja Langsung dan Tidak Langsung APBD Provinsi Sulawesi Utara 2010-2013 (Rupiah)
	TAHUN
	Belanja Langsung
	BTL Pegawai,
dll
	Total Belanja

	
	Pegawai
	Barang & Jasa
	Modal
	Jumlah
	
	

	2010
	  48,481,822,978 
	 292,540,520,099 
	  164,360,062,551 
	   505,382,405,628 
	   632,072,814,127 
	   1,137,455,219,755 

	
	
	
	
	44,43
	55,57
	100,00

	2011
	  55,666,181,518 
	  369,512,813,177 
	  233,630,332,387 
	  658,809,327,082 
	   627,763,680,293 
	  1,286,573,007,375 

	
	
	
	
	51,20
	48,80
	100,00

	2012
	
	
	
	913.238.831.535 
	1.047.210.000.000
	1.960.448.831.535

	
	
	
	
	46,58
	53,42
	100,00

	2013
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Pertumbuhan Rata-Rata/Tahun Selang 2010-2012 (%)
	34,42
	28,72
	31,28


Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (Diolah)
*khusus tahun 2012 adalah APBD Perubahan.

Jika mengikuti rata-rata pertumbuhan tersebut maka dipastikan proporsi belanja langsung memiliki kecenderungan yang makin membesar, namun pada tahun 2012 terjadi peningkatan yang sangat siginifikan bagi belanja tidak langsung. Peningkatan yang sangat signifikan tersebut telah menggeser proporsi perjenis belanja sehingga ada perbedaan yang berfluktuasi; di mana pada tahun 2011 proporsinya lebih besar untuk belanja langsung, kemudian pada 2012 bergeser kembali ke belanja tidak langsung, sebagaimana keadaan pada tahun 2010.  Pada belanja tidak langsung pada 2012 diperkirakan belanja diluar pegawai meningkat seperti: hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan ke daerah bawahan, dan belanja tak terduga. 
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